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IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, Akuntabilitas merupakan
salah satu aspek penting yang harus di implementasikan dalam manajemen
pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilatas
pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas Organisasi
Perangkat Daerah kepada Bupati. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-l1) sebagai bentuk penerapan dari
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

LKj-IP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan
pemerintahan pada tahun 2020 yang diformulasikan dari hasil kinerja sub
unit pelayanan administrasi perkantoran serta pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan atau bidang-bidang yang
menjalankan fungsi peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan disiplin,
peningkatan kapasitas sumberdaya, pembinaan dan pengembangan
aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

LKj-IP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai
sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja
kedepan. Dengan langkah ini setiap Bidang dapat senantiasa melakukan
perbaikan dalam mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan
pengembangan dan pembinaan sumberdaya aparatur Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2020 dilaksanakan
dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja BKPP Kabupaten Berau Tahun
2020. Perjanjian Kinerja ini, memuat sasaran dan target kinerja yang akan
dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan,
indikator sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional
dalam peningkatan kapasitas serta pengembangan dan pembinaan
sumberdaya aparatur. Materi Perjanjian Kinerja Tahun 2020, disusun
berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran (PPA) APBD Tahun 2020.

LKj-IP Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten
Berau Tahun 2020 di susun berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi republik
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Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
kinerja, Plaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi
Pemerintah dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Rl Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
LKj-IP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala-
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan
strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang
agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.
Tahun 2020 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir
pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau yang berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Pada Tahun 2020 ini Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau melaksanakan 7
(tujuh) sasaran, 5 (lima) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan,
sebagai wujud akuntabilitas BKPP Kabupaten Berau dalam melaksanakan
mandat sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja
antara BKPP Kabupaten Berau dengan Bupati Berau, sebagai berikut :
= Sasaran | : Terwujudnya ASN yang profesional yang terdiri dari 5 (lima)
kegiatan yaitu :
1. Jumlah Pejabat Eselon II, Ill, dan IV di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau yang mengikuti Diklat
2. Jumlah ASN yang mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama
3. Jumlah CPNS yang mengikuti Latihan Prajabatan Golongan Il dan
Il / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS
4. Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas Belajar dan lkatan
Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
5. Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Penyesuaian ljazah bagi ASN di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
= Sasaran Il : Meningkatnya kualitas pendistribusian Aparatur Sipil Negara
yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
1. Presentase kesesuaian penempatan jabatan eselon
= Sasaran lll : Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disiplin yang
terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
1. Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang diproses berdasarkan
Peraturan perundang-undangan
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2. Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS berdasarkan Undang-
undangan
3. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Tunjangan Kinerja di Lingkungan
Pemkab Berau
= Sasaran IV : Terwujudnya sistem rekrutmen yang ideal yang terdiri dari
2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas sesuai dengan
kebutuhan organisasi (seleksi penerimaan CPNS)
2. Jumlah Pegawai PPPK sesuai dengan kebutuhan OPD
» Sasaran V : Terwujudnya excellent service bidang kepegawaian. Pada
sasaran V terdiri dari 5 (lima) kegiatan vyaitu :
1. Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim tepat waktu (
Pengurusan SK Pensiun dan Klaim tepat waktu)
2. Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu, Taspen
3. Jumlah Penyelesaian lzin perkawinan dan perceraian bagi PNS
4. Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana
Satya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
5. Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat
= Sasaran VI : Meningkatnya keakuratan dan kemutakhiran data base
kepegawaian terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Jumlah PNS yang termutakhir dalam SAPK
2. Jumlah data entry sistem tata naskah
= Sasaran VIl : Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan BKPP terdiri
dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan yang tersusun
2. Jumlah Kegiatan yang dipantau dan dievaluasi

Secara umum dapat kami jelaskan bahwa dari beberapa sasaran yang
telah diuraikan diatas terdapat 7 (tujuh) sasaran, 36 Indikator kinerja
dengan 5 program yang tertuang dalam 36 kegiatan. Dari seluruh Sasaran
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2020
dapat dikategorikan Berhasil atau 74,62%

Meski terjadi penurunan dibanding tahun lalu, yang diakiatkan
adanya pandemi Covid-19, namun keberhasilan tersebut dapat tercapai
karena adanya kerjasama yang baik dari seluruh aparatur di BKPP
Kabupaten Berau serta dukungan dari instansi terkait. Secara keseluruhan,
Indikator Sasaran tersebut diatas tentunya masih memiliki kelemahan-
kelemahan vyang diakibatkan oleh perubahan peraturan perundangan
undangan di bidang kepegawaian.
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No Sasaran strategis Jumlah | Rata-rata | Predikat
Indikator | capaian
Kinerja kinerja
1 | Terwujudnya Aparatur Sipil 5 66,5 Cukup
Negara yang profesional Berhasil
2 | Meningkatnya kualitas 1 62,5 Cukup
pendistribusian Aparatur Sipil Berhasil
Negara
3 | Mewujudkan Aparatur Sipil 3 70,84 Cukup
Negara yang disiplin Berhasil
4 | Terwujudnya system 2 60 Tidak
rekruitmen yang ideal Berhasil
5 | Terwujudnya excellent service 5 92,5 Sangat
bidang kepegawaian Berhasil
6 | Meningkatnya keakuratan 2 77,5 Berhasil
dan kemutahiran database
kepegawaian
7 | Meningkatnya kualitas kinerja 2 92,5 Sangat
perencanaan, pelaksanaan Berhasil
dan pelaporan
penyelenggaraan program
dan kegiatan BKPP
Rata-rata capaian kinerja 74,62

Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.
9.939.384.600,- atau mencapai 86,63% dari seluruh total anggaran yang
berjumlah Rp. 11.473.920.690.,-

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan
kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dalam rangka
melaksanakan regulasi kepegawaian sesuai Undang-undang Aparatur Sipil
Negara untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi dan produktifitas kinerja
Badan antara lain :
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Pencanangan program peningkatan kualitas
ingga pelaksanaan diklat dilingkungan pemkab berau da
ik serta diserta dengan data yang akurat

Meningkatkan system pendataan vyang lebih akurat dan
termutakhir melalui pengembangan SIMPEG

iJ

Sistem kenaikan pangkat yang lebih efekti
online sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala bag
eh hak kenaikan pangkat

Tim Penyusun
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PENPUIHULUMIN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, manajemen kepegawaian
mengalami perubahan paradigma dari sebelumnya lebih menekankan pada
hak dan kewajiban individual pegawai, ke arah perspektif baru yaitu yang
menekankan pada manajemen pengembangan sumber daya manusia yang
strategis. Perubahan paradigma ini dilakukan agar nantinya pengembangan
karir Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya didasarkan pada kualifikasi,
kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah akan
tetapi perubahan perilaku dari dilayani menjadi melayani.

Merespon berbagai isu tentang perubahan paradigma manajemen
Pegawai Negeri Sipil yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola Kkarier,
promosi, mutasi, penilaian kinerja, dan lain lain Pemerintah Kabupaten
berau memiliki komitmen dalam melaksanakan manajemen ASN yang
profesional untuk meningkatkan kompetensi pada seluruh jajaran ASN.
Mengingat ASN sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi perlu di perbaiki dan ditata ulang dengan prinsip-prinsip
manajemen modern.

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi ASN perlu
dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi (unified
system). Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas “merit” yang
menekankan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan

persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan
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persyaratan yang dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen,
pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata
pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
transparan, akuntabel, efisien dan efektif, pelaporan laporan kinerja instansi
pemerintah daerah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Peerintah serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan
dan akuntabel merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
membandingkan target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah
daerah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang perlu dilakukan dalam
menyusun kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran
yang menganalisis terhadap beberapa indikator terhadap pengukuran

kinerja.
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1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Terkait tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Berau sebagai instansi yang melaksanakan
manajemen kepegawaian, mempunyai peran yang sangat strategis dalam
meningkatkan sumber daya aparatur dalam mewujudkan visi Pemerintah
Kabupaten Berau “Mewujudkan Berau Sejahtera, unggul, dan berdaya saing
berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara
berkelanjutan”. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah paragraf 5 tentang Badan Daerah
Kabupaten/Kota. Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Badan Daerah
Kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkupnya

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai
dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 073 tahun 2016, tentang
rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Berau merupakan unsur pendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan,
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah.

Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi
Aparatur Sipil Negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut BKPP
menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
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Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
tekhnis sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pembinaan tekhnis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :

Kepala Badan

Sekretariat, membawabhi:

a) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset;
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Bidang Mutasi Aparatur, membawabhi:

a) Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan Aparatur;
b) Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan Aparatur;
¢) Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Aparatur.
Bidang Pengembangan Aparatur, membawahi:

a) Sub Bidang Pengembangan Karier Aparatur;

b) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Aparatur;

c) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional Aparatur.

Bidang Pembinaan Aparatur, membawabhi:

a) Sub Bidang Kedudukan Hukum Aparatur;

b) Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur dan Pensiun;

¢) Sub Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur.

UPTB;

Kelompok Jabatan Fungsional:
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1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan memimpin,
merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina,
mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua
kegiatan Badan serta mengadakan hubungan kerjasama dengan
organisasi perangkat daerah lainnya. Dan mempunyai rincian tugas :

a. merencanakan pembangunan di bidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan yang sejalan dengan rencana dan strategi
pembangunan Daerah;

b. menggerakkan organisasi Badan sesuai dengan rencana dan strategi
pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;

c. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan
yang menjadi tanggung jawab Badan;

d. merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan
sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;

e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Badan dapat selesai dengan baik dan tepat
waktu;

f. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas Badan melalui informasi dan sumber
data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
kerja;

g. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta
mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang

berlaku;
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h. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Badan
berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui
tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang
program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;

i. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksanan Teknis Badan
yang berada pada lingkup Badan;

j-  mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi
secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Badan dapat terlaksana
sesuai dengan yang diharapkan;

k. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah
atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara
lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam
mengambil kebijakan lebih lanjut;

.  menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dengan rincian tugas:

a. mengkoordinasikan  penyusunan rencana kerja  Sekretariat
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan
yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat
waktu;

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub
Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik
dan benar sesuai peraturan yang berlaku;

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPP Kab. Berau
Tahun 2020



berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan
sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan kerja;

e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat
dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang
berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan
pekerjaan;

f. mengoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern Badan
maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di
lingkungan Badan guna tertib administrasi;

h. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya
pengelolaan  surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga,
inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;

i. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan
kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen
pelayanan publik Badan agar penyusunan dokumen tersebut selesai
dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

j.  mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan
sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan
rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan
masalah;

I.  melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan
tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;
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m. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.

a) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok
dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi
penyusunan program pembangunan bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan, mengidentifikasi permasalahan,
pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan
penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan
tugas Badan serta pengelolaan administrasi dan penatausahaan
keuangan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset

mempunyai rincian tugas:

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program,
Keuangan dan Aset berdasarkan Renstra, data dan
informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang
baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Penyusunan
Program, Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan
tepat waktu;

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan
agar pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan
dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai

peraturan yang berlaku;
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mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan
Program, Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber
data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan kerja;

merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub
Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam
melaksanakan pekerjaan;

mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan
pengolahan data usulan program dari masing-masing unit
kerja sebagai bahan penyusunan program Badan;
mempelajari dan menganalisa setiap usulan program
sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program
dan kegiatan masing-masing unit kerja;

mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang
dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan
kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang;
menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan
anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan
pengambilan keputusan;

memberi dukungan perumusan konsep program dan
kegiatan serta rencana strategis Badan agar penyusunan
program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu;
menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan
laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
dokumen pelayanan publik Badan dengan membimbing

dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen
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tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan
penyusunan program kepada masing-masing unit kerja

untuk dijadikan sebagai rencana kerja;

. meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan

pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti
penerimaan dan  pengeluaran untuk  menghindari
kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Badan;
mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan
membandingkan  target/plafon  untuk = mengetahui
penyerapan anggaran lingkup Badan;

mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan
pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi
keuangan Badan;

membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan
satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan;

menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan
administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang
dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan
organisasi di lingkungan Badan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengatur pengelolaan ATK dan perlengkapan lainnya
terhadap satuan organisasi di lingkungan Badan agar

penggunaannya efektif dan efisien;
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mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan
kepegawaian;

mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan
rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi,
serta pemecahan masalah; w. melaporkan kegiatan Sub
Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; x.
memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil
kebijakan lebih lanjut;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

dan petunjuk atasan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang

meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan,

kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Badan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

rincian tugas:

a.

menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian berdasarkan Renstra, data dan informasi
yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan

sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang
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baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan
agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat
dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang
berlaku;

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan
pekerjaan;

mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan
keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan
tertib;

mengatur  kegiatan  ketatalaksanaan yang meliputi
suratmenyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan
sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
mengontrol proses administrasi perjalan dinas pegawai di
lingkungan Badan guna menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas;

mengoordinasikan  persiapan  pelaksanaan  kegiatan
rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi
rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat
sehingga kegiatan bejalan sesuai dengan yang diharapkan;
mengatur pengelolaan adminstrasi kepegawaian yang

meliputi penyusunan DUK, kenaikan pangkat, gaji berkala,
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penjenjangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan
lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
memproses administrasi urusan  kesejahteraan dan
kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;
mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan

kepegawaian;

. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya
untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;

melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil
kebijakan lebih lanjut; p. melaksanakan tugas kedinasan

lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

3. Bidang Mutasi Aparatur yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan

fungsi Badan di bidang mutasi aparatur yang meliputi pengangkatan

dan kepangkatan, pemindahan dan penempatan serta dokumentasi dan

pengolahan aparatur, mempunyai rincian tugas:

a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi

Aparatur berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta

peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan

tugas;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPP Kab. Berau

Tahun 2020

13



b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Bidang Mutasi Aparatur dapat selesai dengan
baik dan tepat waktu;

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar
pekerjaan Bidang Mutasi Aparatur dapat dilaksanakan dengan baik
dan benar sesuai peraturan yang berlaku;

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas Bidang Mutasi Aparatur melalui
infformasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan kerja;

e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi yang meliputi
pengangkatan dan kepangkatan, mutasi jabatan struktural dan
fungsional, serta dokumentasi pengolahan data aparatur;

f. menyusun rencana Pengangkatan/pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah;

g. mengendalikan pelaksanaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

h. mengoordinasikan penyiapan bahan nota usul pengajuan kenaikan
pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan IV/a keatas;

i. mengoordinasikan penyiapan bahan nota usul pengajuan kenaikan
pangkat bagi Pegwai Negeri Sipil Daerah Golongan Ul/d kebawah;

j- mengoordinasikan pelaksanaan seleksi Jabatan Tinggi Pratama
(JPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. mengendalikan pelaksanaan tugas mutasi pegawai sesuai dengan
ketentuan;

I.  mengoordinasikan pelaksanaan administrasi perpindahan Pegawai
Negeri Sipil antar instansi dalam dan luar daerah;

m. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan

pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan
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sebagai bahan pembinaan kepegawaian; n. mengevaluasi hasil

pelaksanaan kegiatan Bidang Mutasi Aparatur berdasarkan rencana

dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;

o. melaporkan kegiatan Bidang Mutasi Aparatur kepada Kepala Badan
berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

p. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.

a) Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan Aparatur
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok
dan fungsi Bidang Mutasi Aparatur di bidang pengangkatan
dan kepangkatan aparatur.

Kepala Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan Aparatur

mempunyai rincian tugas:

a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengangkatan dan
Kepangkatan Aparatur berdasarkan Renstra, data dan
informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang
baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Pengangkatan
dan Kepangkatan Aparatur dapat selesai dengan baik dan
tepat waktu;

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan

agar pekerjaan Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan
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Aparatur dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai
peraturan yang berlaku;

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pengangkatan
dan Kepangkatan Aparatur melalui informasi dan sumber
data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan kerja;

merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub
Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan Aparatur dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam
melaksanakan pekerjaan;

membimbing pemrosesan administrasi kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil dengan mengecek penjagaan kenaikan
pangkat setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),
memeriksa berkas usulan, mengawasi penyampaian surat
keputusan dan pengarsipannya;

membimbing penyiapan bahan nota usul pengajuan
kenaikan pangkat bagi Pegwai Negeri Sipil Daerah
Golongan [V/a ke atas agar dapat dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing penyiapan bahan nota usul pengajuan
kenaikan pangkat bagi Pegwai Negeri Sipil Daerah
Golongan lll/d ke bawah agar dapat dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing pelaksanaan proses penetapan Keputusan
Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
Golongan lll/d kebawah berdasarkan penetapan nota
persetujuan kenaikan pangkat, sedangkan Golongan IV/a

keatas Gubernur Kalimantan Timur;
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menyusun dan melaksanakan seleksi Jabatan Tinggi
Pratama (JPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing penyiapan bahan rumusan penetapan
peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah
Golongan I, 11, 11l dan IV;

melaksanakan dan memproses Keputusan berdasarkan
penetapan nota persetujuan peninjauan masa kerja
Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I, II, dan Ill;

sedangkan Golongan 1V/a Gubernur Kalimantan Timur;

. mengontrol penyusunan formasi pegawai berdasarkan

penghitungan beban kerja/volume kerja jabatan dan
peralatan yang tersedia sebagai bahan perencanaan
pengadaan pegawai;

membimbing penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan
seleksi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
mengontrol pemrosesan administrasi pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
membimbing penyiapan bahan nota usul penetapan
Nomor linduk Pegawai;

membimbing penyiapan bahan perumusan penetapan
pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah yang diangkat dalam jabatan tertentu
sesuai dengan ketentuan berlaku;

mengontrol  pemrosesan  administrasi  pengangkatan
pertama kali, pengangkatan kembali, pemberhentian
sementara dari Jabatan Negeri dan Pembebasan Sementara
Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan fungsional;
mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan

kepegawaian;
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mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang
Pengangkatan dan Kepangkatan Aparatur berdasarkan
rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi,
serta pemecahan masalah;

melaporkan kegiatan Sub Bidang Pengangkatan dan
Kepangkatan Aparatur berdasarkan hasil pelaksanaan tugas
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil
kebijakan lebih lanjut;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

dan petunjuk atasan.

b) Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan Aparatur mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi

Bidang Mutasi Aparatur di bidang pemindahan dan

penempatan aparatur.

Kepala Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan Aparatur

mempunyai rincian tugas:

a.

menyusun rencana kerja Sub Bidang Pemindahan dan
Penempatan Aparatur berdasarkan Renstra, data dan
informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas;

mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang
baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Pemindahan dan
Penempatan Aparatur dapat selesai dengan baik dan tepat

waktu;
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memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan
agar pekerjaan Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan
Aparatur dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai
peraturan yang berlaku;

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pemindahan
dan Penempatan Aparatur melalui informasi dan sumber
data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan kerja;

merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub
Bidang Pemindahan dan Penempatan Aparatur dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam
melaksanakan pekerjaan;

membimbing pengelolaan penyusunan DUK (Daftar Urut
Kepangkatan) pegawai negeri sipil Daerah berdasarkan
data masukan dari tiap-tiap instansi ;

menyelenggarakan pengarsipan data perorangan pegawai
Daerah agar mempermudah pencarian apabila diperlukan
menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer (PTT) di
lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan instansi
masing-masing;

mengontrol pembuatan data statistik Pegawai Negeri Sipil
Daerah dan Pegawain Honorer (PTT) tetap untuk
mengetahui perkembangan pegawai dari tahun ke tahun;
membuat konsep rencana pengembangan sistem dan
dokumentasi file kepegawaian berdasarkan penelaahan
sitem yang telah dilaksanakan untuk menentukan

perubahan, pedoman dan cara yang lebih tepat dan cepat;
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mengontrol  pengelolaan  SIMPEG  Daerah  untuk
meningkatkan mutu data dan informasi kepegawaian yang
handal, cepat, tepat waktu dan akurat dalam mendukung
proses pengambilan keputusan, perencanaan, pembinaan
dan pengendalian serta pengawasan dibidang
kepegawaian;

menyelia pelaksanaan tugas pengumpulan data pegawai ,
pendokomentasian pegawai dan pemeliharaan tata naskah
untuk diolah secara manual dan elektronik agar sesuai

dengan rencana;

. menyelenggarakan pengelolaan Konversi NIP dalam rangka

ke akuratan data Pegawai Negeri Sipil;

menyelenggarakan pemutahiran data Pegawai Negeri Sipil
Daerah dan Pegawai Honorer (PTT) secara berkala;
menyelenggarakan penyusunan daftar nominatif Pegawai
Negeri Sipil Daerah;

mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan
kepegawaian; g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan
Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan Aparatur
berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapaian program dan permasalahan yang
dihadapi, serta pemecahan masalah;

melaporkan kegiatan Sub Bidang Pemindahan dan
Penempatan Aparatur berdasarkan hasil pelaksanaan tugas
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai

dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis
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sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil
kebijakan lebih lanjut;
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

dan petunjuk atasan.

c¢) Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Aparatur

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok

dan fungsi Bidang Mutasi Aparatur di bidang dokumentasi dan

pengolahan data aparatur.

Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data

Aparatur mempunyai rincian tugas:

a.

menyusun rencana kerja Sub Bidang Dokumentasi dan
Pengolahan Data Aparatur berdasarkan Renstra, data dan
informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas;

mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang
baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Dokumentasi
dan Pengolahan Data Aparatur dapat selesai dengan baik
dan tepat waktu;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan
agar pekerjaan Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan
Data Aparatur dapat dilaksanakan dengan baik dan benar
sesusu peraturan yang berlaku;

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Dokumentasi
dan Pengolahan Data Aparatur melalui informasi dan
sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan kerja;

merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub

Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Aparatur
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dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam
melaksanakan pekerjaan;

membimbing penyiapan bahan administrasi usulan
pemindahan PNS antar unit kerja, dalam dan antar Daerah,
alih status, penempatan kembali setelah tugas belajar untuk
diproses sebagai bahan pertimbangan atasan;

menyiapkan dan menyusun konsep rencana mutasi jabatan
strukutral berdasarkan klasifikasi jabatan;

membimbing penyiapan bahan administrasi persiapan
pelantikan dan serah terima jabatan;

membimbing penyiapan bahan administrasi dalam rangka
usulan konsultasi pengangkatan jabatan struktural eselon ll;
mengatur dan melaksanakan seleksi terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi (JPT) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

membimbing penyiapan bahan administrasi Pegawai
Negeri Sipil titipan;

membimbing penyiapan bahan administrasi penunjukan
pelaksana tugas atau pelaksana harian (PIt/Plh) pejabat
struktural atau pejabat yang ditunjuk;

. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan
kepegawaian;

mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang
Dokumentasi dan Pengolahan Data Aparatur berdasarkan
rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi,

serta pemecahan masalah;
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o. melaporkan kegiatan Sub Bidang Dokumentasi dan
Pengolahan Data Aparatur berdasarkan hasil pelaksanaan
tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; p. memberi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang
perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara
lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan
dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

dan petunjuk atasan.

4. Bidang Pengembangan Aparatur yang dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok

dan fungsi Badan di bidang pengembangan aparatur yang meliputi

pengembangan karier, peningkatan kualitas dan diklat teknis fungsional

aparatur, mempunyai rincian tugas:

a.

mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang
Pengembangan Aparatur berdasarkan Renstra, data dan informasi
yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Bidang Pengembangan Aparatur dapat selesai
dengan baik dan tepat waktu;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar
pekerjaan Bidang Pengembangan Aparatur dapat dilaksanakan
dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas Bidang Pengembangan Aparatur melalui
informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan kerja;
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e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan yang
meliputi pengembangan karir pegawai dan peningkatan kualitas
pegawai;

f. melaksanakan rapat persiapan panitia pelaksanaan Diklat/Bimtek /
Kursus agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tugas
komposisi panitia masing-masing;

g. menetapkan tenaga pengajar dalam pelaksanaan Diklat dengan
menyesuaikan antara keahlian dan materi pelatihan;

h. mengoordinasikan inventarisasi Daftar nama-nama pegawai yang
akan mengikuti Diklat untuk mengetahui apakah nama-nama yang
diusulkan telah memenuhi persyaratan/ belum; i. memantau
kegiatan pendidikan, latihan, Kursus dan ujian dinas melalui rapat
staf di lingkup Bidang Pengembangan, laporan tertulis dari masing-
masing sub bidang dan peninjauan langsung pada saat kegiatan
untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi;

j-  mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan
sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan
Aparatur berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi,
serta pemecahan masalah;

.  melaporkan kegiatan Bidang Pengembangan Aparatur kepada
Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan

petunjuk atasan.
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a) Sub Bidang Pengembangan Karier Aparatur mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang

Pengembangan Aparatur di bidang pengembangan karier

aparatur.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier Aparatur mempunyai

rincian tugas:

a.

menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Karier
Aparatur berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada
serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang
baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Pengembangan
Karier Aparatur dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan
agar pekerjaan Sub Bidang Pengembangan Karier Aparatur
dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan
yang berlaku;

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya
yang  berhubungan  dengan tugas Sub  Bidang
Pengembangan Karier Aparatur melalui informasi dan
sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan kerja;

merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub
Bidang  Pengembangan  Karier = Aparatur  dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam

melaksanakan pekerjaan;
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menyelia pelaksanaan tugas penyiapan, pengolahan;
penganalisaan data penyusunan pola karier PNS agar sesuai
dengan rencana;

menganalisis dan memberikan alternatif pemecahan
masalah yang berkaitan dengan Pengembangan Karier
Aparatur sesusai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk bahan masukan kepada atasan;

membimbing penyiapan rencana pelaksanaan Ujian Dinas
dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah Pegawai
Negeri Sipil;

mengontrol penyusunan rencana kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil untuk tugas belajar yang dibutuhkan oleh
seluruh instasi berdasarkan Program Badan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

menyelenggarakan penyiapan bahan administrasi yang
berhubungan dengan tugas belajar dan izin belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan
untuk mendapatkan persetujuan;

menghimpun dan menginventarisir berkas permohonan ijin
belajar dan tugas belajar bagi PNS untuk dirapatkan dalam
Tim Pemberian Tugas Belajar dan ljin Belajar;
Menyelenggarakan penyiapan bahan administrasi dan
petunjuk teknis yang berhubungan dengan bantuan
keuangan / biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil

Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pegawai

Negeri Sipil Daerah yang berhubungan dengan Tugas
Belajar maupun Izin Belajar baik triwulan, semester dan

tahunan sebagai bahan laporan kepada atasan;
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mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan
kegiatan seleksi penerimaan Calon Praja IPDN (Institut
Pemerintahan Dalam Negeri) bagi lulusan SLTA sederajad
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan berlaku;
melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring Praja
IPDN;

mengoordinasikan penyiapan bahan administrasi terkait
biaya pendidikan Praja IPDN sesuai dengan ketentuan
berlaku;

mengkaji dan menganalisis kerjasama dengan lembaga
pendidikan / lembaga kedinasan dan lembaga lainnya
dalam rangka pengembangan karier aparatur;

menyusun dan menganalisa kebijakan berkaitan dengan
pengembangan karier aparatur;

membimbing penyiapan bahan administrasi surat edaran
tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
kepada seluruh instansi untuk mempedomani sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan berlaku;

mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan
kepegawaian; u. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan
Sub Bidang Pengembangan Karier Aparatur berdasarkan
rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi,
serta pemecahan masalah;

melaporkan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Karier
Aparatur berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas;
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w. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil
kebijakan lebih lanjut;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

dan petunjuk atasan.

b) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Aparatur mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang

Pengembangan Aparatur di bidang peningkatan kualitas

aparatur.

Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Aparatur mempunyai

rincian tugas:

a.

menyusun rencana kerja Sub Bidang Peningkatan Kualitas
Aparatur berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada
serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang
baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Peningkatan
Kualitas Aparatur dapat selesai dengan betik dan tepat
waktu;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan
agar pekerjaan Sub Bidang Peningkatan Kualitas Aparatur
dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan
yang berlaku;

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Peningkatan

Kualitas Aparatur melalui informasi dan sumber data yang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPP Kab. Berau

Tahun 2020

28



ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
kerja;

merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub
Bidang Peningkatan Kualitas Aparatur dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan
pekerjaan;

mengontrol pelaksanaan proses pengiriman peserta diklat
kepemimpinan dan prajabatan bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah vyang telah memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan berlaku;

membimbing penyiapan dan melaksanakan proses kegiatan
pemetaan dan pengukuran kompetensi jabatan bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;

menyusun rencana dan analisis kebutuhan peningkatan
kualitas PNS;

mengontrol pelaksanaan proses penyusunan pola karier
bagi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah;

mengontrol pelaksanaan proses penyusunan standar
kompetensi jabatan struktural;

menyusun rencana kerja sama / kemitraan dengan Badan
Diklat Prov maupun LAN dalam rangka seleksi Diklat
Kepemimpinan atau pelaksanaan Diklat Kepemimpinan;
mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan

kepegawaian;

. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang

Peningkatan Kualitas Aparatur berdasarkan rencana dan

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program
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dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan
masalah;

melaporkan kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kualitas
Aparatur berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;

memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil
kebijakan lebih lanjut;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

dan petunjuk atasan.

b) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional Aparatur mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi

Bidang Pengembangan Aparatur di bidang diklat teknis

fungsional aparatur.

Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional Aparatur

mempunyai rincian tugas:

a.

menyusun rencana kerja Sub Bidang Diklat Teknis
Fungsional Aparatur berdasarkan Renstra, data dan
informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas;

mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang
baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Diklat Teknis
Fungsional Aparatur dapat selesai dengan baik dan tepat
waktu;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan

agar pekerjaan Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional
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Aparatur dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai
peraturan yang berlaku;

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan peturyuk serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Diklat Teknis
Fungsional Aparatur melalui informasi dan sumber data
yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan kerja;

merumuskan kebyakan teknis pelaksanaan pekeijaan Sub
Bidang Diklat Teknis Fungsional Aparatur dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam
melaksanakan pekerjaan;

menyelenggarakan proses pelaksanaan diklat teknis
fungsional yang meliputi seleksi, penyiapan bahan
administrasi dan kelengkapan lainnya serta pemanggilan
peserta agar pelaksanaan diklat berjalan sesuai rencana dan
peraturan yang berlaku

menyusun rencana kerja sama / kemitraan dengan Badan
Diklat Prov maupun LAN dalam rangka seleksi Diklat
Teknis Fungsional atau pelaksanaan Diklat Teknis
Fungsional;

melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi peserta dan
pelaksanaan diklat teknis fungsional untuk mengetahui
permasalahan dalam pelaksanaan Diklat agar mendapatkan
alternatif pemecahannya dan sebagai bahan pertimbangan
penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional berikutnya;
mengontrol penyusunan bahan pelaksanaan diklat teknis
fungsional yang meliputi buku panduan, Alat Tulis Kantor

(ATK) dan penggandaan materi, formulir, serta pembuatan
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Surat Tanda Tamat Diklat Teknis Fungsional bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah;

melaksanakan fasilitasi bagi nara sumber / tenaga pengajar
dan / widya iswara terkait pelaksanaan Diklat Teknis
Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil;

mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan
kepegawaian;

mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Diklat
Teknis Fungsional Aparatur berdasarkan rencana dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program
dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan

masalah;

. melaporkan kegiatan Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional

Aparatur berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;

memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai
bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan
lebih lanjut;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

dan petunjuk atasan.

5. Bidang Pembinaan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan

fungsi Badan di bidang pembinaan aparatur yang meliputi kedudukan

hukum aparatur, kesejahteraan aparatur dan pensiun serta pembinaan

disiplin aparatur mempunyai rincian tugas:
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a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan
Aparatur berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta
peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan
tugas;

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Bidang Pembinaan Aparatur dapat selesai
dengan baik dan tepat waktu;

c¢. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar
pekerjaan Bidang Pembinaan Aparatur dapat dilaksanakan dengan
baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas Bidang Pembinaan Aparatur melalui
informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan kerja;

e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Aparatur
yang meliputi kedudukan hukum pegawai, kesejahteraan aparatur
dan pensiun, dan pembinaan disiplin aparatur;

f. mengoordinasikan pembuatan berita acara atas kegiatan
pembinaan aparatur sesuai dengan hasil Keputusan Tim dalam
formulir yang telah ditentukan dan menyampaikan kepada atasan
untuk mendapat persetujuan;

g. menelaah hasil penelitian atas pelanggaran disiplin pegawai, kasus -
kasus pidana, ijin perkawaianan dan perceraian dan menyampaikan
saran penyelesaiannya serta hukumannya, pemberian dan
penolakan ijin perkawainan dan perceraian sesuai dengan perturan
perundang-undangan yang berlaku ;

h. menilai dan menganalisis pelaksanaan peraturan
perundangundangan kepegawaian berdasarkan data dan peraturan

untuk mengetahui kesesuaian penerapannya;
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i. memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan disiplin aparatur,
kedudukan hukum pegawai dan kesejahteraan aparatur dan
pensiun melalui rapat staf dan laporan tertulis dari subbagian di
lingkup Bidang Pembinaan;

j-  mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan
sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan
Aparatur berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi,
serta pemecahan masalah;

. melaporkan kegiatan Bidang Pembinaan Aparatur kepada Kepala
Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.

a) Sub Bidang Kedudukan Hukum Aparatur mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang
Pembinaan Aparatur di bidang kedudukan hukum aparatur.
Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum Aparatur mempunyai
rincian tugas:

a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Kedudukan Hukum
Aparatur berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada
serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan

sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang
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baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Kedudukan
Hukum Aparatur dapat selesai dengan baik dan tepat
waktu;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan
agar pekerjaan Sub Bidang Kedudukan Hukum Aparatur
dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan
yang berlaku;

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Kedudukan
Hukum Aparatur melalui informasi dan sumber data yang
ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
kerja;

merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub
Bidang Kedudukan Hukum Aparatur dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan
pekerjaan;

menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berkaitan dengan kedudukan hukum pegawai dan
menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya; g. menyusun
kebijakan teknis pemberian izin perkawinan dan perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan
berlaku;

merumuskan penetapan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil Daerah yang akan mengikuti pemilihan Anggota
Legislatif DPRD, Pemilihan Kepala Daerah dan / menjadi
Anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan berlaku;
mengikuti perkembangan hukum khususnya kedudukan
hukum Aparatur baik dengan mengikuti seminar, lokarya,

Bimtek maupun melalui media massa;
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merumuskan penetapan pemberhentian sementara dari
jabatan negeri bagi PNS yang melakukan tindak pidana dan
pengaktifan kembali sesuai dengan kewenangan dan
ketentuan berlaku;

menyelenggarakan pemrosesan penetapan Keputusan
pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana,
penetapan Keputusan hukuman disiplin dan penetapan
Keputusan pemberian dan penolakan ijin perkawinan dan
perceraian bagi PNS berdasarkan hasil pertimbangan Tim;
merumuskan langkah hukum/kebijakan terkait keberatan

atau gugatan PNS dengan instansi berwenang;

. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan
kepegawaian; n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan
Sub Bidang Kedudukan Hukum Aparatur berdasarkan
rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi,
serta pemecahan masalah;

melaporkan kegiatan Sub Bidang Kedudukan Hukum
Aparatur berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;

memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil
kebijakan lebih lanjut;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

dan petunjuk atasan.
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b) Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur dan Pensiun mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi

Bidang Pembinaan Aparatur di bidang kesejahteraan aparatur

dan pensiun.

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur dan Pensiun

mempunyai rincian tugas:

a.

menyusun rencana kerja Sub Bidang Kesejahteraan
Aparatur dan Pensiun berdasarkan Renstra, data dan
informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas;

mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang
baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Kesejahteraan
Aparatur dan Pensiun dapat selesai dengan baik dan tepat
waktu;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan
agar pekerjaan Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur dan
Pensiun dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai
peraturan yang berlaku;

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Kesejahteraan
Aparatur dan Pensiun melalui informasi dan sumber data
yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan kerja;

merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub
Bidang Kesejahteraan Aparatur dan Pensiun dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam

melaksanakan pekerjaan;
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menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berkaitan dengan Kesejahteraan Aparatur dan Pensiun dan
menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya ;

mengontrol penyiapan bahan administrasi pemrosesan
penyelesaian Kartu Taspen, Karpeg, Karis / Karsu Pegawai
Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
mengatur pengolahan data Pegawai Negeri Sipil Daerah
calon penerima penghargaan tanda jasa kehormatan Satya
Lencana Karya Satya dengan masa kerja 10 tahun, 20 tahun
dan 30 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
mengatur pengolahan data Pegawai Negeri Sipil Daerah
yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), PNS Meninggal
Dunia (Janda / Duda), dan Pensiun Meninggal Dunia
(Janda / Duda) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan
yang berlaku;

membimbing penyiapan bahan administrasi pengusulan
berkas pensiun yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
dan Meninggal Dunia bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
membimbing penyiapan bahan administrasi pengusulan,
pemrosesan, dan menetapkan berkas pensiun Atas
Permintaan Sendiri (APS), Uzur / Sakit bagi Pegawai Negeri
Sipil Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan
yang berlaku;

membimbing penyiapan bahan administrasi pengusulan,
pemprosesan dan menetapkan Keputusan Kenaikan
Pangkat Anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
tewas karena kecelakaan kerja atau dalam rangka tugas

sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
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m. membimbing penyiapan bahan administrasi pemberian
Surat ljin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai
dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;

n. membimbing penyiapan bahan administrasi pemprosesan
Kenaikan Gaji Berkala sesuai kewenangan dan ketentuan
yang berlaku;

o. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan
kepegawaian;

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang
Kesejahteraan Aparatur dan Pensiun berdasarkan rencana
dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi, serta
pemecahan masalah;

g. melaporkan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur
dan Pensiun berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;

r. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil
kebijakan lebih lanjut;

s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
dan petunjuk atasan.

Sub Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang

Pembinaan Aparatur di bidang pembinaan disiplin aparatur.

Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur mempunyai

rincian tugas:
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menyusun rencana kerja Sub Bidang Pembinaan Disiplin
Aparatur berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada
serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang
baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Pembinaan
Disiplin Aparatur dapat selesai dengan baik dan tepat
waktu;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan
agar pekerjaan Sub Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur
dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan
yang berlaku;

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pembinaan
Disiplin Aparatur melalui informasi dan sumber data yang
ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
kerja;

merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub
Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur dengan berpedoman
pada peraturan perundahg-undangah yang berlaku agar
dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan
pekerjaan;

membimbing penyiapan bahan administrasi pelaksanaan
pengambilan Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil seuai
dengan kewenangan dan ketentuan berlaku;

membimbing penyiapan bahan administrasi monitoring
dan evaluasi terkait pelaksanaan pembinaan disiplin
aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah secara berkala dan

berkelanjutan;
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membimbing penyiapan bahan perumusan penetapan izin
bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pemilihan
Kepala Desa sesuai dengan ketentuan berlaku;

mengikuti perkembangan hukum khususnya Pembinaan
Disiplin Aparatur baik dengan mengikuti seminar, lokarya,
Bimtek maupun melalui media massa;

membimbing penyiapan bahan administrasi kerjasama
dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka
keterpaduan Pembinaan Disiplin Aparatur;
menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berkaitan dengan Pembinaan Disiplin Aparatur dan
menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya ;

mengontrol pengelolaan Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil

sesuai ketentuan yang berlaku;

. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembuatan Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kewenangan dan
ketentuan berlaku;

mengontrol  penyiapan  bahan  administrasi  dan
pemprosesan penanganan pelanggaran displin / indisipliner
Pegawai Negeri Sipil Daerah agar dapat ditindaklanjuti
sesuai ketentuan dan perundang undangan yang berlaku;
membimbing penyiapan bahan perumusan rapat tim
pertimbangan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin
bagi PNS;

mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan
kepegawaian;

mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang
Pembinaan Disiplin Aparatur berdasarkan rencana dan

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program
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dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan
masalah;

melaporkan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Disiplin
Aparatur berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;

memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil
kebijakan lebih lanjut;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

dan petunjuk atasan.

1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Struktur  Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Bupati

Berau Nomor 073 Tahun 2016, tentang rincian tugas pokok, fungsi dan

tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

terdiri dari :
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Bab | Pendahuluan

1.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan
ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai
dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan Suatu hal
yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk
meningkatkan efektifitas dan efesiensi organisasi dan merupakan program
aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan,
memelihara dan mendayagunakan untuk mendukung organisasi mencapai
tujuannya. Jumlah ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Berau berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 24 orang

dan perempuan 21 orang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

JUMLAH ASN BKPP BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Perempuan

47%

Laki-laki
53%
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Jumlah ASN BKPP berdasarkan Pangkat dan Golongan

18

18
16 14

14
12
10

Golongan | Golongan Il Golongan Il Golongan V

s TR S T i I =]
[t
[t

I Lakilaki mPerempuan

Dari data diatas tentang Jumlah ASN Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2020 Berdasarkan Golongan/Ruang,
golongan yang terbanyak adalah golongan 1ll sebanyak 32 orang
kemudian dikuti oleh golongan Il sebanyak 8 orang, golongan IV sebanyak
4 orang dan golongan | sebanyak 1 orang.

Jumlah ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Berau berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari SD sebanyak
1 Orang, SLTA sebanyak 10 orang, D-1l/D-lll sebanyak 3 orang, S-1 sebanyak
19 Orang, $-2 sebanyak 8 orang
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Bab | Pendahuluan

Jumlah ASN BKPP berdasarkan tingkat Pendidikan

= 5D
SLTA
- DIPLOMA 11/11l
- DIPLOMA IV
* STRATA 1
- STRATA 2

ASN yang menduduki jabatan struktural di Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau telah mengikuti Diklat
Kepemimpinan sesuai dengan eselonnya. Adapun jumlah ASN yang telah
mengikuti Diklat Kepemimpinan terdiri dari Diklatpim Tingkat Ill sebanyak
1 orang dan Diklatpim Tingkat IV sebanyak 8 orang.

Jumlah ASN BKPP yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan

DIKLATPIM IiI -

DIKLATPIM [V

0 05 1 5 2 25 3 35 4 45

W lakilaki W Perempuan
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Jumlah ASN yang menduduki eselon di Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2020 terdiri dari eselon
II.B sebanyak 1 orang, eselon Ill b sebanyak 3 orang dan eselon IV a

sebanyak 10 orang.

Jumlah ASN BKPP berdasarkan Eselon

J Eselon IV.A
Eselon IIL.B

A r Eselon IILA
A

Eselon II.B
Perempuan Laki-laki

o B2 N W U

M Eselon I1.B Eselon lILA  MEselon llLB M Eselon IV.A

1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Visi dan Misi Kabupaten Berau yang mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun
2016-2021 merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Isu
strategis yang dihadapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. lIsu Strategis dalam perumusan kebijakan kepegawaian daerah -
standar pelayanan kepegawaian
2. lsu Strategis dalam pemberian dukungan kepegawaian
3. lIsu Strategis Bidang Mutasi Pegawai :
a. Perencanaan mutasi umum pegawai yang teapat guna dan
konsisten dalam pelaksanaannya
b. Penyusunan perencanaan pengadaan pegawai yang berkualitas

dan komprehensif
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4. lsu Strategis Bidang Pengembangan Pegawai :

a. Kemampuan peran BKPP dalam penyusunan perencanaan dan
perumusan kebijakan pengembangan karier pegawai dan
peningkatan kualitas pegawai didukung oleh aparatur yang
handal dan sarana prasarana berdasarkan prinsip-prinsip good
governance

b. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi

c. Dapat menciptakan tenaga kepamongan yang profesional

d. Kemampuan mewujudkan penataan dan penempatan PNS dalam
jabatan

5. lsu Strategis Bidang Pembinaan :

a. Penguatan kerjasama lembaga

b. Pemantapan sosialisasi, diklat dan bimtek untuk meningkatkan
mutu PNS

¢. Mewujudkan kesejahteraan PNS

d. Meningkatkan disiplin PNS
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BB I
PERENCANAHN
RINERJT

2.1 Rencana Strategis
Renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategis
tentang masa depan organisasi untuk menempatkan dirinya (positioning)
pada masa yang akan datang. Renstra memberikan petunjuk tentang
mengerjakan sesuatu program/kegiatan yang benar (doing the right things).
Pada prinsipnya, terdapat beberapa langkah yang lazim dalam melakukan
perencanaan strategis yaitu, merumuskan visi dan misi organisasi,
melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal (environment
scanning) dengan melihat lingkungan strategis organisasi, merumuskan
tujuan dan sasaran (goal setting), dan merumuskan strategis untuk
mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dokumen Rencana Strategis ini
memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan dan
sasaran).
2.1.1 Visi dan Misi
Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Berau dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Berau.
Secara dimensional pernyataan visi berfokus kemasa depan berdasarkan
pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Adapun misi
Pembangunan Kabupaten Berau salah satunya yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Berau adalah Misi Keempat: Menciptakan tata
pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel. Misi
ini akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah
daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik

terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan
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menjadi perhatian dalam misi ini. Pemerintah didorong untuk
melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa,
transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan pelayanan publik
pemerintah harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai
landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari
paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup
mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan
era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan
nasional masa depan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan
bangsa Indonesia mendatang. Mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik merupakan tujuan dari misi keempat yaitu “Menciptakan tata
pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel”.

Memperhatikan Visi, misi dan strategi pembangunan Kabupaten
Berau maka Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Berau 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA APARATUR KABUPATEN BERAU YANG

PROFESIONAL BERKUALITAS, DISIPLIN DAN BERTANGGUNG
JAWAB”
Makna dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

“"Membentuk Apatur yang berkualitas, Profesional, Disiplin dan
Bertanggung Jawab” mempunyai makna bahwa Organisasi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau harus
mampu membentuk sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi,
integritas, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan,
lembaga dan pimpinan, bekerja sesuai dengan sistem dan aturan/
ketentuan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan penuh
kesungguhan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan efektif, efisien,

ekonomis dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, menjadi
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panutan di lingkungannya, berbudi pekerti luhur dan memiliki moral

yang baik.

Dalam mencapai visi organisasi, Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Berau merumuskan misi organisasi sebagai
tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi
dalam kurun waktu tertentu. Untuk mewujudkan hal tersebut Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau mempunyai
misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional melalui
perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pelayanan administrasi
perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur,
peningkatan penataan sistem pelayanan capaian kinerja dan
keuangan;

. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

. Peningkatan Disiplin Aparatur

. Peningkatan Pembinaan dan pengembangan Aparatur Daerah

ua A W N

. Peningkatan kualitas pengadaan, penempatan dan pengelolaan data
pegawai
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau maka dirumuskan kebijakan
strategi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumusan tujuan :

MewaujudRan fparatur Sipil Nggara yang profgsional

Mewaujudkan {paratur Sipil Nggara yang disiplin

MewujudRan sistem rekruitmen gang mampu menghasilkan CPNS yang

berkualitas
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Bab 11 Perencanaan Kinerja

Meningkatkan Rualitas pendistribusian peggawai
MewujudRan gxeellgnt sgrvicg bidang Repegawaian

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau maka dirumuskan kebijakan
strategis dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumusan sasaran :

Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional

(
J

Terwujudnya sistem rekruitmen yang ideal

~— —

2.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Arah Kebijakannya adalah :
1. Penyempurnaan sistem manajemen SDM dan pembinaan aparatur
dalam pengembangan sistem pembinaan pegawai
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan
daerah

3. Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja
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4. Pemerataan pendistribusian pegawai di daerah terpencil dan
pedalaman

5. Pengembangan institusi dan peningkatan komitmen pimpinan
birokrasi dalam mendukung peningkatan kualitas pegawai.

6. Pengembangan sarana dan prasarana kediklatan yang representatif
sesuai dengan standar dan kebutuhan kediklatan, baik gedung,
kantor, kelas, asrama dan peralatan penunjang pembelajaran lainnya

7. Peningkatan aparatur kediklatan baik  kuantitas, maupun
peningkatan kualitas dengan memiliki kompetensi dan sertifikasi ahli
dalam pengelolaan kediklatan

8. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur serta pendidikan kedinasan

9. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang
secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif.
Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun
Strategi Kabupaten Berau yang berkaitan dengan Kepegawaian adalah
Peningkatan pengembangan Aparatur Daerah dan Efesiensi Organisasi
Perangkat Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis.

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Berau
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-
2021, khususnya dibidang kepegawaian telah disusun strategi BKPP
dalam pembangunan kepegawaian jangka menengah 2016-2021 yang
dirumuskan dalam 7 (tujuh) strategi sebagai berikut:

1. Strategi Peningkatan Kinerja dan Kualitas Sumberdaya Aparatur
Diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
implementasi manajemen kepegawaian yang berorientasi pada
peningkatan kinerja dan kualitas sumberdaya aparatur Pemerintah
Kabupaten Berau secara efektif dan efisien.

2. Strategi Pemantapan Kelembagaan dan ketatausahaan diarahkan pada
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e.

f.

. Pemantapan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dikaitkan dengan
kewenangan dan rincian kegiatannya;
Peningkatan efektifitas pembinaan dan pengembangan pegawai;

Peningkatan kualitas pelayanan internal dan eksternal;

. Peningkatan sistem jaringan informasi kepegawaian dan kediklatan;

Pengembangan sistem manajemen internal BKPP;

Penataan sistem prosedur ketatausahaan.

3. Strategi pengembangan sistem dan manajemen kepegawaian

diarahkan pada:

a.

Pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai serta

formasi jabatan;

. Pemantapan sistem dan manajemen kepegawaian dengan

mengembangkan Simpeg;

c. Memantapkan mekanisme kerja di bidang kepegawaian;

e.

. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

dalam bidang kepegawaian dan diklat dan pengembangan Sumber
Daya Manusia (Biro Kepegawaian Propinsi Kalimantan Timur,
Badan Diklat Propinsi Kalimantan Timur, BKN, Kementrian PAN
dan LAN RI serta Perguruan Tinggi);

Peningkatan kualitas pengelolaan ketatausahaan.

4. Strategi pengembangan sistem dan manajemen diklat diarahkan pada:

a.

b.

Pemantapan analisis kebutuhan diklat;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat;

c. Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan diklat;

. Peningkatan dan pengembangan jaringan kemitraan kerja

kediklatan baik pada skala lokal, regional, nasional maupun
internasional;

Penelitian dan pengembangan kurikulum diklat;
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f. Pengadaan dan peningkatan kualitas tenaga fasilitator/pelatih/
widyaiswara.

5. Strategi pengembangan sarana dan prasarana diarahkan pada:

a. Melengkapi sarana dan prasarana kepegawaian serta kediklatan
yang representatif;

b. Pemanfaatan teknologi untuk penyelenggaraan administrasi/
manajemen kepegawaian dan diklat.

6. Strategi pendayagunaan dan pengembangan Sumberdaya Organisasi
diarahkan pada:

a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai BKPP;

b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi sumberdaya organisasi.

7. Strategi Pendayagunaan pembiayaan diarahkan pada:

a. Peningkatan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan
penyelenggaraan  administrasi/manajemen  kepegawaian dan
pemanfaatannya secara efektif dan efisien, transparan dan
akuntabel;

b. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan sumber-
sumber pembiayaan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Arah Kebijakan adalah Pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari
waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan
merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan
pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau didasarkan pada Visi
Nasional untuk membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan terpercaya.

Proses Perencanaan Strategis adalah Program yang merupakan
kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama

dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasara yang ditetapkan.
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Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Tahun

2016-2021, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Berau melaksanakan 6 Program yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

oA W

Program Pegembangan dan Pembinaan Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga dan instansi pemerintah

wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program

dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan
RENSTRA Satuan Kerja perangkat Daerah.

Tugas: Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di

Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS)

Fungsi: 1.

N OB

Perumusan Kebijakan teknis di bidang kepegawaian,
Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
pegawai negeri sipil

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian,
Pendidikan dan pelatihan

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan

Pelaksanaan UPTB

Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah
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sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Tujuan : 1.

Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional

2. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disiplin

3. Mewujudkan system recruitment yang mampu menghasilkan

calon ASN yang berkualitas

4. Meningkatkan kualitas pendistribusian pegawai

Mewujudkan excellent sevice bidang kepegawaian

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
BKPP Kabupaten Berau

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Sumber Data | Penanggung
Utama Perhitungan Jawab
1 Terwujudnya Prosentase Jumlah Pejabat Rekapitulas | Bidang
Aparatur Sipil Negara | Pejabat structural yang i Pejabat Pengemban
(ASN) yang Struktural yang | mengikuti Diklat Struktural gan/ Diklat
Profesional mengikuti Kepemimpinan yang
Diklat tingkat Il, 1l dan IV mengikuti
Kepemimpina | dibandingkan dngan Ddiklat
n Tingkat I, 111 | Jumlah Pejabat Kepemimpi
dan IV Struktural eselon Il, Il | nan tingkat
dan IV di lingkungan | ILIll dan IV
Pemkab Berau
Prosentase Jumlah Pejabat Rekapitulas | Bidang
Pejabat Struktural yang telah i pejabat Pengemban
structural yang | mengikuti uji structural gan
telah kompetensi jabatan yang
mengikuti Uji eselon dibandingkan mengikuti
Kompetensi dengan jumlah uji
Jabatan Eselon | pejabatat structural kompetensi
yang ada jabatan
eselon
Prosentase Jumlah Pegawai yang | Rekapitulas | Bidang
Pegawai yang | mengikuti tugas i pegawai Pengemban
mengikuti belajar dan ikatan tugas gan
tugas belajar dinas dibanding belajar dan
dan ikatan dengan jumlah jumlah
dinas seluruh pegawai yang | pegawai
ada Kabupaten
Berau
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Prosentase Jumlah Pegawai yang | Hasil Bidang

ASN yang didistribusikan rekapitulasi | Pengadaan
didistribusikan | disbanding kebutuhan | mutasi dan Mutasi
dalam rangka pegawai antar SKPD | Pegawai
penataan

pegawai sesuai
hasil pemetaan

pegawai
2 Menurunnya kasus Prosentase Jumlah pelanggaran Rekapitulas | Bidang

Pelanggaran Disiplin Penurunan disiplin ASN pada i jumlah Pembinaan
dan Pidana penetapan tahun berjalan pelanggara

keputusan disbanding dengan n disiplin

pelaggaran pelanggaran tahun

disiplin lalu

pegawai

Prosentase Jumlah pelanggaran Rekapitulas | Bidang

penurunan ASN terkait dengan i jumlah Pembinaan

penetapan pidana pada tahun pelanggara

keputusan berjalan n pidana

pelanggaran dibandingkan dengan | pegawai

kepegawaian pelanggaran tahun

terkait pidana | lalu

3 Mewujudkan Prosentase Jumlah data pegawai | Rekapitulas | Bidang
Excellent service data yang dimutakhir i Data Pengadaan
bidang kepegawaian | kepegawaian dalam Simpeg dan kepegawai | dan mutasi
oleh BKPP Kabupaten | yang SAPK dibandingkan an yang pegawai
Berau termutakhir dengan jumlah ada dalam

dalam Simpeg | pegawai keseluruhan | SAPK
dan SAPK yang ada di

lingkungan Pemkab

Berau

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran program
yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh satuan
organisasi atau unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan
rencana kinerja tahunan dilakukan seiring dengan agenda penusunan
program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi atau unit
kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan rencana kinerja
tahunan meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan
utama, indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama dan target
yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan

penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan menetapkan target.
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Sasaran yang dimaksud dalam pada rencana kinerja tahunan ini adalah

sasaran yang dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi

dipilih selanjutnya ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada

tahun yang bersangkutan besrta indikator kinerja sasaran dan rencana

tingkat capaiannya (targetnya).

Sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja

Tahunan (RKT). Apabila sasaran indikator sasaran pada Renstra tidak dapat

dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka dapat dipilih sasaran

yag tertulis pada Renstra sesuai dengan skala prioritas dan indicator kinerja

utamanya.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

Tahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan | Target
1 Terwujudnya Jumlah Pejabat Eselon I, Il dan IV di Orang 150
Aparatur Sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang
Negara yang mengikuti Diklat
Profesional
Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan Prajabatan | Orang 200
Golongan Il dan 1l / Pelatihan Dasar (Latsar)
CPNS Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi
Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka Orang 5
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas | Orang 10
Belajar dan lkatan Dinas bagi PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau
Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan | Orang 30
ujian penyesuaian ojazah bagi ASN di lingkungan
Pemkab Berau
2 Meningkatnya | Jumlah PNS vyang ditempatkan berdasarkan Orang 700
kualitas kompetensinya
pendistribusian
Aparatur Sipil
Negara
3 Mewujudkan Jumlah  Kasus pelanggaran Disiplin  PNS Kasus 20
Aparatur Sipil Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Negara yang
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disiplin
Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang Kasus 20
diproses berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan
Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Tunjangan PNS 5082
Kinerja di Lingkungan Pemkab Berau
Terwujudnya Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang Orang 200
sistem berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi
rekruitmen yang | (Seleksi Penerimaan CPNS)
ideal
Jumlah Pegawai PPPK sesuai dengan kebutuha Orang 200
OPD
Terwujudnya Jumlah PNS vyang Mengusulkan Kenaikan Orang 800
Exellent Service | Pangkat
bidang
kepegawaian Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Orang 100
Satya Lencana Satya bagi PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau
Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan Orang 120
klaim Tepat Waktu (Pengurusan SK Pensiun dan
Klaim Tepat Waktu)
Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu, Orang 100
Taspen
Jumlah usulan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. | Surat Izin 10
45 Tahun 1990 tentang lzin Perkawinan bagi
PNS Kab. Berau
Meningkatnya | Jumlah data PNS yang termutakhir dalam Orang 6000
keakuratan dan | SIMPEG
kemutahiran
database Jumlah Data Entry sistem Tata Naskah Orang 5400
kepegawaian
Meningkatnya | Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan Dokum 20
kualitas kinerja | yang tersusun en
perencanaan ,
pelaksanaan dan | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kinerja SKPD Kegiata 1
pelaporan n
penyelenggaraan | Jumlah Kegiatan yang dipantau dan dievaluasi Dokum 1
program dan en
kegiatan BKPP
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2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah
atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada
kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk
kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK)
BKPP Kabupaten Berau

No Sasaran Indikator Kinerja Target | Satuan
1 Terwujudnya Jumlah Pejabat Eselon I, Il dan IV di 40 Orang
Aparatur Sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang

Negara yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat ILIII
Profesional dan IV Tahun 2020

Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka 5 Orang
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan Prajabatan 200 Orang
Golongan Il dan 11l / Pelatihan Dasar (Latsar)
CPNS

Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas 10 Orang
Belajar dan lkatan Dinas bagi PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau

Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Penyesuaian 30 Orang
ljazah bagi ASN di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau

2 Meningkatnya | Jumlah PNS vyang ditempatkan berdasarkan 700 Orang

kualitas kompetensinya
pendistribusian
Aparatur Sipil
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Negara
Mewujudkan Jumlah  Kasus pelanggaran Disiplin  PNS 20 Kasus
Aparatur Sipil Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Negara yang
disiplin
Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang 20 Kasus
diproses berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan
Terlaksananya Sosialisasi Tunjangan Kinerja di 5082 Orang
Lingkungan Pemkab Berau
Terwujudnya Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang 160 Formasi
sistem berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi CPNS
rekruitmen yang | (Seleksi Penerimaan CPNS)
ideal
Jumlah PPPK sesuai dengan kebutuhan OPD 300 Formasi
PPPK
Terwujudnya Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan 120 Orang
Exellent Service | klaim Tepat Waktu (Pengurusan SK Pensiun dan
bidang Klaim Tepat Waktu)
kepegawaian
Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu, 100 Orang
Taspen
Jumlah penyelesaian lzin perkawinan dan 10 Surat lzin
perceraian bagi PNS
Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan 100 Orang
Satya Lencana Satya bagi PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau
Jumlah  PNS vyang Mengusulkan Kenaikan 800 Orang
Pangkat
Meningkatnya | Jumlah data PNS yang termutakhir dalam SAPK 6000 Orang
keakuratan dan
kemutahiran Jumlah Data Entry Sistem Tata Naskah 5400 Orang
database
kepegawaian
Meningkatnya | Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan 20 Dokum
kualitas kinerja | yang tersusun en
perencanaan ,
pelaksanaan dan
pelaporan Jumlah Kegiatan Yang dipantau dan dievaluasi 4 Progra
penyelenggaraan m
program dan
kegiatan BKPP
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Jumlah Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Berau Tahun 2020 sebesar Rp 5.257.934.573,- yang terdiri

dari :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur

5. Program Pembinaan dan pengembangan
Aparatur
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Rp
Rp

1.305.835.458.-
54.300.000,-

20.772.200,-
1.675.739.368,-

2.201.287.547,-
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3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau disusun sebagai wujud
pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis

Laporan Akuntabiltas menyajikan informasi kinerja berupa hasil
pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan target setiap
indikator kinerja sasaran dengan realisasi kegiatan, capaian kinerja setiap
sasaran yang ditetapkan, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk
menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan
serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun2015 tentang Pedoman Evaluasi dan
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat
Kabupaten Berau telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun
2019. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen
kinerja meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan

Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
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Terhadap evaluasi yang telah disampaikan, Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau melakukan beberapa perbaikan
diantaranya dengan menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun
2020 untuk Staf dan melampirkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
pemerintah pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Berau tahun 2019, dengan dukungan semua pihak yang ada, kedepan Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau berupaya
melakukan perbaikan-perbaikan yang telah direkomendasikan oleh

Inspektorat Kabupaten Berau.

3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu program, kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu
organisasi. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat
dalam laporan kinerja (performance accountability report), serta menyajikan
penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu dalam pencapaian sasaran yang dimulai dari
perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas
kepada pemberi mandat (wewenang).

Pengukuran Kinerja merupakan Inti dari Laporan kinerja yang
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan
dan pelatihan Kabupaten Berau. Pengukuran tersebut merupakan suatu
penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja
kegiatan berupa, /nput, Output dan Outcome. Pengukuran tersebut

dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja dari Internal Badan
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Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.
» Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini
dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna
memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja
yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indikator kinerja sasaran
dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan,
visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan
antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata
lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan
dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan. Pengukuran
dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk
menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator
kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan antara lain Rencana
Kinerja Tahunan yang ditetapkan dengan jelas, Perjanjian Kinerja (PK) serta
Indikator Kinerja Utama (IKU).

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dalam
melaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran didasarkan sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam DPA Tahun 2020, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun
2020 serta mendasarkan pula pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

» Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan

realisasi sebagai berikut:
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1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,

digunakan rumus:

S o Realisasi
Capaian indikator kinerja = ———— x 100%
Rencana

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya
kinerja, digunakan rumus:

Rencana-(Realisasi-Rencana )

Capaian Indikator Kineja = x 100 %

Rencana

Atau:

(2 x Rencana) — realisasi

Capaian Indikator Kinerja = x 100%

Rencana

» Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
Hasil pengukuran capaian kinerja dalam menentukan hasil evaluasi kinerja
untuk setiap indikator kinerja sasaran dengan menggunakan metode

pengukuran dengan skala ordinal yaitu :
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Tabel 3.1 : Skala pengukuran

Skala Ordinal Predikat/Kategori
> 85 Sangat Berhasil

70 < X <85 Berhasil

55<X <70 Cukup Berhasil
<55 Tidak Berhaisil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian
sasaran tersebut dijelaskan berikut ini: Penyimpulan pada tingkat sasaran
dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori
(sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada
disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari
setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok

sasaran tersebut.

Capaian Sasaran
Jumlah Indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil : 92,5
Berhasil : 77,5
Cukup Berhasil : 62,5
Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala
pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup

berhasil, dan tidak berhasil.
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3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan
analisis pencapaian kinerja yang meliputi uraian keterkaitan program dan
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana
yang ditetapkan dalam Rencana strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Pelaporan dan
pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan sebagai bahan informasi sebab-
sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.
3.3.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Pengukuran kinerja merupakan instrumen di dalam manajemen
pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan
memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus
akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dengan informasi
pencapaian indikator kinerja, pemerintah daerah diharapkan dapat
mengetahui prestasinya secara obyektif dalam periode tertentu. Kegiatan
dan program pemerintah daerah seharusnya dapat diukur dan dievaluasi.
Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja
adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan
dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan
melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya
dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.
Pengukuran kinerja adalah proses mencatat, mengukur pencapaian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui
hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses
pelayanan publik. Dalam mengukur kinerja, diperlukan indikator kinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja dan
pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup mengambarkan

posisi kinerja instansi pemerintah.
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Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2020 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dan realisasi. Adapun hasil pengukuran

capaian kinerja BKPP Kabupaten Berau Tahun 2020 sebagai berikut :
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Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja BKPP
Kabupaten Berau Tahun 2020

Realisasi
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | TW1 | TW2 | TW3 | TW 4
1 Terwujudnya Jumlah Pejabat Eselon IlI, Ill dan IV di lingkungan 40 9 0] 11 0]
Aparatur Sipil Pemerintah Kabupaten Berau yang mengikuti Diklat
Negara yang Kepemimpinan Tingkat L1l dan IV Tahun 2020
Profesional Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan 5 0] 0] 9 0]
Pimpinan Tinggi Pratama
Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan Prajabatan 200 39 0] 0] 0]
Golongan Il dan Il / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS
Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas Belajar dan 10 1 5 4 0]
Ikatan Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau
Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian 30 0] 0] 48 0]
penyesuaian ojazah bagi ASN di lingkungan Pemkab
Berau
2 Meningkatnya |Jumlah PNS vyang ditempatkan  berdasarkan 700 0 255 133 3
kualitas kompetensinya
pendistribusian
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Aparatur Sipil

Negara
Mewujudkan Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS Berdasarkan 20 0] 2 3 2
Aparatur Sipil Peraturan Perundang-undangan
Negara yang Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang diproses 20 0 0 12 0
disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Tunjangan Kinerja di 5082 0 0 0 87
Lingkungan Pemkab Berau
Terwujudnya Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas 200 157 0 0 0]
sistem rekruitmen | sesuai dengan kebutuhan organisasi (Seleksi Penerimaan
yang ideal CPNS)
Jumlah Pegawai PPPK sesuai dengan kebutuha OPD 300 0 0 0 16
Terwujudnya Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim Tepat 120 35 17 36 63
Exellent Service | Waktu (Pengurusan SK Pensiun dan Klaim Tepat Waktu)
bidang Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu, 100 2 26 101 90
kepegawaian Taspen
Jumlah penyelesaian lzin perkawinan dan perceraian 10 4 6 7 0]
bagi PNS
Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya 100 0] 0] 198 23
Lencana Satya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau
Jumlah PNS yang Mengusulkan Kenaikan Pangkat 800 400 50 350 0
. Jumlah data PNS yang termutakhir dalam SAPK 6000 1752 | 436 | 1432 | 1404
Meningkatnya
keakuratan dan
kemutahiran 7y lah Data Entry sistem Tata Naskah 5400 | 1545 | 300 | 1245 | 910
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database
kepegawaian

7 Meningkatnya
kualitas kinerja
perencanaan ,

pelaksanaan dan

pelaporan
penyelenggaraan
program dan
kegiatan BKPP

Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan yang 20 15
tersusun
Jumlah Kegiatan yang dipantau dan dievaluasi 4 1
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No Program Anggaran Realisasi Keterangan
(Rp) TW 1 TW 2 TW 3 ™™ 4

1 Program Pelayanan 1.416.495.800,- 287.307.956,- 549.688.980,- 793.386.239,- | 1.305.125.458,-
Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan 60.000.000,- - - - 54.300.000.-
sarana dan Prasarana
Aparatur

3 | Program Peningkatan 22.370.000,- - 4.670.000.- 12.062.200,- |  20.772.200,-
Pengembangan Sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan

4 | Program Peningkatan 1.816.802.500,- 925.659.068,- | 1.065.035.868,- | 1.416.108.868,- | 1.675.739.368.-
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur

5 | Program Pembinaan dan 2.318.582.390,- | 735.929.968,- | 603.606.897.- | 1.196.293.831,- | 2.201.287.547,-

pengembangan Aparatur
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Bab 11l Akuntabilitas Kinerja
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Tabel 3.3

Hasil Pengukuran Kinerja BKPP
Kabupaten Berau Tahun 2020

Keluaran
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Ca(pozl)an
Terwujudnya | Jumlah Pejabat Eselon I, Ill dan 40 20 50
Aparatur Sipil | IV di lingkungan Pemerintah
Negara yang Kabupaten Berau yang
Profesional mengikuti Diklat
Kepemimpinan Tingkat ILIII
dan IV Tahun 2020
Jumlah PNS yang mengikuti 5 9 180
Seleksi Terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama
Jumlah CPNS Yang mengikuti 200 39 19,5
Latihan Prajabatan Golongan I
dan 11l / Pelatihan Dasar
(Latsar) CPNS
Jumlah PNS yang mendapatkan 10 10 100
Biaya Tugas Belajar dan lkatan
Dinas bagi PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau
Jumlah ASN yang mengikuti 30 48 160
ujian dinas dan ujian
penyesuaian ijazah bagi ASN di
lingkungan Pemkab Berau
Meningkatnya | Jumlah PNS yang ditempatkan 700 391 55,86
kualitas berdasarkan kompetensinya
pendistribusian
Aparatur Sipil
Negara
Mewujudkan | Jumlah Kasus pelanggaran 20 7 35
Aparatur Sipil | Disiplin PNS Berdasarkan
Negara yang Peraturan Perundang-undangan
disiplin Jumlah Kasus Pelanggaran 20 12 60
Hukum PNS yang diproses
berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya kegiatan 5082 87 1,71
Sosialisasi Tunjangan Kinerja di
Lingkungan Pemkab Berau
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Terwujudnya Jumlah Calon Aparatur Sipil 160 157 78,5
sistem Negara yang berkualitas sesuai
rekruitmen yang | dengan kebutuhan organisasi
ideal (Seleksi Penerimaan CPNS)
Jumlah Pegawai PPPK sesuai 300 16 5,33
dengan kebutuha OPD
Terwujudnya Jumlah PNS yang menerima SK 120 151 125,83
Exellent Service Pensiun dan klaim Tepat
bidang Waktu (Pengurusan SK Pensiun
kepegawaian dan Klaim Tepat Waktu)
Jumlah PNS yang menerima 100 219 219
Karpeg, Karis/Karsu, Taspen
Jumlah penyelesaian lzin 10 17 170
perkawinan dan perceraian
bagi PNS
Jumlah piagam penghargaan 100 221 221
Tanda Kehormatan Satya
Lencana Satya bagi PNS di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau
Jumlah PNS yang Mengusulkan 800 800 100
Kenaikan Pangkat
Meningkatnya Jumlah data PNS yang 6000 5024 83,73
keakuratan dan | termutakhir dalam SAPK
kemutahiran Jumlah Data Entry sistem Tata 5400 4000 74,07
database Naskah
kepegawaian
Meningkatnya Jumlah Dokumen perencanaan 20 26 130
kualitas kinerja dan Pelaporan yang tersusun
perencanaan ,
pelaksanaan dan
pelaporan Jumlah Kegiatan yang dipantau 4 4 100
penyelenggaraan | dan dievaluasi
program dan
kegiatan BKPP

Pada Tahun 2020 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Berau melaksanakan 7 (tujuh) sasaran, 5 (lima) program dan 36
(tiga puluh enam) kegiatan, sebagai wujud akuntabilitas BKPP Kabupaten
Berau dalam melaksanakan mandat sebagaimana yang tercantum dalam
dokumen Perjanjian Kinerja antara BKPP Kabupaten Berau dengan Bupati
Berau, sebagai berikut :

»  Sasaran | : Terwujudnya ASN yang profesional yang terdiri dari 5 (lima)

kegiatan yaitu :
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1. Jumlah Pejabat Eselon 1I, Ill dan IV di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat I,
I1l dan IV Tahun 2020
2. Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama
3. Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan Prajabatan Golongan Il dan Il
/ Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS
4. Jumlah ASN yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di
lingkungan Pemkab Berau
5. Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas Belajar dan lkatan
Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
»  Sasaran Il : Meningkatnya kualitas pendistribusian Aparatur Sipil Negara
yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
1. Jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensinya
»  Sasaran lll : Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disiplin yang
terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
1. Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang diproses berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan
2. Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan
3. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Tunjangan Kinerja di Lingkungan
Pemkab Berau
»  Sasaran IV : Terwujudnya sistem rekrutmen yang ideal yang terdiri dari
2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas sesuai dengan
kebutuhan organisasi (Seleksi Penerimaan CPNS)
2. Jumlah Pegawai PPPK sesuai dengan kebutuhan OPD
»  Sasaran V : Terwujudnya excellent service bidang kepegawaian. Pada

sasaran V terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :
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1. Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim Tepat Waktu
(Pengurusan SK Pensiun dan Klaim tepat waktu)
2. Jumlah PNS vyang menerima Karpeg, Karis/Karsu , taspen
(pengurusan SK Pensiun dan kalim tepat waktu)
3. Jumlah penyelesaian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
4. Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana
Satya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
5. Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat
»  Sasaran VI : Meningkatnya keakuratan dan kemutakhiran database
kepegawaian terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Jumlah data PNS yang termutakhir dalam SAPK
2. Jumlah Data Entry Sistem Tata Naskah
»  Sasaran VIl : Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan BKPP terdiri
dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan yang tersusun

2. Jumlah Kegiatan yang dipantau dan dievaluasi

3.3.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun
ini dan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

+ Sasaran | : Terwujudnya ASN yang profesional

1. Indikator Kinerja Jumlah Pejabat Eselon Il, lll dan IV yang mengikuti
Diklat Kepemimpinan di lingkungan Pemkab Berau

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting

bagi keberhasilan pembangunan nasional, oleh karena itu

Pengembangan Sumber Daya Aparatur diarahkan agar benar-benar

memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, tanggung jawab

dan professional dengan melalui Pendidikan dan Pelatihan Struktural

bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
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Berkenaan dengan ini Pemerintah Kabupaten Berau melalui Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau
melaksanakan kegiatan pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan
Tingkat 1l, 1l & IV ke Kampus Puslatbang KDOD LAN Samarinda dan
BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

Secara umum kegiatan tersebut telah selesai dengan baik dan kami

anggap telah mencapai sasaran sesuai yang ditentukan serta tidak

mengalami permasalahan yang menghambat pelaksanaan program.

)

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawaia Negeri Sipil ( Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif
Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pad LAN
(Lembaran Negara Rl Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5858);
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4. Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman
penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita
Negara Rl 2019 Nomor 1090);

5. Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun2019 tentang Rinician
Anggaran Biaya PKA dan Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan PKN Tk. 1l;

6. Surat Edaran Kepala LAN Nomor 10/K.1/HKM.02.03/2020 tentang
Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi

Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 23 Maret 2020)

' EBALAL KOTA |

KAS| DAN INEORMATIKA
K(]Ti\ S ABAYA

< \KOMUNI

B. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan

a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian , ketrampilan dan
sikap agar dapat melaksanakan tugas dan jabatannya secara
profesioanal dengan dilandasi kepribadian dan etika
Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kebutuhan
instansi masing-masing.

b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai

pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
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c. Memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang
berorientasi pada  pelayanan, pengayoman dan
pemberdayaan masyarakat.

d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam
melaksanakan tugas pemerintah secara umum dan
pembangunan demi terwujudnya kepemimpinan yang baik

2. Sasaran
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menduduki jabatan

(promosi jabatan) atau yang telah menduduki Jabatan Eselon 11, 111

dan IV di lingkungan Pemkab. Berau.

MAKARTI BHA

ROFESIONMAL Qy
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C. PELAKSANAAN

Sebelum kegiatan pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan
Nasional Tk. Il (PKN), Pelatihan Kepeimpinan Administrator (PKA)
dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) ke Puslatbang
KDOD LAN Samarinda dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur di

Samarinda dilaksanakan persiapan dengan kegiatan sebagai berikut

1.  Konsultasi dan Koordinasi dengan Pihak Penyelenggara.

2. Penetapan calon peserta yang akan mengikuti PKN Tk. II, PKA,
PKP.

3. Pemanggilan/pemberitahuan kepada calon peserta PKN Tk. II,
PKA, PKP.

4. Persiapan Pemberangkatan peserta
Pelaksanaan PKA Angkatan | yang dilaksanakan mulai tanggal
2 Februari sampai dengan 4 Mei 2020 bertempat di Kampus
Puslatbang KDOD LAN JI. H.M.Ardhan (Ring Road Ill No. 36)

Samarinda Kalimantan Timur sebanyak 6 orang.
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6. Pelaksanaan PKA Angkatan | yang dilaksanakan mulai tanggal
4 Maret sampai dengan 5 Juni 2020 bertempat di BPSDM

Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3 orang.

A MANUE

PROVINSI KALIMANTAN TIMUI

7. Pelaksanaan PKN Tk. Il Angkatan Xll yang dilaksanakan mulai
tanggal 15 Juli sampai dengan 9 Nopember 2020 bertempat di
Kampus Puslatbang KDOD LAN JI. H.M.Ardhan (Ring Road Il
No. 36) Samarinda Kalimantan Timur sebanyak 3 orang.

8. Pelaksanaan PKP Angkatan Il yang dilaksanakan mulai tanggal
24 Agustus sampai dengan 4 Desember 2020 bertempat di
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Bab 11l Akuntabilitas Kinerja

Kampus Puslatbang KDOD LAN JI. H.M.Ardhan (Ring Road lll
No. 36) Samarinda Kalimantan Timur sebanyak 4 orang.

9. Pelaksanaan PKP Angkatan Ill yang dilaksanakan mulai tanggal
31 Agustus sampai dengan 11 Desember 2020 bertempat di
Kampus Puslatbang KDOD LAN JI. H.M.Ardhan (Ring Road Il

No. 36) Samarinda Kalimantan Timur sebanyak 4 orang.
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Pada Tahun 2020 pejabat eselon I, Ill dan IV yang belum
mengikuti Pelatihan kepemimpinan berjumlah 280 orang dengan

rincian sebagai berikut :

» Eselon Il : 4 Orang
» Eselon lll  :47 Orang
» Eselon IV : 229 Orang
Tabel 3.4
Indikator Kinerja
Jumlah Pejabat Eselon I, lll dan IV yang mengikuti Pelatihan
Kepemimpinan di lingkungan Pemkab Berau
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Kinerja Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 %
Tar | Real | Tar | Real | Tar | Real | Tar | Real | Tar | Real
get isasi get isasi get isasi get isasi get isasi
Jumlah Orang 90 80 26 26 40 26 21 21 40 20 50
Pejabat
Eselon Il, 11
dan IV di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Berau yang
mengikuti
Diklat
Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator jumlah pejabat
Eselon II, lll dan IV yang mengikuti Diklat Kepemimpinan belum

2.

mencapai target yang ingin dicapai, dimana target pada Tahun 2020
sebanyak 40 orang dan realisasi sebesar 20 orang dengan persentase
capaian kinerja sebesar 50 persen
Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014
Tentang ASN serta dalam rangka upaya untuk mendapatkan pejabat
ASN yang profesional, memiliki kompetensi tinggi, berkinerja baik,
berintegritas dan sesuai harapan serta

organisasi pemerintah

mendorong pengembangan karir dan memberikan kesempatan
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seluasnya bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang
memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan lebih tinggi

dipandang perlu untuk melakukan kegiatan seleksi terbuka.

A. DASAR PELAKSANAAN
1. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN;

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil;

3. Permen PAN&RB No. 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

4. Permen PAN&RB No. 38 Tahun 2017 Tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 Tentang Standar
Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi
Daerah;
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B. TUJUAN DAN SASARAN
1. TUJUAN
a. Memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi dan
integritas yang memadai untuk mengisi posisi/jabatan tertentu
sehingga dapat menjalankan tugas yang lebih efektif dan efisien;
b. Seleksi terbuka merupakan salah satu cara untuk memperkecil
potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena rekrutmen
jabatan dilakukan secara transparan, menggunakan indikator
tertentu dan dilakukan oleh pihak yang netral dan kompeten
dalam melakukan seleksi.
2. SASARAN
Sasaran dari seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama adalah
komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Berau untuk
pembenahan birokrasi yang antara lain dengan menempatkan
pejabat sesuai dengan latarbelakang pendidikan (kompetensi),
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maka perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam kerangka sistem
yang baku dengan pendekatan merit system.
C. PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Jabatan yag akan dilakukan rotasi adalah :
v Assisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Berau
v Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Berau
v' Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Berau
v" Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau
2. Kriteria profil yang diharapkan :
v" Memiliki kemampuan analitis;
Mampu berfikir konseptual dan strategis;
Memiliki kemampuan teknis adminsitratif;
Memiliki kemampuan pemecahan masalah;
Memahami tupoksi kelembagaan;
Mampu menggerakkan sumber daya;
Integritas;

Profesional;

DN N N N N U N N

Mampu berkoordinasi sesuai tugas

3. Metode seleksi dan bobot nilai dilakukan dengan penilaian
rekam jejak dan wawancara, penilaian rekam jejak dilakukan
dengan penelusuran rekam jejak jabatan melalui data pemetaan
jabatan antar JPTP dan pengalaman untuk melihat kesesuaian
dengan jabatan yang diisi dengan bobot penilaian 50%, adapun
penilaian kompetensi dengan wawancara bersifat klarifikasi atau

pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan,
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motivasi, perilaku dan karakter, penguasaan ilmu pengetahuan,
tekhnologi, keterampilan yang berhubungan dengan bidang
jabatan yang akan diisi dengan bobot penilaian 50%.

Proses dan tahapan diantaranya : permohonan rekomendasi ke
KASN, Rekomendasi KASN, Pengumuman dan pengumpulan
dan wawancara akhir. Untuk

seleksi admninstrasi

akhir

berkas,

wawancara belum dapat terlaksana, dikarenakan

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)serentak Tahun

2020.

Tabel 3.5
Indikator Kinerja
Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

Kinerja Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 %
Tar | Real | Tar | Real | Tar | Real | Tar | Real | Tar | Real
get | isasi | get | isasi | get | isasi | get | isasi | get | isasi

Jumlah PNS | Orang 0 0 20 19 20 69 20 20 5 9 180

yang

mengikuti

Seleksi

Terbuka

Jabatan

Pimpinan

Tinggi

Pratama

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator Jumlah PNS yang
mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melebihi
target yang ingin dicapai, dimana target pada Tahun 2020 sebanyak 5
orang dan realisasi sebesar 9 orang dengan persentase capaian kinerja

sebesar 180 persen.

3. Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan Prajabatan Golongan Il dan 11l /

Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS
Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting

bagi keberhasilan pembangunan nasional, oleh karena itu
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Pengembangan Sumber Daya Aparatur diarahkan agar mampu
memberikan pelayanan prima kepada publik, pengambilan kebijakan
serta implementasi kegiatan di berbagai instansi tidak dapat berjalan
baik.

Untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang baik dan unggul
dalam menghadapi hal tersebut diatas, Pemerintah dalam hal ini
Pemerintah Kabupaten Kabupaten Berau pada tahun 2019 telah
menerima CPNS dari Umum sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) orang.
Setelah di angkat menjadi CPNS maka para calon pegawai tersebut di
haruskan mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) untuk alih status menjadi
Pegawai Negri Sipil. Pada tahun 2019 yang telah dikirim sebanyak 54
orang, karena keterbatasan anggaran sisanya sebanyak 39 orang dikirim
pada tahun 2020.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor
193/X111/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

6. Surat Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur No.
977/11/BPSDM/2019 tanggal 24 Desember 2019 tentang
peyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPP Kab. Berau
Tahun 2020 90



7. Surat Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan No. 893/146-
PKMF/BPSDMD tanggal 3 Februari 2020 tentang Pemanggilan
peserta Pelatihan Dasar CPNS kategori Gol. Il da Gol. l1l.

B. TUJUAN DAN SASARAN
1. TUJUAN

a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian , ketrampilan dan
sikap agar dapat melaksanakan tugas dan jabatannya secara
profesioanal dengan dilandasi kepribadian dan etika
Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kebutuhan
instansi masing-masing.

b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai
pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang
berorientasi pada  pelayanan, pengayoman dan
pemberdayaan masyarakat.

d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam
melaksanakan tugas pemerintah secara umum dan
pembangunan demi terwujudnya kepemimpinan yang baik.

2. SASARAN
Dengan Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS Golongan Il
dan lll dari formasi umum dan khusus adalah terwujudnya PNS
yang mampu melaksanakan tugas secara profesional sebagai

pelayan masyarakat.

C. WAKTU PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan konsultasi dan
koordinasi dengan Pihak Penyelenggara dalam hal ini dengan
BPSDM Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dan BPSDM

Provinsi Kalimantan Selatan di Banjar Baru, kemudian menetapkan
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calon peserta yang akan mengikuti Latihan Dasar (Latsar),

pemanggilan/pemberitahuan kepada calon peserta Latihan Dasar

(Latsar) dan persiapan pemberangkatan peserta.

sebanyak 39 orang, terbagi dalam 2 (dua) lokasi yaitu : pengiriman
peserta di BPSDM Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda yang
dilaksanakan dari tanggal 3 Januari s/d 26 Februari 2020 sebanyak
38 orang dan pengiriman peserta di BPSDM Provinsi Kalimantan

Selatan di Banjar Baru yang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 17

Pengiriman peserta Pelatihan Dasar (Latsar) pada Tahun 2020

Februari 2020 sebanyak 1 orang.

Adapun peserta Latsar dari formasi umum yang diikuti oleh 38

orang CPNS terdiri dari :

>

YV V V VYV V

Dinas Kesehatan : 5 Orang
Dinas Pendidikan : 14 Orang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: 2 Orang
RSUD dr. Abdul Rivai : 14 Orang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi : 10Orang
Sekretariat Daerah : 2 Orang

Sedangkan peserta Latsar dari formasi khusus K2 terdapat 1

Orang dari Dinas Pendidikan.
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Tabel 3.6
Indikator Kinerja
Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan Prajabatan
Golongan Il dan Il / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS

Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

Kinerja Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 %
Tar | Real | Tar | Real | Tar | Real | Tar | Real | Tar | Real
get | isasi | get | isasi | get | isasi | get | isasi | get | isasi

Jumlah Orang 0 0 20 19 40 40 29 54 | 200 39 19,5

CPNS Yang

mengikuti

Latihan

Prajabatan

Golongan 1l

dan lll /

Pelatihan

Dasar

(Latsar)

CPNS

Dari tabel diatas yang dapat dilihat nilai indikator jumlah PNS
yang mengikuti Latihan Prajabatan Golongan Il dan Golongan Ill /
Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS belum memenuhi target yang ditetapkan,
pengiriman Latsar pada tahun 2020 merupakan formasi CPNS Tahun
2018 yang berjumlah 93 formasi, dimana pada tahun 2019 telah dikirim
sebanyak 54 orang CPNS dan sisanya yaitu 39 CPNS dikirim pada tahun

2020 hal ini disebabkan karena minimnya anggaran pada kegiatan.

4. Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas Belajar dan lkatan Dinas

bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Bahwa untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dipandang perlu memberikan
kesempatan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk
mengikuti Tugas Belajar dan lIzin Belajar bagi yang telah memenuhi
persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan ini Pemerintah Kabupaten Berau melalui Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau

melaksanakan kegiatan Pemberian Biaya Tugas Belajar dan lkatan Dinas
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Bab 11l Akuntabilitas Kinerja

kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu di dalam propinsi
Kalimantan Timur maupun keluar Propinsi Kalimantan Timur.
A. DASAR PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor 72) tentang penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Memori Penyelenggaraan dalam

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 390) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang
sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPP Kab. Berau
Tahun 2020 94



Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Program Studi;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang
Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah
PNS Pada kementerian Dalam Negeri (Mendagri) ;

6. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian
Tugas Belajar dan lzin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret
2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil;

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
(BKPP) Kabupaten Berau dengan nomor : 1.20.13.30.11.5.2
Kegiatan Biaya Tugas Belajar dan lkatan Dinas Bagi PNS di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2020.

B. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan
1. Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai
Aparatur sipil Negara (ASN) adalah untuk menyiapkan sumber
daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan
yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi perangkat
daerah berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis

kompetensi.
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2. Memberikan kesempatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
untuk meningkatkan mutu, kualitas dan profesionalisme
melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan.

3. Menciptakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan
dan kesatuan bangsa.

4. Menciptakan sikap dan semangat kepribadian yang
berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan
masyarakat.

5. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam
melaksanakan tugas pemerintah secara umum dan
pembangunan demi terwujudnya kepemimpinan yang baik.

Sasaran
Sasaran dari program pemberian Tugas Belajar dan lIzin Belajar

adalah tersedianya Aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki

kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan secara baik.
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C. PELAKSANAAN
Pemberian Tugas Belajar dan ljin Belajar dengan ketentuan
sebagai berikut :

1. Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan untuk
menuntut ilmu, mendapat didikan atau latihan keahlian di
dalam maupun di luar negeri, dengan biaya dari Pemerintah,
Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional atau Badan
Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

2. Pemberian tugas Belajar Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN) harus didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat
dan ditujukan untuk mempersiapkan tenaga kader dan mengisi
tenaga spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan untuk
melaksanakan tugas bidang substantif maupun fasilitatif pada

unit organisasi yang bersangkutan.

LT T

3. Tugas Belajar bukan merupakan hak yang melekat kepada

setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi adalah hak
bersyarat karena Tugas Belajar hanya diberikan kepada
pegawai yang terpilih baik dari segi akademis maupun

administratif.
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4. Usia maksimum 25 tahun dan memiliki pangkat/golongan
minimal Pengatur Muda (ll/a) untuk Program Diploma Ill dan
pangkat/golongan minimal Pengatur Muda Tk. | (ll/b) untuk
Program Strata | (S1), wusia 37 tahun dan memiliki
pangkat/golongan minimal Penata Muda (lll/a) untuk program
Strata Il (52) atau setara, dan usia 40 tahun dan memiliki
pangkat/golongan mionimal Penata Muda Tk. | (lll/b) untuk
program strata Il ($3).

5. Jangka waktu pelaksanaan untuk Tugas Belajar ditetapkan
sebagai berikut :

e Program Diploma | (Dl) paling lama 1 (satu) tahun

e Program Diploma Il (D Il) paling lama 2 (dua) tahun

e Program Diploma Il (D Ill) paling lama 3 (tiga) tahun

e Program Strata | (S1) atau Diploma IV (D IV) paling lama 4
(empat) tahun

e Program Strata 1l (S2) paling lama 2 (dua) tahun

e Program strata Ill (S3) paling lama 4 (empat) tahun

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah menyelesaikan masa
tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara dan pada unit
kerja/instansi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja
semula (kewajiban kerja) sesuai dengan ketentuan :

» Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja
yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n)
atau dalam rumus 2xn;

» Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang
harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar(n) atau

dalam rumus 2xn;
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Prosedur cara pengusulan untuk diterbitkan Surat Keputusan
Tugas Belajar maupun lzin Belajar bagi pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN) adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mengajukan permohonan
Tugas Belajar/Izin Belajar kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau sesuai dengan kuota yang
ditetapkan.

2. Pengajuan calon Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana di
maksud di atas dilakukan sebelum Pegawai ASN mendaftarkan
diri sebagai mahasiswa dan mengikuti seleksi pada perguruan
tinggi yang dituju.

3. Setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh tim
Seleksi penetapan Tugas Belajar atau lzin Belajar dan hasilnya
akan diberitahukan lebih lanjut kepada Bupati dan pemohon.

4. Sekretaris Daerah menandatangi Surat Keputusan Tugas Belajar
maupun lzin Belajar yang telah disetujui oleh Tim Seleksi
dengan didasari pada kebutuhan, manfaat pendidikan yang kan
ditempuh dalam mendukung tugas pokok pada satuan kerja
dan kesesuaian antara latar belakang pendidikan awal
pemohon dengan pendidikan yang kan ditempuh.

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diterbitkan SK
Tugas Belajarnya dan aktif sebagai mahasiswa Tugas Belajar wajib
membuat laporan kemajuan Tugas Belajar setiap semesternya yang
ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Berau cq. Kepala
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten

Berau.
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Daftar nama ASN yang sedang melaksanakan Tugas Belajar
dengan biaya APBD Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2020
adalah sebagai berikut :

» PROGRAM STRATA SATU ATAU DIPLOMA IV ( S1/D V)

1. Ardan Program Pendidikan Sarjana (S1) Jurusan Manajemen
Sumber Daya Perairan pada Universitas Mulawarman
(UNMUL) di Samarinda dengan nomor Surat Keputusan
Sekretaris  Daerah  Kabupaten = Berau = Nomor
890/007/TUBEL/BKPP-11/2018 tanggal 6 Agustus 2018.

2. Sri Rejeki P, A.Md.Kep Program Pendidikan Diploma IV (D
IV/ S1) Jurusan Illmu Keperawatan plus profesi Ners Pada
Universitas Muhammadiyah Kalimatan Timur (UMKT) di
Samarinda dengan nomor Surat Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Berau Nomor : 890/012/TUBEL/BKPP-11/2019
tanggal 20 Agustus 2019.

3. Umi Hanni, A.Md.Keb Program Pendidikan Diploma IV (D
IV/ $1) Jurusan Ilmu Kebidanan plus profesi Bidan Pada
Universitas Mega Rezky Makassar dengan nomor Surat
Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Nomor :
890/014/TUBEL/BKPP-11/2019 tanggal 20 Agustus 2019

> PROGRAM STRATA Il ATAU PASCA SARJANA( $2)

1. drg . Verastuti Indriasari Program Pendidikan Pasca Sarjana
(52) Jurusan Studi Ortodonsia pada Universitas Gadjah
Mada di Yogyakarta dengan nomor Surat Keputusan
Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Berau @ Nomor
890/02/TUBEL/BKPP-11/2019 tanggal 13 Juli 2020.

2. Achmad Ramali, 5.50s Program Pasca Sarjana (52) Jurusan
Magister Pembangunan Sosialmdan Kesejahteraan (ISIPOL)
pada Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta
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dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau

nomor 890/001/BKPP-11/2019 tanggal 12 Februari 2019

. Ns. Bambang Irawan, S. Kep Program Pasca Sarjana (52)

Jurusan Magister llmu Kesehatan Masyarakat pada
Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta dengan
Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau nomor

890/005/BKPP-11/2019 tanggal 2 Juli 2019

. Dr. Nevy Dwi H Program Pendidikan Dokter Spesialis

(PPDS/S2)  Jurusan llmu Gizi Klinik pada Universitas
Hasanuddin Makassar (UNHAS) dengan Surat Keputusan
Sekretaris Daerah Kabupaten Berau nomor 890/006/BKPP-
11/2019 tanggal 23 Juli 2019

. Dr. Ari Septiani Program Pendidikan Dokter Spesialis

(PPDS/S2)  Jurusan Studi Neurologi pada Universitas
Padjajaran (UNPAD) di Bandung Surat Keputusan Sekretaris
Daerah Kabupaten Berau nomor 890/007/BKPP-11/2019
tanggal 23 Juli 2019

. Dr. Andy Inna Agustina Program Pendidikan Dokter Spesialis

(PPDS/S2) Jurusan Patologi Klinik pada Universitas
Hasanuddin (UNHAS) di Makassar Surat Keputusan
Sekretaris Daerah Kabupaten Berau nomor 890/008/BKPP-
11/2019 tanggal 23 Juli 2019

7. Hendra Hermawan, S.E Program Pasca Sarjana (S2) Jurusan

Magister Akuntansi pada Universitas Brawijaya (UNIBRAW)
di Malang Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Berau nomor 890/009/BKPP-11/2019 tanggal 23 Juli 2019
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Adapun rincian besarnya biaya Tugas Belajar bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Berau tahun 2020 adalah sebagai berikut :

% Untuk Program Strata Satu/Diploma IV masing-masing sebesar

Rp 27.000.000,-

s Untuk Program Pasca Sarjana / PPDS masing-masing Rp

45.000.000,-

Adapun daftar nama ASN Pemerintah Kabupaten Berau yang
mengajukan lzin Belajar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

> PROGRAM PASCA SARJANA (S2)

1. Nurhasanah dengan no SK Izin Belajar 890/01/IBEL/BKPP-
11/2020

2. Dr. Padlan dengan no SK lzin Belajar 890/04/IBEL/BKPP-
11/2020

3. Dr. Intan Nurlaily dengan no SK lzin Belajar
890/05/I1BEL/BKPP-11/2020

> PROGRAM SARJANA (51)

1. Muhammadiyansyah dengan no SK lzin Belajar
890/02/1BEL/BKPP-11/2020

2. lIrwan Syahputra dengan no Sk Izizn Belajar 890/03/BKPP-
11/2020

3. Novita Anggraini dengan no SK lzin Belajar
809/06/1BEL/BKPP-11/2020

4. Ati Rahmaniah, A.Md dengan no SK lzin Beljar
809/07/1BEL/BKPP-11/2020

5. Sarintan dengan no SK lzin Belajar 890/08/IBEL/BKPP-
11/2020

6. Sawal Ardha, A.Md dengan no SK lzin Belajar
890/09/1BEL/BLPP-11/2020
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Bayu Arminanda, A.Md dengan no SK lzin Belajar
890/10/1BEL/BKPP-11/2020

Ahmas Syarif, A.Md dengan no SK lzin Belajar
890/11/IBEL/BKPP-11/2020

Hartono dengan no SK lzin Belajar 890/12/I1BEL/BKPP-
11/2020

Zainal Abidin dengan no SK Izin Belajar 890/12/IBEL/BKPP-
11/2020

Nurlisa, A.Md.Far dengan no Sk [IZin Belajar
890/14/I1BEL/BKPP-11/2020

Helena Megawati, A.Ma dengan no SK 890/15/IBEL/BKPP-
11/2020

Satriany Haruna, A.Md dengan no SK lzin Belajar
890/16/1BEL/BKPP-11/2020

Rahadian Noor, A.Md dengan no SK lzin Belajar
890/17/1BEL/BKPP-11/2020

Norliah dengan no SK lzin Belajar 890/18/IBEL/BKPP-
11/2020

Syamsul Budhi no SK lzin Belajar 890/019/BKPP-11/2020
Fuad Rusnandi, A.Md no Sk Izizn
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Tabel 3.7
Indikator Kinerja
mlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas Belajar dan lkatan Dinas
bagi PNS di Lingkungan Pemkab Berau

Indikator
Kinerja

Tahun
2016
Tar | Real
get | isasi

Tahun
2017
Tar | Real
get | isasi

Tahun
2018
Tar | Real
get | isasi

Tahun
2019
Tar | Real
get | isasi

Tahun
2020
Tar | Real
get | isasi

Satuan %

Jumlah
PNS yang
mendapatk
an Biaya
Tugas
Belajar dan
lkatan
Dinas bagi
PNS di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Berau

Orang 48 28 15 14 13 13 15 13 10 10 100

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator jumlah PNS yang
mendapatkan biaya tugas belajar dan ikatan dinas pada tahun 2020
dengan target 10 orang dan realisasi 10 orang sehingga capaian

persentase 100 persen.

5. Jumlah ASN yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di

lingkungan Pemkab Berau

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa setiap Pegawai
Negeri Sipil yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi wajib
menempuh dan lulus ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah
atau Peraturan Perundang-undangan.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan memperoleh ijazah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga dapat diberikan kenaikan
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pangkat pilihan sesuai dengan jenjang pendidikan ijazahnya dan
ketentuan harus mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah

Ujian ini dilaksanakan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam
golongan yang lebih tinggi, dengan ketentuan apabila Pegawai Negeri
Sipil tersebut tidak lulus dalam ujian tersebut, maka kepada yang
bersangkutan dapat mengikuti kembali ujian pada tingkat yang sama
yang akan dilaksanakan pada kesempatan lain

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau yang memiliki tupoksi di
bidang pengembangan karier aparatur berkewajiban  untuk
menyelenggarakan ujian dimaksud agar manajemen kepegawaian
dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan ujian dimaksud harus berjalan
seobyektif mungkin didasarkan pada asas kompetensi. Tujuannya agar
output dari kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan
akurasinya. Prinsip tersebut sesuai dengan semangat yang diusung
dalam PP 12 Tahun 2002 tersebut bahwa kenaikan pangkat adalah
salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian PNS
kepada negara serta harus mewujudkan keadilan dalam memberikan
penghargaannya.

Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya
serta mengurangi resiko yang ada, maka pelaksanaan ujian dinas dan
ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, direncanakan untuk
dilaksanakan satu kali dalam setiap tahunnya tanpa harus mengurangi
kuota peserta yang telah tertuang dalam DPA-SKPD Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2020. Tentu
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Bab 11l Akuntabilitas Kinerja

desain pelaksanaan ujian ini direncanakan sedemikian rupa dengan
tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
Sedangkan mekanisme pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi guru

adalah sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut :

Setelah dibuat surat edaran yang bertanda tangan Sekretaris

Daerah selanjutnya didistribusikan ke seluruh Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama yang ada di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau dan Dinas Pendidikan sebagai coordinator.
Selanjutnya masing-masing Kepala Sekolah yang mendapatkan
rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan mengirimkan permohonan
ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk dapat
mengikutsertakan guru menjadi peserta ujian penyesuaian ijazah
dengan memenihu persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan
peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Selanjutnya
dilaksanakan ujian penyesuaian dengan menggunakan system CAT
(Computer Assisted Test) dengan fasilitator pengawas dan pembuat
soal berasal dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan
Timur. Berikut pedoman soal dan kelulusan bagi peserta ujian

penyesuaian:
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(1) Materi Ujian Penyesuian ljazah menggunakan sistem pilihan
ganda.

(2) Materi Ujian Penyesuian ljazah pada tingkat pendidikan Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, Diploma |,
Diploma Il dan Diploma lll yaitu tes kemampuan dasar, meliputi:
a. pengetahuan umum;

b. bahasa Indonesia; dan
c. kepegawaian.

(3) Materi Ujian Penyesuian ljazah pada tingkat pendidikan Sarjana
(S1) atau Diploma IV dan Magister (52) atau Dokter atau Apoteker,
yaitu:

a. tes kemampuan dasar, meliputi:
1. pengetahuan umum:;
2. bahasa Indonesia; dan
3. kepegawaian.
b. tes kemampuan akademik, yaitu dengan mewajibkan
penyusunan karya tulis.
(4) Karya tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus

memiliki keterkaitan antara pendidikan yang diperoleh dengan

tugas pokok dan fungsi pada perangkat daerah tempat bekerja.
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A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat PNS ;

2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun
2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002;

3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
(BKPP) Kabupaten Berau dengan nomor : 1.20.13.30.13.5.2
Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian penyesuaian
ljazah Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
Tahun 2020.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan : Pedoman ini merupakan panduan bagi Peserta dan
Panitia Ujian Peneysuain ljazah dalam penyelenggaran kegiatan
Ujian Penyesuaian ljazah.

2. Sasaran : Dengan adanya pedoman Ujian Penyesuaian ljazah,
diharapkan :

1. Terlaksananya kegiatan Ujian Penyesuaian ljazah yang efektif
dan efesien dengan tetap mengacu pada peraturan yang

berlaku;
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2. Tersedianya informasi dan persepsi yang sama mengenai
standar prosedur pada setiap proses dalam pelaksanaan
kegiatan Ujian Penyesuaian ljazah;

3. Tersedianya rujukan standar kriteria kelulusan peserta ;

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Penyesuaian ljazah Tk. | bagi ASN di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau dilaksanakan pada hari Senin Tanggal
10 Agustus 2020 yang betempat di ruang CAT Badan Kepegawaian
Pendidikan dan pelatihan (BKPP) Jalan Mawar No 5 Tanjung Redeb.
Pelaksanaan Ujian Dinas Tk. | tersebut diselenggarakan atas
kerjasama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
Kabupaten Berau bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Propinsi Kalimantan Timur.

Pada Tahun 2020 peserta Ujian Penyesuaian ljazah hanya dari
Dinas Pendidikan khusus guru. Ujian Penyesuaian ljazah

dilaksanakan dengan menggunakan computer (CAT). Jumlah peserta

yang mengikuti ujian tersebut adalah 48 (empat puluh delapan).
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Dari hasil pelaksanaan tes diperoleh hasil sebanyak 48 (empat puluh

delapan) peserta lulus. Berikut daftar peserta yang lulus.
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¥§ NAMA/NIP NIP INSTANSI KET.
M (2) (3) (4) (5)
001 | TITIN HIKMAWATI 198302202014102000 SRZELSB Tanjung lulus
SRI OETAMI SDN 001 Bukit
002 | ATARINA 196902112014102002 | < " lulus
003 | MAHMUD 198303122014101003 | SMPN 2 Tanjung lulus
Redeb
004 | SUMARNI 198401292014062001 | PN 001 Labanan lulus
Makmur
005 | AKHSIN, A.Ma. 197406292009041005 | SDN 001 Pesayan lulus
006 | SYAFRANI AT 196709182012121001 | SDN 001 Batu Batu lulus
MUHAMMAD SDN 001 Harapan
007 | \CHisAN 198406262014101002 | 1o lulus
008 | SARWONO 197903102008011022 | SDN 001 Long Ayap | Ilulus
009 | MUSDALIFAH 198202282008012027 | SN 002 Tanjung lulus
Perangat
KAMARUDDIN SDN 002 Tanjung
010 | PIDHA 197907092014101001 | 5 -° lulus
011 | HASMAWATI 198304102014102003 | PN 002 Tumbit lulus
Dayak
012 | RUSMALA 197807312014102002 | PN 001 Labanan lulus
Makmur
013 | ANDI MUSMULIADI 197307022014101002 | 2PN 001 Tanjung lulus
Perangat
014 | INDRA KUSUMAYATI | 197812112014102001 | SDN 001 Tasuk lulus
015 | ENDANG 198501012014102003 | SDN 001 Inaran lulus
016 | NURMIAH 198004082014102002 ,Sv?u':rgm Tabalar lulus
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017 | NIRMALA 197707142014102001 | SON 001 Tabalar lulus
Muara

018 | NORHAYATI 197004132014102001 | SDN 001 Birang lulus

019 | DEWI PUSPA SARI 198205122012122002 f)?:l 002 Merancang | | 1,16

020 | MARIANA 198005182012122003 fﬁ:j 00T Merancang | | 1116

021 | NELY HARTATI 198212092010012026 | 2PN 014 Tanjung lulus
Redeb

022 | LILIS SURIANI 196808252007012022 | SDN 001 Maluang lulus

023 | SRI MUJIYATI 198406102014102001 | SDN 001 Maluang lulus

024 | SABARUDDIN, A.-Ma | 198306022009041003 | SDN 002 Gurimbang | lulus

025 | MURDANA 197608052014101002 | SDN 001 Merapun lulus

026 | ROFINUS RUGI LELAN | 197512162014101001 | SMPN 3 Talisayan lulus

027 | FEYBE LUCIA 197208062014102002 | SDN 001 Pegat Bukur | lulus

028 | JUNAIDAH, A.Ma 197812062014102003 | 2PN 001 Tanjung lulus
Perepat

029 | SAMIYANTI, A.Ma 198411062009042003 | SPN 001 Buyung- lulus
Buyung

030 | CARLINE 197712142006042016 | SPN 007 Tanjung lulus
Redeb

031 | ANDRIANI 196809182001052001 | PN 001 Pulau lulus
Derawan

032 | MUKRIM 196707272006041017 | SPN 001 Teluk lulus
Semanting

033 | NASRIPAN 196904202007011019 | SDN 001 Teluk Alulu | lulus

MUHAMMAD

034 | yAkUB. AMa 197406282006041007 | SDN 001 Teluk Alulu | lulus

035 | FARID WAJDI 197812092008011011 é?r'i\:]go‘ Giring- lulus

036 | ROSYITA 197906142010012016 | SPN 005 Sukan lulus
Tengah

037 Q\AfAiTF',’;]A DEKAK, 198312162009042006 | SDN 001 Semurut lulus
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038 | SRI HARTINI 197203112007012012 | SDN 001 Ekasapta lulus
039 | TAUFIK 197905302014101002 | 3PN 001 Teluk lulus
Sumbang
040 | INTIN BATAN 197406012014102001 SDN 002 Sido lulus
Bangen
041 | ERNI JOHAN 198105182008012023 | SDN 001 Long Laai lulus
042 | DARMAWATI 197310242012122004 | TKN Pembina lulus
Gunung Tabur
043 | VINSENSIUS SALEH 196602082014101001 | SDN 001 Suka Murya lulus
044 | MUKHLIS NOOR 198509292012121003 | SDN 001 Long Ayan lulus
Tabel 3.8
Indikator Kinerja
Jumlah ASN yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah bagi ASN
di lingkungan Pemkab Berau
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Kinerja Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 %
Tar | Real | Tar | Real | Tar | Real | Tar | Real | Tar | Real
get | isasi | get | isasi | get | isasi | get | isasi | get | isasi
Jumlah ASN | Orang 0 0 40 43 0 0 31 31 30 48 160
yang
mengikuti
ujian
penyesuaian
ijjazah bagi
ASN di
lingkungan
Pemkab
Berau

+ Sasaran Il : Meningkatnya Kualitas Pendistribusian Aparatur Sipil Negara

1. Jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensinya

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten

Berau dibentuk untuk menjalankan tugas dari Bupati Berau dibidang

kepegawaian daerah. BKPP Kab. Berau diberikan kewenangan atau

mandat untuk melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian melalui

penyelenggaran

manajemen

kepegawaian
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profesional, dan akuntabel. Pelaksanaan mandat tersebut diperlukan
adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur. Terkait
dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres)
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan setiap
instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
atas penggunaan anggaran, serta didalam penyusunan laporan kinerja

harus didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh

masing-masing instansi, dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN
dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 12 Tahun 2015.

—

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayan kepada

masyarakat, yang bertugas untuk melayani masyarakat serta
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai
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tujuan bersama. Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat
(stakeholders) tentang terciptanya kepemerintahan yang baik (good
governance), keberhasilan penyelenggaraan good governance sangat
tergantung pada tiga pilar utama yakni Pemerintah, Dunia Usaha
Swasta, dan Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah
(government) atau negara (state) saja, tetapi harus melibatkan seluruh
elemen,baik di dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi public
(masyarakat). Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik (good governance) akuntabilitas,
transparansi dan keterbukaan dengan berlandaskan pada peraturan
perundangan yang berlaku.

Bidang Mutasi Pegawai, Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan
Aparatur mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan
kepegawaian yakni proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Berau.
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A. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 20);

4. Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 80).

;____
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Dasar Hukum Penempatan PNS diatur dalam peraturan perundang-

undangan yaitu :

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

Peraturan Kepala BKN nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Administrator, Jabatan
Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Mutasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Kegiatan di Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan

Aparatur secara umum adalah untuk menunjang layanan kepegawaian

khususnya mutasi kepegawaian, meningkatkan kualitas aparatur, serta

sebagai filter untuk menyaring PNS terbaik yang berminat mutasi ke

Pemerintah Kabupaten Berau.

Maksud dan tujuan kegiatan di Sub Bidang Pemindahan dan

Pemberhentian adalah :

1.

Pelayanan administrasi Mutasi pegawai ke Pemerintah Daerah
Kabupaten Berau dapat dilaksanakan secara optimal ;
Pelayanan administrasi Mutasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur secara tepat;
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3. Pelayanan administrasi Mutasi ke luar Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dilaksanakan secara tepat dan penuh
pertimbangan;

4. Pemindahan dan Penempatan Aparatur antar Instansi/ OPD di
dalam Pemerintah Kabupaten berau dapat dilaksakan secara tepat

5. Penempatan PNS pada nomenklatur JFU terbaru agar sesuai
dengan kompetensi dan keahlian serta jenjang pendidikan PNS
tersebut;

6. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
pengawas, jabatan administrator, jabatan pimpinan tinggi pratama
dan jabatan fungsional dapat dilaksanakan secara baik atas

pertimbangan Baperjakat.

C. WAKTU PELAKSANAAN

a. Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan dan Sumpah / Janji Jabatan

(Administrator, Pengawas, JPTP dan Fungsional/Guru)

Berdasar Pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, Jabatan ASN terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas jabatan
administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. Sedangkan
dalam Pasal 19 mengatur mengenai Jabatan Pimpinan Tinggi yang
terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi

madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Administrasi, Jabatan

Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi diatur dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri
Sipil.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, 93, dan 141 Peraturan
Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (PNS), pada 15 Juni 2017 telah ditandatangani Peraturan
Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan
Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan
Pimpinan Tinggi, sebagaimana telah dilakukan perubahan dan tertuang

dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017.
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Bab 111 Akuntabilitas Kinerja

1) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pengawas, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pengawas,
Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Tahun Anggaran 2020 hanya dilaksanakan 1 (satu) kali. Hal
tersebut dikarenakan pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten
Berau melaksanakan Pilkada Serentak yang diikuti oleh Bupati dan
Wakil Bupati Pertahanan yang menjabat di Tahun 2020.

Dengan demikian terhitung hari ini, Rabu tanggal 8 Januari
2020 hingga akhir masa jabatan, kepala daerah dilarang melakukan
mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi kepala daerah
yang melanggar terancam sanksi administrasi dan pidana.

Larangan tersebut tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016
Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur,
Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota
dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum
tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa

jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
J S ———

YPADAYABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMAYJABATAN/ADMINISTRATOR
"SSSJABATAN PENGAWAS DAN'JABATAN FUNGSIONALY
DILINGKUNGAN PEMERINTAH|KABUPATENBERAU

ob, 03 Januari 2020
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Pada tanggal 3 Januari 2020 dilaksanakan Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan Adminitrator, Jabatan
Pengawas Dan Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau, dengan Dasar Pertimbangan/ Rekomendasi
Pelantikan:

a. Pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Berau Nomor
820/001/BKPP-1/2020 tanggal 2 Januari 2020

b. Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-
4/KASN/1/2019 tanggal 2 Januari 2019

c. Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-
4387/KASN/12/2019 tanggal 17 Desember 2019

d. Keputusan Bupati Berau Nomor 820/002/BKPP-1/2020 tanggal
3 Januari 2020
Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan

Administrator, Jabatan  Pengawas Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Berau dilaksanakan pada

hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 di Gedung Balai Mufakat JI.

Cendana Tanjung Redeb.

Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terdapat
183 Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama (Eselon Il), Jabatan Adminitrator (Eselon lll) dan Jabatan
Pengawas (Eselon IV):

Jumlah PNS yang dilantik sebanyak 183 PNS dengan rincian sebagai

berikut :

1. Eselon Il 4 PNS terdiri atas:
> lllakellb : 2 orang
> lllbkellb : 2 orang

2. Eselon lll 39 PNS terdiri atas :
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Mla—llla : 9 orang
lNb—llla : 5 orang
Mb—1llb :16 orang

YV V V V

IVa—lllb : 9 orang
3. Eselon IV 140 PNS terdiri atas :

» Va—1IVa : 81 orang
> IVb—1IVa : 11 orang

> Staf - IVa : 15 orang
> IVb—IVb : 16 orang
> Staf - IVb : 17 orang

Berikut adalah Pelantikan Tanggal 3 Januari 2020 Berdasar Grafik:

a. Pelantikan Berdasar Jabatan

PELANTIKAN 3 JANUARI 2020

160 140
140

120
100
80

60 —— E

40 ———— S . — —
n —8Q -

JPTP ADMINISTRATOR PENGAWAS

PNS

b. Berdasar Pejabat Eselon

PELANTIKAN 3 JANUARI 2020

Eselon Vb |e——— 33

S ] 0N |1/ | — 107
Eselonlll b |e—“—“—— 25

Eselon Il o [-—— 1/

Eselonllb ™= 4

0
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Bab 11l Akuntabilitas Kinerja

c. Berdasar Jenis Kelamin

Pelantikan 3 Januari 2020

H Laki Laki & Perempuan

d. Pelantikan Pejabat Eselon /Rotasi dan Promosi

Rotasi dan Promosi

81
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INIAKE HIBKE I[IAKE IIBKE Il1BKE IVAKE IVAKE IVBKE IVBKE STAF STAF
II'B II'B A A '8 1B IVA IVA IVB KEIVB KEIVA

Kegiatan Penempatan ( baik rotasi maupun promosi)
dilaksanakan berdasar aturan yang berlaku dan telah melalui
pertimbangan dari Tim Baperjakat. Pelaksanaan Pelantikan tanggal
3 Januari 2020 telah menempatkan 183 PNS pada instansi baru
dengan prosentase PNS laki-laki 130 orang (71%), dan Perempuan
53 orang (29%).
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2. Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Sedangkan Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi

pemerintah.

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pejabat

fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama
atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan
sumpah/janji Jabatan Fungsional diatur dalam Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan
Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan
Pimpinan Tinggi (Perka BKN 7/2017).

Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib

dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama
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atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelantikan

dan pengangkatan sumpah/janji Jabatan dilakukan terhadap PNS

yang diangkat menjadi pejabat fungsional, melalui pengangkatan
pertama, perpindahan dari Jabatan lain, dan
penyesuaian/inpasssing.

Pelantikan ~dan  pengambilan  sumpah/janji ~ Jabatan
Fungsional dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak keputusan
pengangkatannya ditetapkan.

Pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan dalam suatu
upacara khidmat. PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan
didampingi oleh seorang rohaniwan. Pengambilan sumpah/janji
Jabatan disaksikan oleh dua orang PNS yang Jabatannya serendah
rendahnya sama dengan Jabatan PNS yang mengangkat
sumpah/janji Jabatan. Pejabat yang mengambil sumpah/janji
Jabatan, mengucapkan susunan kata-kata sumpah/janji Jabatan
kalimat demi kalimat dan diikuti oleh PNS yang mengangkat
sumpah/janji Jabatan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Pelantikan dan pengambilan

sumpah/janji Jabatan Fungsional adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);
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5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 4);

¥ .

Pada Tahun Anggaran 2020, Sub. Bid Pemindahan dan
Penempatan melaksanakan 4 kali kegiatan Pelantikan dan

Pengangkatan Sumpah/ Janji Jabatan Fungsional sebagai berikut:

a. Tanggal 7 Januari 2020 : 4 PNS
b. Tanggal 7 Mei 2020 : T PNS
c. Tanggal 3 Maret 2020 : 1 PNS
d. Tanggal 12 November 2020 : 16 PNS

Jumlah keseluruhan terdiri dari 22 PNS yang dilantik dan
diambil sumpah/ janji jabatan fungsional. Selain 22 PNS tersebut
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diatas, terdapat 66 PNS yang diangkat dalam jabatan Fungsional
Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidik. Pemangku jabatan
fungsional diharapkan memiliki motivasi tinggi dalam
meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sesuai dengan jabatan
fungsionalnya, juga dapat mengembangkan gagasan/ ide kreatif
lebih luas.
3. Mutasi (Keluar dan Masuk) antar Kab/Kota/Provinsi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Berau

Pengertian mutasi adalah segala perubahan mengenai
seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan
keluarga, dan lainlain. Dalam Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor
Identitas Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Mutasi
kepegawaian adalah segala perubahan mengenai data Calon
Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan dan
perubahan susunan keluarga serta perubahan lain di bidang
kepegawaian.

Terkait dengan hal tersebut mutasi juga termasuk pemindahan

pegawai dari atau ke Instansi di lingkungan Pemerintahan termasuk

Pemindahan antar Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi.
Pemindahan dari Kabupaten / Kota ke Provinsi atau sebaliknya

Pemindahan antar Kabupaten kota luar Provinsi

YV V V V

Pemindahan dari Kabupaten / Kota atau Propinsi ke Pusat atau
sebaliknya ;

» Pemindahan antar unit kerja dalam satu organisasi.
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Mutasi atau pemindahan pegawai ini dapat terjadi karena dua
hal yaitu Keinginan pegawai itu sendiri, misalnya: Pegawai yang
bersangkutan merasa tidak sesuai dengan bidang tugasnya atau
jabatannya dan/atau dikarenakan kebutuhan organisasi seperti
rotasi, promosi atau hukuman. Hal ini sejalan dengan pasal 73
Undang-undang Aparatur Sipil Negara.

Adapun tujuan mutasi adalah sebagai berikut :

» Sebagai upaya meningkatkan prestasi (production transfer)
karena kinerja ditempat terdahulu menurun.

» Sebagai upaya menggantikan pegawai yang berhenti dalam
posisi yang sama yang dipangku sebelumnya (Replacement
transfer).

» Sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan
dalam posisi jabatan yang lama dengan jabatan yang baru
(Versality Transfer).

» Remedial transfer yaitu mutasi pegawai ke bagian mana saja
untuk memupuk dan memperbaiki kerjasama antar pegawai.

» Temporary transfer yaitu mutasi yang bersifat sementara untuk
menggantikan pegawai yang berhalangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan mutasi adalah
untuk menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat (the
right man in the right place) dan untuk meningkatkan semangat
dalam bekerja.

Pada tahun 2020 terdapat 22 PNS yang telah selesai proses
mutasinya hingga terbit SK Mendagri maupun SK Gubernur, yang
terdiri dari 9 PNS Mutasi Masuk di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau, dan 13 PNS Mutasi Keluar. Baik Mutasi Masuk
maupun Mutasi Keluar, Sebagian besar adalah PNS yang
mengajukan permohonan Mutasi di Tahun 2018 dan 2019.
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Dikarenakan proses mutasi yang cukup Panjang, maka SK Mutasi
terbit di tahun 2020. Bagi PNS Mutasi Masuk, telah dibuatkan SK
Penempatan sesuai dengan Usulan mutasi sebelumnya, dan

dilakukan monitoring setelahnya.

MUTASI KELUAR/ MASUK KABUPATEN

BERAU TAHUN 2020

A
—— s

Mutasi Keluar Dalam 1 Mutasi Keluar Antar Mutasi Keluar Mutasi Masuk Antar
Provinsi Provinsi Kementerian Provinsi

® MUTASI KELUAR/ MASUK KABUPATEN BERAU TAHUN 2020

4. Mutasi (Pemindahan dan Penempatan) Antar Unit Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Kebijakan mutasi pegawai merupakan salah satu fungsi
manajemen sistem kepegawaian Negara yang sangat fundamental
baik di tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah
daerah.

Kebijakan mutasi pegawai ASN ini perlu menciptakan suatu
netralitas yang  tinggi, dan berlandaskan  pada merit
system (pengangkatan seorang pegawai didasarkan pada
kecakapan yang dimiliki). Dalam konsep yang lebih umumnya
bahwa mutasi pegawai diharapkan mampu mengorong dan
menciptakan penerapan reformasi birokrasi dan reformasi tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) pada tingkatan
pemerintahan daerah. Sebab reformasi birokrasi sendiri memiliki

tujuan yakni mengubah struktur, tingkah laku dan keberadaan atau
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kebiasaan yang telah lama, terlebih khusus dalam penataan sistem
dan manajemen kepegawaian.

Mutasi / Pemindahan PNS antar Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Kab. Berau didasarkan atas aturan yang berlaku.
Persyaratan mutasi antar Unit Kerja atas permohonan pribadi
terdiri dari:

» Surat Permohonan mutasi

Anjab dan Peta Jabatan Unit Kerja penerima
Rekomendasi Menerima Unit Kerja penerima
Persetujuan melepas Unit Kerja asal

FC SK CPNS

FC SK PNS

FC SK Pangkat Terakhir

vV V. V V VYV V

» FC SK Mutasi (jika pernah dimutasi sebelumnya)
Pada tahun 2020 telah diterbitkan 98 SK Mutasi PNS (Pemindahan dan
Penempatan, serta Pembebasan sementara dari Jabatan Negri) antar
Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Mutasi tersebut
terdiri dari Mutasi Antar Unit Kerja terdiri dari 91 SK, Penempatan Pasca
Tubel terdiri dari 5 SK, dan Pembebasan sementara dari jabatan Negri
terdiri dari 2 SK. Hal tersebut dapat digambarkan dalam sebuah

diagram sebagai berikut :

MUTASI ANTAR UNIT KERJA KAB. BERAU
TAHUN 2020

# MUTASI ANTAR UNIT KERJA KAB. BERAU TAHUN 2020

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI
JABATAN NEGRI -

PENEMPATAN PASCA TUBEL &2

MUTASI ANTAR UNIT KERJ A O e

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Berikut adalah seluruh SK vyang diterbitkan Sub. Bidang
Pemindahan dan Penempatan BKPP Kab. Berau dalam Tahun

Anggaran 2020

NO KETERANGAN JUMLAH (Orang)
1 PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN 271
SUMPAH/JANJI JABATAN
2 MUTASI ANTAR UNIT KERJA 91
3 PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN 5
NEGRI
4 PENEMPATAN PASCA TUBEL 5
5 MUTASI KELUAR 13
6 MUTASI MASUK 9
JUMLAH 391
Tabel 3.9
Indikator Kinerja
Jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensinya
Indikator Tahun Tahun 2017 Tahun Tahun Tahun
Kinerja Satuan 2016 2018 2019 2020 %
Tar | Real | Tar | Realis | Tar | Real | Tar | Real | Tar | Real
get | isasi | get asi get | isasi | get | isasi | get | isasi
Jumlah PNS | Orang 700 | 588 | 500 | 1079 | 500 | 626 | 500 | 724 | 700 | 391 | 55,86
yang
ditempatkan
berdasarkan
kompetensi
nya
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% Sasaran lll : Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disiplin

1. Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang diproses berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan
Dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan, penegakan

hukuman Pegawai Negeri Sipil dan menciptakan iklim kerja aparatur
pemerintah yang lebih berhasil guna, bersih, berwibawa dan
profesional, dipandang perlu untuk melaksanakan Program Pembinaan
dan Pengembangan Aparatur kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus
Hukum PNS Tahun 2020. Dengan semakin kompleksnya
permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kasus hukum
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, untuk
itu kami telah mengkaji beberapa hal yang dianggap perlu untuk
dikedepankan terutama yang berkenaan dengan mekanisme
penyelesaian kepegawaian bagi PNS yang diduga melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Berau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2019 Nomor 20);
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4. Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019
Nomor 80).

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan Proses Penanganan

Kasus-kasus Hukum PNS vyaitu untuk mewujudkan kinerja Pejabat
atau staf yang bersih, berwibawa dan professional dalam menangani
permasalahan  maupun pekerjaan dengan tujuan  untuk
meminimalisir  kesalahan/pelanggaran  hukum  PNS  dalam
menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang hukum dan
kepegawaian sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum
berikut :

a. Terciptanya tertib administrasi;

b. Tegaknya supremasi hukum di bidang kepegawaian;

c. Adanya ketepatan dan kepastian dalam pengambilan keputusan
penjatuhan hukuman sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017;

d. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian
permasalahan hukum;

e. Mempercepat penyampaian informasi di bidang kepegawaian.
Sasaran dari Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Hukum PNS

adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Berau yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil.

C. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Hukum PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dilaksanakan sesuai waktu

anggaran tahun 2020 dengan metode sebagai berikut :
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1. Penghimpunan data PNS yang tersangkut tindak pidana dari
Perangkat daerah di Kabupaten Berau;
2. Memverifikasi temuan data dan informasi PNS yang tersangkut

tindak pidana;

3. Pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan

Hukuman PNS atas Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

4. Penjatuhan Hukuman sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 bagi PNS yang terbukti bersalah melakukan tindak
pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati
Berau .

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Hukum

PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2020, terdapat
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7 kasus pelanggaran yang tersangkut tindak pidana sesuai PP No. 11
Tahun 2017 sebagaimana dirubah dengan PP No. 17 Tahun 2020. Dari

7 kasus pelanggaran PNS yang tersangkut tindak pidana sesuai PP
Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana dirubah dengan PP No. 17 Tahun
2020 terdapat :

» 1 orang kasus korupsi, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai

PNS.

» 1 orang kasus narkoba, diberhentikan dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai PNS.

» 1 orang kasus perjudian, sudah diaktifkan kembali sebagai PNS.

» 4 orang masih dalam proses (3 karena kasus korupsi dan 1 karena

kasus pencabulan anak dibawah umur)

Tabel 3.10
Indikator Kinerja

Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS$

Indikator
Kinerja

Satuan

Tahun
2016

Tahun 2017

Tahun
2018

Tahun
2019

Tahun
2020

Tar
get

Real
isasi

Tar
get

Realis
asi

Tar
get

Real
isasi

Tar
get

Real
isasi

Tar | Real
get | isasi

%

Jumlah
Kasus
Pelanggaran
Hukum PNS
yang
diproses
berdasarkan
Peraturan
Perundang-
undangan

Orang

0

0

0

0

0]

0]

5

5

20 7

35

2. Jumlah Kasus
Perundang-undangan

pelanggaran Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan

Dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai

Negeri Sipil dan

menciptakan iklim kerja aparatur pemerintah yang lebih berhasil guna,

bersih, berwibawa dan profesional,

dipandang perlu untuk

melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
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kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Tahun 2020.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau, untuk itu kami telah mengkaji beberapa
hal yang dianggap perlu untuk dikedepankan terutama yang berkenaan
dengan mekanisme proses penyelesaian bagi PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin dan pejabat yang berwenang menjatuhkan
hukuman disiplin sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3424);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan Proses Penanganan

Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS yaitu untuk mewujudkan

kinerja Pejabat atau staf yang bersih, berwibawa dan profesional

dalam menangani permasalahan maupun pekerjaan dengan tujuan

untuk meminimalisir kesalahan/pelanggaran disiplin PNS dalam
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menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian

sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang

berkepanjangan.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

a. Terciptanya tertib administrasi;

b. Adanya ketepatan dan kepastian dalam pengambilan keputusan
penjatuhan hukuman disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010;

c. Adanya ketepatan dan kepastian dalam pengambilan keputusan
pemberian sanksi Kode Etik sesuai PP Nomor 24 Tahun 2004;

d. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian
permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin PNS
dan penegakan Kode Etik PNS;

e. Mempercepat penyampaian informasi di bidang kepegawaian.

Sasaran dari Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Berau yang melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

C. PELAKSANAAN
Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dilaksanakan sesuai waktu

anggaran tahun 2019 dengan metode sebagai berikut :
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1. Penghimpunan data-data pelanggaran disiplin PNS dan
pelanggaran Kode Etik PNS dari Perangkat Daerah di Kabupaten
Berau ;

2. Memverifikasi temuan data dan informasi yang berkaitan dengan
pelanggaran disiplin PNS ;

3. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010
terhadap kasus pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat;

4. Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik sesuai PP Nomor 24 Tahun
2004;

5. Pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan
Hukuman Disiplin PNS atas Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim
Pemeriksa sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010;

6. Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010
bagi PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang
dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Berau .

7. Pemberian Rekomendasi sanksi Kode Etik oleh Majelis Kode Etik;

8. Pemberian sanksi Kode Etik PNS oleh pejabat yang berwenang
melalui surat Keputusan;

9. Pendokumentasian Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan Surat
Keputusan Sanksi Kode Etik PNS.

Hasil Pelaksanaan kegiatan Penanganan Kasus-kasus pelanggaran
Disiplin PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2020,
terdapat 11 kasus pelanggaran disiplin PNS sesuai PP No. 53 Tahun
2010 dan 1 kasus pelanggaran Kode Etik PNS sesuai PP Nomor 24 Tahun
2004. Dari 12 kasus pelanggaran disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun
2010 sudah dijatuhi Hukuman Disiplin yang tertuang dalam bentuk
Keputusan Bupati Berau, 1 kasus sudah dijatuhi sanksi Kode Etik yang
tertuang dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah, 9 kasus

masih dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin.
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Tabel 3.11
Indikator Kinerja
Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS

Indikator Tahun Tahun 2017 Tahun Tahun Tahun

Kinerja Satuan 2016 2018 2019 2020 %
Tar | Real | Tar | Realis | Tar | Real | Tar | Real | Tar | Real
get | isasi | get asi get | isasi | get | isasi | get | isasi

Jumlah Kasus 25 17 15 18 15 9 5 11 20 12 60

Kasus

pelanggaran

Disiplin PNS

Berdasarkan

Peraturan

Perundang-

undangan

3. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Tunjangan Kinerja di Lingkungan

Pemkab Berau

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara yang memperkuat amanat yang tertera pada Peraturan Menteri
PAN-RB Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri. Menurut Undang-Undang tersebut,
Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan gaji, fasilitas, tunjangan
kinerja, dan tunjangan kemahalan. Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan
Menteri Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem

Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri, dimana besarnya tunjangan kinerja

yang diberikan kepada PNS perlu mempertimbangkan beberapa faktor

yaitu :
1) tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
2) nilai dan kelas jabatan;
3) indeks harga nilai jabatan;
4) faktor penyeimbang dan
5) indeks tunjangan kinerja daerah provinsi.
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Intinya adalah pemberian remunerasi kepada PNS berdasarkan
kinerja individu yang bersangkutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, dimana pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan melihat kemampuan
keuangan daerah, faktor beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,

kelangkaan profesi atau prestasi kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPP Kab. Berau
Tahun 2020 141



Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 061-

5449 tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, maka dilakukan review dan
evaluasi kembali terhadap pemberian Tunjangan Tambahan
Penghasilan/Tunjangan Kerja Daerah yang telah ada dengan
menggunakan kelas jabatan hasil validasi Kementerian PAN dan RB,
namun teknis formulasi penghitungan besaran TPP/TKD dengan
menggunakan formulasi Keputusan Menteri Dalam  Negeri
Nomor : 061-5449 Tahun 2019. Agar penilaian kinerja PNS dilakukan
secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan maka
Pemerintah Kabupaten Berau akan menerapkan Tunjangan Kinerja
Daerah untuk perbaikan kinerja ASN. Dengan meningkatnya kinerja
ASN maka akan menunjang produktivitas pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan organisasi.
A. DASAR PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
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Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

SEETV 5

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008 tentang
Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Berau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Berau Tahun 2019 Nomor 20);

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Berau Tahun
Anggaran 2020 No. 4.05.4.05.13.30.09.5.2 Tanggal
30 Desember 2019;
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12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Berau Tahun
Anggaran 2020 No. 4.05.4.05.13.01.30.09.5.2 Tanggal 08 Mei
2020.

13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Berau Tahun
Anggaran 2020 No. 4.05.4.05.13.01.30.09.5.2 Tanggal 23
Oktober 2020Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun Tujuan pelaksanaan Sosialisasi Penerapan Tunjangan Kinerja

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2020 dengan

Sistem Aplikasi E Kinerja diantaranya :

1. Mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk berkinerja maksimal;
2. Mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif;
3. Menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan
tugas Pegawai Negeri Sipil;
4. Menyamakan persepsi serta memberikan pemahaman bagaimana
penerapan tunjangan kinerja dan menggunakan aplikasi e-kinerja.
Sasaran dari Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Sumber Daya
Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Berau.
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Bab 111 Akuntabilitas Kinerja

C. PELAKSANAAN

Kegiatan Sosialisasi Penerapan Tunjangan Kinerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2020 dengan Sistem Aplikasi
E-Kinerja dilaksanakan secara bertahap sebanyak 3 kali, yaitu :

» Tahap | pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 pukul 08.30
wita;
» Tahap Il pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul

09.00 wita;

» Tahap lll pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul

09.00 wita.

Narasumber kegiatan Sosialisasi Penerapan Tunjangan Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2020 dengan
Sistem Aplikasi E - Kinerja antara lain :

1. Bapak Khakim (dari Institut Teknologi Sepuluh November,
Surabaya);
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2. Bapak Ridho Rahman Hariadi (dari Institut Teknologi Sepuluh
November, Surabaya).

Materi kegiatan Sosialisasi Penerapan Tunjangan Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2020 dengan
Sistem Aplikasi E-Kinerja diantaranya pengenalan dan tata cara
penggunaan aplikasi e-kinerja.

Kegiatan Sosialisasi Penerapan Tunjangan Kinerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2020 dengan Sistem Aplikasi
E-Kinerja yang dilaksanakan secara bertahap sebanyak 3 kali dihadiri
oleh 46 Perangkat Daerah dari 47 Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau yaitu Para Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian didampingi oleh para PNS yang membidangi
kepegawaian, sebagai berikut :

» Tahap | pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 pukul 08.30
wita, dihadiri 14 Perangkat Daerah yang mengikuti kegiatan
yaitu :

1. Inspektorat Kab. Berau;

2. Dinas Pendidikan Kab. Berau;

3. Dinas Kesehatan Kab. Berau;

4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.
Berau;

Dinas Pangan Kab. Berau;

Dinas Pertanahan Kab. Berau;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Berau;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Berau;

0 0 N oW

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Kab. Berau;
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10.
11.
12.
13.

14.

Dinas Perkebunan kab. Berau;

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Berau;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Berau;
Badan Pendapatan Daerah Kab. Berau;

Badan Perencanaan,Penelitian dan Pengembangan Kab.

Berau.

» Tahap Il pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul

09.00 wita, dihadiri 16 Perangkat Daerah yang mengikuti

kegiatan yaitu :

1.
2.

0 0o N O UohWw

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sekretariat Daerah Kab. Berau;

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik
Indonesia Kab. Berau;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Berau;
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Berau;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau;

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Berau;
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Berau;

Dinas Sosial Kab. Berau;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Berau;
Dinas Perikanan Kab. Berau;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Berau;

Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Berau;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Berau;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Berau;

Kantor Camat Tanjung Redeb.

» Tahap lll pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul

09.00 wita, dihadiri 16 Perangkat Daerah yang mengikuti

kegiatan yaitu :
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Sekretariat DPRD Kab. Berau:;

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Berau;
3. Dinas Perhubungan Kab. Berau;

4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Berau;
5. RSUD dr. Abdul Rivai;

6. Kantor Camat Gunung Tabur;

7. Kantor Camat Teluk Bayur;

8. Kantor Camat Sambaliung;

9. Kantor Camat Batu Putih;

10. Kantor Camat Biatan;

11. Kantor Camat Biduk-biduk;

12. Kantor Camat Kelay;

13. Kantor Camat Maratua;

14. Kantor Camat Segah;

15. Kantor Camat Tabalar;

16. Kantor Camat Talisayan.

Kegiatan Sosialisasi Penerapan Tunjangan Kinerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2020 dengan Sistem Aplikasi
E-Kinerja dilaksanakan di di ruang Computer Assisted Test (CAT)
BKPP Kab. Berau.
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Tabel 3.12
Indikator Kinerja
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Tunjangan Kinerja

Indikator
Kinerja

Satuan

Tahun
2016

Tahun 2017

Tahun
2018

Tahun
2019

Tahun 2020

Tar | Real

Tar | Realis

Tar | Real

Tar | Real

Targe
t

Real
isasi

%

Terlaksanan
ya Kegiatan
Sosialisasi
Tunjangan
Kinerja di
Lingkungan
Pemkab
Berau

Orang

get | isasi

get asi

get | isasi

get | isasi

5082

87

1,71

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator kinerja terlaksananya kegiatan

sosialisasi tunjangan kinerja yang ditargetkan pada tahun 2020 sebanyak
5082 orang PNS, namun karena pada Tahun 2020 ini adanya pandemi
Covid-19 dan tidak memungkinkan untuk mengadakan sosialisasi dalam
jumlah yang besar sesuai target yang telah direncanakan, sehingga langkah
yang ditempuh dengan menghadirkan Pejabat yang menangani masalah
kepegawaian di Perangkat Daerah masing-masing dalam hal ini Kasubbag
Kepegawaian beserta staf 1 (satu) orang. Realisasi yang dicapai 87 orang PNS

yang merupakan perwakilan masing-masing Perangkat Daerah.

% Sasaran IV : Terwujudnya sistem rekruitmen yang ideal
1. Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas sesuai dengan
kebutuhan organisasi (Seleksi Penerimaan CPNS)
Seluruh instansi pemerintah setiap tahunnya wajib menyusun
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
berdasarkan analisis jabatan dan analisa beban kerja untuk dapat

melakukan pemetaan jabatan dan menentukan jumlah kekurangan atau
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kelebihan pegawai. Penetapan alokasi formasi CPNS oleh
KemenPANRB dijadikan sebagai dasar kegiatan pengadaan PNS.
Dalam proses pelaksanaannya, pengadaan PNS harus dilakukan
secara transparan, objektif, kompetitif, bebas dari unsur korupsi, kolusi
dan nepotisme, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya. Hal ini
sebagai wujud implementasi program reformasi birokrasi yang
dicanangkan oleh pemerintah. Pengadaan PNS merupakan suatu
kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong yang disebabkan antara
lain adanya pegawai yang telah mencapai Batas usia Pensiun (BUP),
meninggal dunia, pindah instansi, pengembangan organisasi, berhenti
karena permintaan sendiri dan atau diberhentikan tidak atas
permintaan sendiri karena suatu sebab ataupun terjadi restrukturisasi
organisasi, sehingga diperlukan adanya pengadaan PNS melalui seleksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi No. 753 Tahun 2019 Tentang Penetapan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Berau;
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6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi No. 24 Tahun 2019 Tentang Nilai Ambang
Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2019;

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun
2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri
Sipil;

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun
2018 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan Metode
Computer Assissted Test Badan Kepegawaian Negara;

9. Peraturan Bupati Berau Nomor 596 Tahun 2008 tentang
Pendelegasian Wewenang/Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris
Daerah Kabupaten Berau untuk menetapkan Keputusan Tentang
Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan
Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten
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Berau Nomor : 4.05.13.30.02.5.2 Kegiatan Seleksi Penerimaan
CPNS tahun 2020.

O keb 2020

B. TUJUAN DAN SASARAN

Mendapatkan SDM Aparatur yang memiliki karakteristik pribadi
selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat, mampu
berperan sebagai Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), memiliki intelegensia yang tinggi untuk dapat
mengembangkan  kapasitas  kinerja organisasi  pemerintah,
mewujudkan sistem seleksi pengadaan PNS yang bersih, obyektif
transparan, kompetitif dan bebas dari KKN serta tidak dipungut
biaya. Seleksi Penerimaan CPNS ini juga bertujuan untuk mengisi
kekurangan atau kebutuhan formasi jabatan yang bersih dan
memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan

kebutuhan, tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara
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pemerintahan yang berperan memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

Sasaran dari terlaksananya kegiatan pengadaan PNS yang
menghasilkan PNS sesuai dengan kebutuhan formasi dan standar
kompetensi yang dipersyaratkan guna memperoleh putra putri
terbaik bangsa yang kompeten dengan menjalankan Seleksi
Pengadaan PNS yang kompetitif dan berbasis kompetensi sebagai
landasan dasar pembentukan profesionalisme PNS dan
pembentukan birokrasi yang modern menuju birokrasi kelas dunia.
Dengan metode pelaksanaan seleksi yang terbuka, transparan dan
kompetitif diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan
masyarakat khususnya generasi muda bahwa untuk menjadi PNS
harus bertumpu pada kemampuan diri sendiri.

C. PELAKSANAAN

Adapun Formasi Kebutuhan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau Tahun 2019 yang telah mendapat persetujuan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi
Birokrasi sejumlah 160 Formasi dengan perincian :

» Alokasi Formasi Tenaga Pendidikan sejumlah 76

» Alokasi Formasi Tenaga Kesehatan sejumlah 68

» Alokasi Formasi Tenaga Teknis sejumlah 16

» Alokasi Formasi Penyandang Disabilitas sejumlah 3 (diambil dari

alokasi formasi tenaga pendidikan)

Tahapan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS terdiri atas :

1. Pengumuman Seleksi CPNS Di Lingkungan Kabupaten Berau
Tahun  Anggaran 2019 dengan  Pengumuman  No.
803/1240/BKPP-1/2019, Tanggal 04 November 2019 (terlampir),
dimana Pemerintah Kabupaten Berau pada Penerimaan CPNS

Formasi Tahun 2019 dengan Jumlah Pelamar keseluruhan 2.715
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sedangkan pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dan
berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berjumlah
2.508 pelamar.

Seleksi Berkas Administrasi peserta dilakukan dengan cara
verifikasi berkas fisik dan juga online;

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun
2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 Tentang
Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS
Tahun 2019, memuat ketentuan sebagai berikut :

v" Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan Nilai Ambang Batas 126
v" Tes Intelegensia Umum (TIU) dengan Nilai Ambang Batas 80
v Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan Nilai Ambang Batas

65

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan metode seleksi Computer
Assissted Test (CAT) sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang prosedur penyelenggaraan
seleksi dengan Metode Computer Assissted Test Badan
Kepegawaian Negara. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar
(SKD) pada Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Berau
Formasi Tahun 2019 dilaksanakan tanggal 14 s.d 19 Februari 2020.
Pelaksanaan Test di laksanakan langsung oleh Tim dari Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII dibagi per sesi, satu sesi
dilaksanakan dengan 100 orang pelamar;

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berdasarkan Surat Kepala BKN
Nomor: K26-30/D6904/111/20.01 Tanggal 18 Maret 2020 Perihal
Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Berau
Tahun 2019 dilaksanakan bagi pelamar CPNS yang lulus pada
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Seleksi Kompetensi Dasar sebanyak 385 orang Pelamar.
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Penerimaan
CPNS Pemerintah Kabupaten Berau Formasi Tahun 2019
dilaksanakan tanggal 13 s.d 16 September 2020. Pelaksanaan Test
di laksanakan langsung oleh Tim dari Badan Kepegawaian Negara
(BKN) Regional VIII dibagi per sesi, satu sesi dilaksanakan dengan
30 orang pelamar sebagaimana terlampir;

4. Penetapan Kelulusan Seleksi CPNS berdasarkan  Surat  Kepala
Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana
Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 Nomor: K26-
30/B6904/X/20.01 Tanggal 28 Oktober 2020 perihal
Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah
Kabupaten Berau Tahun 2019, ditetapkan jumlah peserta yang
lulus Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau sebanyak 157 orang sebagaimana
terlampir.

5. Usul Penetapan NIP sebanyak 157 orang yang dibuat dalam 5
dokumen usul pengantar yang ditujukan ke Kepala Kantor
Regional VIII BKN Banjarmasin dengan rincian sebagai berikut
sebagaimana terlampir:

a. 810/001/CPNS/BKPP-1/2020 tanggal 16 November 2020
sebanyak 50 orang;

b. 810/002/CPNS/BKPP-1/2020 tanggal 16 November 2020
sebanyak 50 orang;

c. 810/003/CPNS/BKPP-1/2020 tanggal 16 November 2020
sebanyak 3 orang;

d. 810/004/CPNS/BKPP-1/2020 tanggal 16 November 2020
sebanyak 50 orang;
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e. 810/005/CPNS/BKPP-1/2020 tanggal 16 November 2020
sebanyak 4 orang.

Pelaksanaan Seleksi dimulai dari Penerimaan Berkas, Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
dilaksanakan bertempat di Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan
CPNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun
2019/2020 di Ruang Computer Assisted Test BKPP Kabupaten
Berau.

Tabel 3.13
Indikator Kinerja
Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas

Indikator
Kinerja

Tahun Tahun 2017 Tahun Tahun Tahun 2020
Satuan 2016 2018 2019 %
Tar | Real | Tar | Realis | Tar | Real | Tar | Real | Targe | Real

Jumlah
Calon
Aparatur
Sipil Negara
yang
berkualitas
sesuai
dengan
kebutuhan
organisasi
(Seleksi
Penerimaan
CPNYS)

get | isasi | get asi get | isasi | get | isasi t isasi
Orang 500 - 50 40 40 39 - 160 157 | 100

2. Jumlah Pegawai PPPK sesuai dengan kebutuhan OPD

Seluruh instansi pemerintah setiap tahunnya wajib menyusun
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aaparatur Sipil Negara (ASN)
berdasarkan analisis jabatan dan analisa beban kerja untuk dapat
melakukan pemetaan jabatan dan menentukan jumlah kekurangan atau
kelebihan pegawai. Penetapan alokasi formasi PPPK oleh
KemenPANRB dijadikan sebagai dasar kegiatan Pengadaan Pegawai
Pemerintah dangan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam proses

pelaksanaannya, pengadaan PPPK harus dilakukan secara transparan,
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objektif, kompetitif, bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme,
tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya. Hal ini sebagai wujud

implementasi program reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh

pemerintah.

Pengadaan PPPK merupakan suatu kegiatan untuk mengisi jabatan
yang lowong yang disebabkan antara lain adanya pegawai yang telah
mencapai Batas usia Pensiun (BUP), meninggal dunia, pindah instansi,
pengembangan organisasi, berhenti karena permintaan sendiri dan atau
diberhentikan tidak atas permintaan sendiri karena suatu sebab ataupun
terjadi restrukturisasi organisasi, sehingga diperlukan adanya
pengadaan PPPK melalui seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

A. DASAR PELAKSANAAN
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
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4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 569 Tahun 2020 Tentang Penetapan

Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan

Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja;

6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan
Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja;

8. Peraturan Bupati Berau Nomor 596 Tahun 2008 tentang
Pendelegasian Wewenang/Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris

Daerah Kabupaten Berau untuk menetapkan Keputusan Tentang
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Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;

9. Dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan
Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau
Nomor : 4.05.13.30.41.5.2 Pengadaan Pegawai Pemerintah
dangan Perjanjian Kerja (PPPK).

B. TUJUAN DAN SASARAN
Mendapatkan SDM Aparatur yang memiliki karakteristik pribadi
selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat, mampu
berperan sebagai Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), memiliki intelegensia yang tinggi untuk dapat

mengembangkan  kapasitas  kinerja  organisasi pemerintah,

mewujudkan sistem seleksi pengadaan PPPK yang bersih, obyektif
transparan, kompetitif dan bebas dari KKN serta tidak dipungut
biaya;
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Pengadaan PPPK ini juga bertujuan untuk mengisi kekurangan
atau kebutuhan formasi jabatan yang bersih dan memiliki
kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan,
tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara
pemerintahan yang berperan memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

Sasaran dari Pengadaan Pegawai Pemerintah Dangan Perjanjian
Kerja (PPPK) adalah : Terlaksananya kegiatan pengadaan ASN yang
menghasilkan ASN sesuai dengan kebutuhan formasi dan standar
kompetensi yang dipersyaratkan guna memperoleh putra putri
terbaik bangsa yang kompeten dengan menjalankan Pengadaan
PPPK yang kompetitif dan berbasis kompetensi sebagai landasan
dasar pembentukan profesionalisme ASN dan pembentukan
birokrasi yang modern menuju birokrasi kelas dunia. Dengan metode
pelaksanaan seleksi yang terbuka, transparan dan kompetitif
diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat
khususnya generasi muda bahwa untuk menjadi PPPK harus
bertumpu pada kemampuan diri sendiri.

C. PELAKSANAAN

Adapun Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun
2019 yang telah mendapat persetujuan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi sejumlah 16 Formasi.
Adapun Rincian Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun
2019 sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 569 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020.
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Usulan Formasi Kebutuhan PPPK Tahun 2020 ditiadakan dan
diakumulasikan ke Tahun 2021 mengingat adanya Pademic Covid-
19 yang masih berjalan. Adapun Usulan PPPK mengacu pada Surat
Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor: B/1313/M.SM.01.00/2020 tentang
Pengusulan Kebutuhan Guru PPPK dan Perbaikan Usulan ASN Tahun
2021.

Usul Kebutuhan PPPK Tahun 2020/2021 yang ditujukan kepada
Menteri PANRB Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara sesuai Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Nomor:
810/1151/BKPP-1/2020, Perihal Penyampaian Usulan Kebutuhan
PPPK Tahun 2021 Pemkab Berau Propinsi Kalimantan Timur
sebanyak 950 formasi PPPK Guru dan Pengalihan Formasi Umum Ke
PPPK Guru Agama sebanyak 54 Formasi.

Tahapan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pengadaan Pegawai

Pemerintah dangan Perjanjian Kerja (PPPK) terdiri atas :
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1. Kelulusan Seleksi PPPK berdasarkan pada Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
569 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020;

2. Usul Penetapan NIPPPK sebanyak 16 orang yang dibuat dalam 1
dokumen usul pengantar yang ditujukan ke Kepala Kantor
Regional  VIII BKN Banjarmasin  dengan Nomor:

810/001/PPPK/BKPP-1/2020 tanggal 04 Desember 2020 sebanyak

16 orang;
Tabel 3.14
Indikator Kinerja
Jumlah Pegawai PPPK
Indikator Tahun Tahun 2017 Tahun Tahun Tahun 2020
Kinerja Satuan 2016 2018 2019 %
Tar | Real | Tar | Realis | Tar | Real | Tar | Real | Targe | Real
get | isasi | get asi get | isasi | get | isasi t isasi
Jumlah Orang - - - - 300 16 5,33
Pegawai
PPPK

% Sasaran V : Terwujudnya Exellent Service Bidang Kepegawaian

1. Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim Tepat Waktu

(Pengurusan SK Pensiun dan Klaim tepat waktu)

Dalam wupaya menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi
pengambilan keputusan dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka
diperlukan sistem informasi yang terdiri dari dari sistem informasi
pengembangan kompetensi, sistem informasi pelatihan, sistem
informasi manajemen karier dan sistem informasi manajemen
pemberhentian dan pensiun, yang merupakan bagian yang terintegrasi

dengan sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Layanan yang
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melebihi harapan merupakan bentuk layanan paripurna yang akan
diberikan kepada PNS yang memasuki masa pensiun, sebagai wujud
penghargaan PNS yang telah berjasa dan mengabdi kepada pemerintah.
Untuk pelaksanaannya diperlukan dukungan semua pihak dan jajaran
baik yang ada di BKN, PT Taspen maupun instansi terkait dalam
pengelolaan kesejahteraan pegawai.

Gaji Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh
seorang purna tugas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk
membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak
berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Yang
melatarbelakangi adanya pensiun karena adanya kemauan sendiri,
adanya Takdir dari Allah SWT karena Sakit, Meninggal Dunia, Tewas,
Perampingan Organisasi dan diberhentikan tidak dengan hormat
karena melanggar hukum atau adanya kasus.

A. DASAR PELAKSANAAN.
1. UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri dan
Pensiun Janda/Dudanya PNS;
2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
4. PP Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun dan Pokok
Pensiun PNS dan Janda/Duda;
5. PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian
6. PP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman penetapan Kecelakan
Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja
7. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018.
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Pemberhentian PNS;
C. TUJUAN DAN SASARAN.
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Tujuan pelaksanaan Pengurusan SK Pensiun dan Klaim Tepat
Waktu adalah untuk lebih memudahkan pengurusan proses
penerbitan SK Pensiun bagi PNS yang sebelum satu tahun memasuki
Batas Usia Pensiun (BUP), PNS yang mengajukan Pensiun Dini (Atas
Permintaan Sendiri) dan PNS APS karena sakit/Uzur, Pensiun
Meninggal Dunia dan Pensiun Tewas dalam pengurusan SK Pensiun.
Dengan demikian Hasil yang ingin dicapai adalah meningkatnya
kepuasan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian khususnya
terkait pengurusan pensiun PNS.

Sasaran pengurusan SK Pensiun yaitu PNS yang telah mencapai
BUP, Pensiun APS, Pensiun Meninggal Dunia dan Pensiun Tewas.

C. PELAKSANAAN.

Pelaksanaan pemberkasan pengusulan berkas Pensiun yang akan
memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dilakukan satu tahun sebelum
yang bersangkutan pensiun. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris
Daerah melalui BKPP Kabupaten Berau. Pihak BKPP melakukan
verifikasi berkas BUP PNS yang akan memasuki purna tugas
kemudian menginput data tersebut kedalam SAPK Pensiun secara on
line melalui Aplikasi SAPK Pensiun sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.

Pada Tahun 2020 Pengurusan SK Pensiun PNS dan Klaim Tepat
Waktu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang telah terbit
dan telah diserahkan kepada yang bersangkutan sebanyak 151
(Seratus Dua Puluh Delapan) orang dengan rincian sebagai berikut:
a. PNS yang Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 121 orang
b. PNS yang mengajukan Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)

karena telah memenuhi syarat Pensiun APS/APS Uzur sebanyak 3

orang
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c. PNS Pensiun karena Meninggal Dunia sebanyak 27 orang
d. PNS Pensiun Usul Tewas sebanyak O orang
e. Masa Persiapan Pensiun (MPP) Tahun 2020 sebanyak 2 orang

Tabel 3.15
Indikator Kinerja
Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim Tepat Waktu
(Pengurusan SK Pensiun dan Klaim tepat waktu)

Indikator
Kinerja

Tahun Tahun 2017 Tahun Tahun Tahun 2020
Satuan 2016 2018 2019 %
Tar | Real | Tar | Realis | Tar | Real | Tar | Real | Tar | Realis
get | isasi | get asi get | isasi | get | isasi | get asi

Jumlah PNS
yang
menerima
SK Pensiun
dan klaim
Tepat
Waktu
(Pengurusan
SK Pensiun
dan Klaim
tepat
waktu)

Orang 100 | 88 | 100 88 100 | 100 | 100 | 105 | 120 151 125,83

2. Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu , Taspen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo UU Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, mempunyai peranan penting
untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam
menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk
meningkatkan kinerja PNS tersebut diperlukan kegiatan yang dapat
memotivasi PNS agar bekerja lebih baik dengan meningkatkan
pelayanan di bidang kepegawaian. Pemberian pelayanan yang baik
sangat tergantung pada keakuratan data PNS dan perlu dibangun sistem
informasi dan database kepegawaian melalui kegiatan Pendataan Ulang
Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) pada tahun 2003 dan kegiatan konversi
NIP dalam rangka keakuratan dan efektifitas informasi data

kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.
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BKPP sebagai leading sektor yang menangani kepegawaian sesuai
dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maka dalam
hal ini kebutuhan akan data Pegawai Negeri Sipil yang akurat,
terintegrasi dan terkini sangat penting. Data PNS dikelola oleh BKPP
sebagai database nasional khususnya data PNS di Kab. Berau dimana

data tersebut menjadi acuan dalam proses kepegawaian oleh seluruh

instansi.

Sebagai contoh, kita melihat dengan jelas bahwa selama ini Kartu
Pegawai Negeri Sipil, yang kita kenal dengan singkatan Karpeg yang
berlaku selama ini belum dapat dimanfaatkan untuk kemudahan
pemberian pelayanan secara multiguna kepada PNS, Penerima Pensiun,
dan keluarganya. Untuk itu perlu dibangun sistem layanan yang lebih
efesien dengan menfaatkan teknologi informasi . Oleh karena itu, perlu
diciptakan Kartu PNS Elektronik yang disingkat KPE yaitu kartu identitas
PNS yang menggunakan teknologi kartu pintar dan otintifikasi sidik jari,
sehingga selain sebagai identitas, KPE juga dapat dimanfatkan untuk

berbagai layanan seperti perbankan, kesehatan,Taspen, Taperum, dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPP Kab. Berau
Tahun 2020 167



aktivitas transaksi merchant, serta fungsi-fungsi lain dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung profesionalisme PNS.
Dengan demikian KPE ini nantinya akan menggantikan fungsi KARPEG
yang selama ini kita gunakan. Begitu pula dengan Kartu Karis, Karsu dan

Kartu Peserta Taspen wajib dimiliki oleh seluruh PNS yang masih aktif.
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A. DASAR PELAKSANAAN.
1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
2. UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999;
3. Kep. Ka. BKN No. 115.a/KEP/1983 jo Kep. Ka. BKN No.
007/KEP/1988;
4. PP No. 98 Tahun 2000 Jo. PP No. 11 Tahun 2002

5. UU No 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda Duda Pegawai;

B. TUJUAN DAN SASARAN.
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Tujuan pelaksanaan Pengurusan Karpeg, Karis, Karsu dan Peserta
Taspen adalah untuk meningkatkan pelayananan administrasi
kepegawaian sehingga PNS dilingkungan Pemerintah Kab. Berau
lebih muda dalam mendaptkan Kartu Pegawai, Karis, Karsu dan
Kartu peserta Taspen melalui BKPP. Untuk mewujudkan harapan
tersebut kami BKPP bersinergi berupaya untuk berkoordinasi dan
bersinergi dengan instansi terkait, seperti BKN dan PT Taspen
Persero.

Sasaran Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

C. PELAKSANAAN.

Pelaksanaan Pengurusan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Isteri
(Karis), Kartu Suami (Karsu) dan Kartu Peserta Taspen dilakukan di
kantor BKPP sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Berkas
usulan Karpeg, Karis dan Karsu PNS dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau Tahun 2020 yang telah diusulkan BKN Regional
VIl di Banjarbaru sebanyak 199 berkas setelah di verifikasi kembali
oleh BKN Regional VIIlI yang memenuhi syarat dan mendapatkan

Kartu Pegawai, Karis dan Karsu sebanyak 199 orang PNS, dengan

rincian sebagai berikut:
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1. Kartu Pegawai (Karpeg) sebanyak 94 orang PNS;

2. Kartu Isteri (Karis) sebanyak 52 orang;
3. Kartu Suami (Karsu) sebanyak 53 orang.

Sedangkan berkas usulan Kartu Peserta Taspen PNS dilingkungan
Pemkab. Berau di sampaikan oleh Pihak BKPP ke Kantor PT. Taspen
Persero di Samarinda untuk diproses lebih lanjut kemudian berkas
tersebut di sampaikan lagi ke Kantor PT Taspen Pusat di Jakarta
untuk dibuatkan Kartu Peserta Taspen Elektronik sebanyak 20
orang. PT Taspen Pusat mengeluarkan Kartu Peserta Taspen

Elektronik untuk semua PNS yang telah terdaftar di PT Taspen,

kemudian disalurkan ke masing masing Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Tabel 3.16
Indikator Kinerja
Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu , Taspen
Indikator Tahun Tahun 2017 Tahun Tahun Tahun 2020
Kinerja Satuan 2016 2018 2019 %
Tar | Real | Tar | Realis | Tar | Real | Tar | Real | Tar | Realis
get | isasi | get asi get | isasi | get | isasi | get asi
Jumlah PNS | Orang 300 | 337 | 200 | 517 104 | 104 | 200 | 171 | 100 199 199
yang
menerima
Karpeg,

Karis/Karsu ,

taspen

. Jumlah penyelesaian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara,

dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi

masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Untuk dapat

melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai

Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi,

sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya

tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.
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Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh
Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada
Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi.
Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan
Pegawai  Negeri  Sipil wanita yang akan menjadi isteri
kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil
diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga
Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh
izin terlebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita
tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai
Negeri Sipil. Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih
dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil
tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi
lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Keharusan adanya izin
terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai
kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam
melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk
melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
kegiatan Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990
tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

A. DASAR PELAKSANAAN
1. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

8. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Berau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Berau Tahun 2019 Nomor 20);

10. Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019
Nomor 80).Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan kewajiban

PNS berdasarkan ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45

Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian yaitu PNS harus

memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan

sebelum melakukan perkawinan dan perceraian.

Tujuan dari kegiatan ini antara lain :
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1. Untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi PNS;

2. Mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dan perilaku
PNS;

3. Meningkatkan kedisiplinan PNS dalam menaati ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Meningkatkan tanggung jawab PNS sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat yang harus menjadi teladan baik bagi masyarakat
dalam tingkah laku dan tindakan;

5. Mempercepat proses perubahan kearah peningkatan
profesionalisme dalam bekerja;

6. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian
permasalahan izin perkawinan dan perceraian PNS;

7. Mempercepat penyampaian informasi di bidang kepegawaian.

Sasaran kegiatan ini untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

C. PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan PP No. 10 Tahun
1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang lzin Perkawinan dan
Perceraian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
pada Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45
Tahun 1990 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

a. Penghimpunan berkas permohonan izin perkawinan dan
perceraian PNS dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Berau ;

b. Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan

izin perkawinan dan perceraian PNS;
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c. Permintaan

keterangan

kepada

PNS vyang mengajukan

permohonan izin perkawinan dan perceraian yang dituangkan

dalam bentuk Berita Acara;

d. Pembahasan oleh Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang lzin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;

e. Pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang

dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Berau.

Tabel 3.17
Indikator Kinerja
Jumlah penyelesaian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS

Indikator
Kinerja

Satuan

Tahun
2016

Tahun 2017

Tahun
2018

Tahun
2019

Tahun 2020

Tar | Real
get | isasi

Tar | Realis
get asi

Tar | Real
get | isasi

Tar | Real
get | isasi

Tar | Realis
get asi

%

Jumlah
penyelesaia
n izin
perkawinan
dan
perceraian
bagi PNS

Orang

10 22

10 7

10 13

10 9

10 17

170

4. Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Satya

bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) adalah tanda

penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus

menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan

pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai

lainnya.
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Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya terdiri dari 3 macam:

a. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun;

b. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun;

c. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun

Bentuk dan warna pita (Dasar Biru, dengan lima lajur abu-abu)

Warna Medali dapat dibedakan menjadi:

a. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun (warna
perunggu)

b. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun (warna
perak)

¢. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (warna

emas)
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A. DASAR PELAKSANAAN.

1.

UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan
Tanda Kehormatan

UU Nomor 5 Tahun 2014;

PP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan
Tanda Kehormatan;

PP Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan;

PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
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Bab 11l Akuntabilitas Kinerja

7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Rl Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sekretariat Negara RI.

8. Surat Edaran Sekjen Kemendagri Rl Nomor: 002.2/5987/5),
tanggal 8 Juli 2019 tentang Prosedur Usul Tanda Kehormatan

Satya Lancana Karya Satya (SLKS).

a i‘b
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B. TUJUAN DAN SASARAN.

Tujuan pelaksanaan pengurusan pemberian Tanda Kehormatan
Satya Lancana Karya Satya (SLKS) yaitu untuk memperlancar dan
mempermudah dalam mendapatkan Petikan SK, Piagam
Pemghargaan dan Medali (Emas, Perak dan Perunggu) SLKS masa
kerja X tahun XX tahun dan XXX tahun PNS dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2020. Petikan SK, Piagam
Penghargaan SLKS ditandatangani oleh Presiden RIl, diproses oleh

Kemendagri dan Setmilpres Rl di Jakarta Pusat.
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Tujuannya yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan
disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Berau yang mendapat penghargaan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang telah memenuhi

syarat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. PELAKSANAAN.

Adapun pelaksanaan Pengurusan dan Penganugerahan Tanda
Kehormatan bagi PNS melalui Pemberian Tanda Kehormatan SLKS
dilakukan di kantor BKPP sesuai dengan prosedur yang telah
ditentukan. Pengajuan usul Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya
Satya dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek disiplin,
kinerja dan masa kerja.

Pada Tahun 2020, berkas usulan SLKS PNS dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Berau yang telah diusulkan ke Kementerian
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Dalam Negeri sebanyak 355 berkas, berkas tidak memenuhi syarat

(TMS) sebanyak 134 orang dan yang memenuhi syarat serta

mendapatkan petikan SK Presiden Rl, Piagam Penghargaan dan

Medali sebanyak 221 orang PNS, dengan rincian sebagai berikut:

- SLKS X tahun sebanyak 28 orang;
- SLKS XX tahun sebanyak 35 orang;

- SLKS XXX tahun sebanyak 158 orang.

Tabel 3.18
Indikator Kinerja
Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Satya bagi
PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Indikator
Kinerja

Satuan

Tahun
2016

Tahun 2017

Tahun
2018

Tahun
2019

Tahun 2020

Tar | Real
get | isasi

Tar | Realis
get asi

Tar | Real
get | isasi

Tar | Real
get | isasi

Tar | Realis
get asi

%

Jumlah
piagam
penghargaa
n Tanda
Kehormatan
Satya
Lencana
Satya bagi
PNS di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Berau

Orang

200 | 291

100 | 246

100 221

221

Berdasarkan Surat Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri Nomor: 800/10732/Sj/tanggal 3 Desember

2018 perihal Penggunaan Aplikasi e-SLKS dan ULA Kemendagri RI.

Dalam rangka meningkatkan layanan penyelesaian usul pemberian

tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi PNS dilingkungan

Pemkab. Berau yang baru dikeluarkan Sesuai dengan surat Edaran

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri tentang Penunjukkan

Administrator (Admin) Aplikasi e-SLKS. Dengan adanya sistem aplikasi
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tersebut maka pihak BKPP wajib mengadakan sarana dan prasarana
perangkat sistem aplikasi tersebut
5. Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat

Ada beberapa hal didalam manajemen kepegawaian yang
digunakan sebagai pemicu semangat kerja pegawai yang akan
menghasilkan kinerja yang baik juga. Yang pertama, adalah dengan
system penggajian yang berfungsi sebagai balas jasa atau penghargaan
atas prestasi kerja serta untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama
keluarganya secara layak yang bertujuan agar ia dapat memusatkan
perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang
dipercayakan kepadanya. Cara yang kedua, adalah dengan
ditegakkannya suatu peraturan disiplin pegawai negeri sipil untuk
mengontrol perilaku mereka agar selalu melaksanakan segala tugas dan
tanggung jawabnya dengan baik dan terarah. Cara lainnya adalah
dengan menggunakan sistem kenaikan pangkat yang diberikan kepada
mereka yang telah menunjukkan prestasi kerja yang tinggi.

Kenaikan pangkat merupakan penghargaan kepada pegawai negeri
sipil yang dengan tekun, penuh pengabdian melaksanakan tugas yang
dibebankan kepadanya. Karena kenaikan pangkat adalah penghargaan
kepada pegawai negeri sipil yang telah mengabdi dengan tekun di
dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka sudah sepantasnya
diberikan kenaikan pangkat kepadanya.

Berkenaan dengan ini Pemerintah Kabupaten Berau melalui Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau
melaksanakan kegiatan Pengurusan Kenaikan Pangkat bagi PNS baik itu
Golongan 1V/a ke atas, Golongan lll/d ke bawah bagi Pejabat Struktural
maupun Fungsional yang terbagi atas periode April dan Oktober.

A. DASAR PELAKSANAAN
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1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia
Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat PNS;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian PNS;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun
2002 tentang Kenaikan pangkat PNS;

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun
2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian PNS;

8. Peraturan Bupati Berau Nomor 596 Tahun 2008 tentang
Pendelegasian Wewenang/Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris
Daerah Kabupaten Berau untuk menetapkan Keputusan Tentang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;

9. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-
30/V.79-5/99 tanggal 14 Juli 2017 tentang Penetapan Kenaikan
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Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Setelah
diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
(BKPP) Kabupaten Berau dengan nomor : 4.05.13.30.04.5.2
Kegiatan Pengurusan Kenaikan Pangkat Bagi PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2020.

B. TUJUAN DAN SASARAN

a. Maksud Pengurusan Kenaikan Pangkat bagi PNS adalah untuk

meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil .

b. Memberikan penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian
pegawai negeri sipil terhadap negara.
c. Mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaan.

Sasaran dari program Kenaikan Pangkat adalah tersedianya
Aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan untuk
melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan secara baik.;

C. KETENTUAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PNS
1. Sistem Kenaikan Pangkat dan Susunan Pangkat
a. Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem :
1) Kenaikan pangkat regular ; dan
2) Kenaikan pangkat pilihan.
b. Di samping sistem kenaikan pangkat tersebut di atas kepada
Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan :
1) Kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas;
2) Kenaikan pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia,
mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan
tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

c. Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai
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Negeri Sipil dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah
sebagai berikut :

NO PANGKAT GOLONGAN RUANG
1 2 3 4
1. Juru Muda 1 a
2. Juru Muda Tingkat | 1 b
3. Juru 1 c
4. Juru Tingkat 1 1 d
5. Pengatur Muda 11 a
6. Pengatur Muda Tingkat | 11 b
7. Pengatur 1l c
8. Pengatur Tingkat | 1l d
9.. Penata Muda 1 a
10. | Penata Muda Tingkat I 11 b
11. Penata 1 c
12. | Penata Tingkat | 11 d
13. | Pembina \Y a
14. [ Pembina Tingkat | \% b
15. | Pembina Utama Muda \Y c
16. Pembina Utama Madya \Y d
17. | Pembina Utama \Y e

d. Masa Kenaikan Pangkat

1) Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan
pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali
kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat
pengabdian.

2) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri
Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil.
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Kenaikan Pangkat

Instansi

Surat pangantar Barl Nomar

TMS/BTL Pareetujuandan
BustSurat
PengantanNPKP

A. PELAKSANAAN KEGIATAN
= PROSES KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 APRIL 2020
a) Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2020 untuk Golongan Ruang
IV/ a Keatas, sebagai berikut :
1. Nota Usul (berkas yang dikirim) berjumlah 25 orang, terdiri
dari Golongan Ruang IV/a (12 orang), Golongan Ruang IV/b
(8 orang), Golongan Ruang IV/c (5 orang).
2. Persetujuan Teknis (Berkas ACC) dari BKN Regional VIII

Banjarmasin berjumlah 33 orang, terdiri dari Golongan Ruang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPP Kab. Berau
Tahun 2020 185



IV/a (15 orang), Golongan Ruang IV/b (15 orang), Golongan
Ruang IV/c (2 orang), Golongan Ruang IV/d (1 orang);

3. Berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak ada.

b) Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2020 untuk Golongan Ruang

11l/d Kebawah, sebagai berikut :

1. Nota Usul (berkas yang dikirim) berjumlah 425 orang, terdiri
dari Golongan Ruang lll/d Kebawah;

2. Persetujuan Teknis (Berkas ACC) dari BKN Regional VIII
Banjarmasin berjumlah 418 orang, terdiri dari Golongan
Ruang 1ll/d Kebawah;

3. Berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Golongan Ruang lll/d
Kebawah berjumlah 7 orang.

= PROSES KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2019
a) Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2020 untuk Golongan

Ruang IV/ a Keatas, sebagai berikut :

1. Nota Usul (berkas yang dikirim) berjumlah 30 orang, terdiri
dari Golongan Ruang 1V/a (15 orang), Golongan Ruang IV/b
(15 orang),

2. Persetujuan Teknis (Berkas ACC) dari BKN Regional VIII
Banjarmasin berjumlah 30 orang, terdiri dari Golongan Ruang
IV/a (15 orang), Golongan Ruang IV/b (15 orang).

3. Berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak ada.

b) Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2019 untuk Golongan Ruang

11l/d Kebawah, sebagai berikut :

1.  Nota Usul (berkas yang dikirim) berjumlah 320 orang, terdiri
dari Golongan Ruang Ill/d Kebawah;

2. Persetujuan Teknis (Berkas ACC) dari BKN Regional VIII
Banjarmasin berjumlah 263 orang, terdiri dari Golongan

Ruang lll/d Kebawah;
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3.

Berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Golongan Ruang lll/d

Kebawah berjumlah 57 orang.

= PENYESUAIAN MASA KERJA

a) Berkas yang diusulkan sebanyak 29 orang;

b) Berkas yang mendapat Persetujuan Teknis dari BKN Regional VIII

Banjarmasin berjumlah 29 orang.

c) Berkas yang masih proses di dari BKN Regional VIII Banjarmasin

berjumlah 29 orang.

Tabel 3.19

Indikator Kinerja
Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat

Indikator Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun Tahun
Kinerja Satua 2019 2020 %
n Targe | Real | Tar | Realis | Targe | Realis | Tar | Real | Tar | Real
t isasi | get asi t asi get | isasi | get | isasi
Jumlah PNS Berkas 1000 857 800 900 800 1024 800 800 800 800 100

yang
mengusulkan
kenaikan
pangkat

+» Sasaran VI :

Kepegawaian

1. Jumlah data PNS yang termutakhir dalam SAPK

Meningkatnya Keakuratan dan Kemutahiran Database

SIMPEG menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 17

tahun

2000 merupakan

suatu

sistem

informasi

manajemen

kepegawaian yang berfungsi untuk mengolah data, manajemen dan

administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah. SIMPEG

sangat penting dalam memberikan pelayanan untuk semua pegawai

yang

ada,

karena

pegawai

penyelenggaraan organisasi

yang

merupakan

harus

aset

penting dalam

dikelola dengan baik.

Permasalahan yang terjadi dalam masukan belum dapat mengelola

SIMPEG dengan baik, dalam operasi kurang lengkapnya data yang akan
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diolah, dan dalam keluaran ketidaksesuaian data pegawai dengan fakta.
Asumsi tersebut disebabkan oleh tidak efektifnya pengelolaan masukan,

operasi dan keluaran.

S /

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Berau

merupakan instansi pemerintah yang tugas pokoknya membantu Bupati
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang
kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Melihat pentingnya
pengelolaan kepegawaian ini maka diperlukan suatu sistem
pengeloaan kepegawaian yang modern dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi digital yaitu yang kita kenal saat dengan sebutan
Sistem Informasi Manajemen kepegawaian (SIMPEG).

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan
perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah

dan perangkat lunak, perangkat penyimpan meliputi pusat data dan
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bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan,
berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan
informasi di bidang Kepegawaian.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan
suatu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengolah
data, manajemen dan administrasi penyelenggaraan dan kepegawaian
dilingkungan pemerintah daerah. Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMPEG) mempunyai tujuan untuk terwujudnya suatu
sistem informasi manajemen pengelolaan kepegawaian yang
terintegrasi dalam suatu jaringan komputer, yang mampu menghasilkan
informasi yang valid.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang — Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai negeri Sipil

3. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

4. Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (DPA) satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) tahun 2020

B. TUJUAN

Secara umum sistem informasi manajemen kepegawaian
dilingkup pemerintahan dilaksanakan denga tujuan :

a. Untuk mendukung sistem kepegawaian yang rasional dan
pengembangan sumber daya manusia sebagai aparatur
pemerintah.

b. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan

terintegrasi,
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d.

Penyediaan informasi kepegawaia yang akurat untuk
keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan
pengendalian pegawai.

Membantu kelancaran pekerjaan dibidang kepegawaian.

C. MANFAAT

Pelaksanaan  kegiatan  sistem  informasi  manajemen

kepegawaian tidak hanya terbatas pada pengoperasian program

untuk memasukkan data tetapi juga harus didukung dengan daya

kerja yang efisien dan akurat sehingga memiliki manfaat ;

1.

10.

Pelacakan/pencarian informasi data seorang pegawai akan
mudah dan cepat.

Pembuatan laporan yang bersifat rutin maupun berkala akan
mudah dan cepat dikerjakan.

Mengetahui gambaran tentang nama-nama pegawai yang akan
memasuki batas usia pensiun di masa akan datang.
Memudahkan  pekerjaan yang berhubungan dengan
kepegawaian.

Mengetahui gambaran tentang nama-nama pegawai yang akan
naik pangkat.

Mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai dengan
mudah dan cepat.

Memudahkan dalam perencanaan promosi damn mutasi
pegawai.

Memudahkan dalam pemantauan penyebaran pegawai.
Memudahkan dalam penyusunan formasi dalam rangka
penerimaan pegawai baru

Informasi yang diproses akurat dan valid kerena adanya

validasi dan control

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPP Kab. Berau

Tahun 2020

190



11. Informasi yang disampaikan lebih ringkas dan dapat dicari
dengan cepat karena tersimpan dalam media penyimpanan
yang dapat diakses setiap saat.

12. Pemeliharaan informasi kepegawaian relatif mudah dan
sederhana.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN
Dalam konteks untuk memperlancar urusan kepegawaian

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan perlu memiliki
sistem informasi kepegawaian yang berkualitas. Sistem informasi
kepegawaian yang berkualitas akan sangant mendukung dalam
proses perencanaan dan pengambilan keputusan dibidang
kepegawaian serta implementasinya di lapangan. Informasi
kepegawaian yang baik akan terwujud bila didukung tiga faktor
yaitu :

1. Sistem dan perangkat yang memadai

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang dimiliki
oleh BKPP Kabupaten Berau sudah cukup memadai karena
didukung oleh vendor yang sudah berpengalaman dalam
pembuatan aplikasi pengelolaan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintah .

2. Kualitas dan ketepatan Data

Yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan
Informasi manajemen Kepegawaian adalah data itu sendiri,
Data yang diterima oleh pengelola Simpeg haruslah data yang
valid sehingga bisa menghasilkan informasi yang akurat, tepat
waktu, ringkas, relevan dan lengkap.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia juga memegang peranan penting

dalam pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, karena
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SDM inilah yang melaksanakan pengoperasian sistem dan
bertugas mengumpulkan, memuvalidasi, menginput dan
memlihara data serta mengelola dan menyajikannya menjadi

sebuah informasi.

1T ‘ -

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

melalui Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Aparatur dalam
pelaksanaan pengolahan data PNS menggunakan dua sistem yakni
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) kepunyaan BKN Pusat
Jakarta dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang
dibangun melalui APBD kabupaten Berau. Kegiatan yang dilaksanakan
oleh Sub Bidang Dokumentasi dan pengolahan Data Aparatur adalah
melakukan input data ke dalam system tersebut baik itu SAPK maupun
SIMPEG agar data selalu valid dan up to date, data yang diinput adalah
semua jenis mutasi PNS yang terjadi selama tahun 2020.

Adapun data mutasi yang telah diinput antara lain :

1. Mutasi Jabatan Strukturl dilingkungan pemerintah daerah tanggal 3

Januari 2020 sebanyak 183 orang.
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5.
6.
7.

. Mutasi Kepangkatan/Kenaikan pangkat PNS dua periode vyaitu

periode bulan April dan periode bulan Oktober sebanyak 665 orang

. Mutasi antar unit kerja/fungsional umum selama tahun 2020

sejumlah 91 orang.

Pembebasan sementara dari jabatan pegawai negeri sebanyak 2
Orang

Penempatan kembali PNS pasca tugas belajar ada 5 orang

Mutasi keluar/mutasi masuk sejumlah 22 orang

Perbaikan Konversi NIP PNS sebanyak 3 orang

Selain melakukan input dan memutahirkan data Sub Bidang

Dokumentasi juga melaksanakan pemenuhan permintaan data dari

OPD-OPD vyaitu :

1.

Bapelitbang dengan surat No. 050/38/Bapp-v/2020 tertanggal 07
Januari 2020

. Bupati Berau dengan surat No. 060/029/Org tanggal 09 Januari

2020

. Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau dengan surat No. P.

28/BPS/6405.92860/01/2020 tertanggal 13 Januari 2020
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan surat No.

041.1/18/Sunram/2020 tanggal 16 Januari 2020

. Sekretariat Daerah dengan surat No. 065/531/org tanggal 20 Januari

2020

. DPPKBP3A dengan surat No. 264/42/PP-lll/I/2020 tanggal 21

Januari 2020

. KPRI Batiwakkal dengan surat No. 001/KPRI.BWK/11/2020 tanggal

07 Februari 2020.
Sekretariat Daerah dengan surat No. 180/234/HK.3.V1/2020 tanggal
29 Juni 2020
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9. Bupati Berau dengan surat No. 180/240.a/HK.3/V1/2020 tanggal
30 Juni 2020

Tabel 3.20
Indikator Kinerja
Jumlah data PNS yang termutakhir dalam SAPK

Indikator
Kinerja

Satua

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target | Reali | Target | Realisa | Target | Realisa | Target | Realisa | Target | Realisa
sasi si si si si

Jumlah
data PNS
yang
termutak
hir dalam
SAPK

Orang 6000 | 5713 | 6000 5220 6000 5075 6000 5047 6000 5024 83,73

2. Pembangunan dan Pengembangan Tata Naskah

Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ( BKPP )
Kabupaten Berau merupakan lembaga pemerintah di tingkat daerah
yang menyimpan arsip pegawai di lingkungan daerah Kabupaten Berau.
Kantor BKPP kabupaten Berau bertugas menyusun dan melaksanakan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kepegawaian daerah
Kabupaten Berau . Sebagai lembaga yang menyimpan dan mengelola
arsip kepegawaian, Kantor BKPP kabupaten Berau perlu mengelola
arsip kepegawaian tersebut dengan baik. Pengelolaan kearsipan
kepegawaian yang baik dapat membantu merumusakan kebijakan dan
tujuan organisasi/proses yang memberikan pengawasan pada suatu hal
yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.
Adapun pengelolaan menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata
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Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, pengelolaan adalah suatu
rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian,
pekerjaan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

Dengan melakukan pengelolaan arsip kepegawaian dengan baik
akan mempermudah proses temu kembali apabila suatu saat
diperlukan. Karena temu kembali arsip dapat efektif tergantung pada
pengelolaannya. Arsip apabila tidak dikelola sesuai dengan aturan maka
akan sulit untuk ditemukan kembali dan dipergunakan apabila
diperlukan. Kurang tepatnya pengelolaan arsip di BKPP kabupaten
Berau akan mengakibatkan permasalahan dalam hal penemuan kembali
arsip kepegawaian. Pengelolaan arsip Kepegawaian yang efektif dan
efisien sangat diperlukan agar arsip yang dibutuhkan dapat dengan
mudah ditemukan kembali. Dengan proses temu kembali yang baik
diharapkan para pengguna arsip dapat dengan mudah melakukan
penelusuran arsip. Sehingga arsip yang dicari dapat ditemukan secara
cepat dan dipergunakan dengan tepat ketika diperlukan. Oleh karena
itu penting untuk pengelolaan arsip kepegawaian dalam proses temu
kembali arsip bagi penunjang kegiatan di BKPP Kabupaten Berau.

Sebagai lembaga yang menangani arsip data kepegawaian, Kantor
BKPP Kabupaten Berau perlu memperhatikan masalah pengelolaan
arsip tersebut. Hal ini dilakukan agar layanan arsip kepegawaian dapat
dilakukan dengan maksimal dan tentunya akan memudahkan proses
temu kembeali arsip tersebut. Karena yang diharapkan dari proses temu
kembali adalah kehematan waktu dan efisiensi tenaga dalam
mencarinya karena salah satu jenis arsip yang mempunyai peranan
penting sebagai sumber informasi adalah arsip kepegawaian. Untuk
menunjang pengelolaan arsip kepegawaian yang baik agar efektif dan

efisien maka sangat diperlukan dukungan dari teknologi. Penggunaan
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komputer dalam penataan arsip kepegawaian dewasa ini sudah
dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah misalnya Badan
Kepegawaian Negara selain mengelola arsip kepegawai secara
konvensional (hard copy) mereka juga mengelola arsip kepegawai
secara digital (soft copy).

Tabel 3.21
Indikator Kinerja
Jumlah Data Entry Sistem Tata Naskah

Indikator Tahun Tahun 2017 Tahun Tahun Tahun 2020
Kinerja Satuan 2016 2018 2019 %
Tar | Real | Tar | Realis | Tar | Real | Tar | Real | Targe | Realis
get | isasi | get asi get | isasi | get | isasi t asi
Jumlah Data | Orang - - - - - - - - 5400 | 4000 | 100
Entry Sistem
Tata Naskah

% Sasaran VIl : Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan , pelaksanaan

dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan BKPP

1)

Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan yang tersusun
Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau diperlukan

dokumen perencanaan, dokumen evaluasi dan dokumen pelaporan.

S it
=

L] KABHPA fil
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Bab 11l Akuntabilitas Kinerja

Adapun dokumen yang disusun pada tahun 2020 antara lain :

No. Uraian Jumlah
1. RKT Tahun Tahun 2021 1 Dokumen
2. Rencana Aksi Tahun 2020 1 Dokumen
3. RKA Murni Tahun 2020 1 Dokumen
4. DPA Murni Tahun 2020 1 Dokumen
5. DPA Pergeseran (Rasionalisasi / Refocusing) | 1 Dokumen

Tahun 2020
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 1 Dokumen
7. Indikator Kinerja Utama 1 Dokumen
8. Indikator Kinerja Individu Tahun 2020 1 Dokumen
9. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2020 12 Dokumen

10. | Laporan Mawas Tahun 2019 1 Dokumen
11. | RKA Perubahan Tahun 2020 1 Dokumen
12. | DPPA Perubahan Tahun 2020 1 Dokumen
13. | LKPJ Tahun 2019 1 Dokumen
14. | Laporan Keuangan Tahun 2019 1 Dokumen
15. | LKj-IP Tahun 2019 1 Dokumen

JUMLAH 26 Dokumen
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Bab 11l Akuntabilitas Kinerja
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Bab 11l Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.22

Indikator Kinerja
Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan yang tersusun

Indikator
Kinerja

Satuan

Tahun
2016

Tahun 2017

Tahun
2018

Tahun
2019

Tahun 2020

Tar | Real
get | isasi

Tar | Realis
get asi

Tar | Real
get | isasi

Real
get | isasi

Tar | Realis
get asi

Jumlah
Dokumen
perencanaan
dan
Pelaporan
yang
tersusun

Dokume

20 20

20 22

12 29

20 26

130
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2) Peraturan dan Evaluasi Penyelenggaraan Program

TN
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Tabel 3.23
Indikator Kinerja
Jumlah Kegiatan yang dipantau dan dievaluasi

Indikator Tahun Tahun 2017 Tahun Tahun Tahun 2020
Kinerja Satuan 2016 2018 2019 %
Tar | Real | Tar | Realis | Tar | Real | Tar | Real | Tar | Realis
get | isasi | get asi get | isasi | get | isasi | get asi
Jumlah Program - - - - - - - - 4 4 100
Kegiatan
yang
dipantau
dan
dievaluasi
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3.3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan
Menengah yang
Perencanaan Strategis BKPP Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Target Jangka

terdapat

dalam Dokumen

+ Sasaran | : Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional

Tabel 3.24
Pengukuran Sasaran Kinerja |

No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian
s/d
Tahun
2019

Tahun 2020

Target

Realisasi

%
capaian

Target
Akhir
Renstra
(2021)

Jumlah Pejabat
Eselon II, 11l dan IV
di lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Berau
yang mengikuti
Diklat

Orang

153

40

20

50

520

Jumlah PNS yang
mengikuti Seleksi
Terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi
Pratama

Formasi

108

180

20

Jumlah CPNS Yang
mengikuti Latihan
Prajabatan
Golongan Il dan 11l
/ Pelatihan Dasar
(Latsar) CPNS

Orang

13

200

39

19.5

120

Jumlah PNS yang
mendapatkan Biaya
Tugas Belajar dan
lkatan Dinas bagi
PNS di Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Berau

Orang

68

10

100

Jumlah ASN yang
mengikuti ujian
dinas dan ujian
penyesuaian ijazah
bagi ASN di
lingkungan Pemkab
Berau

Orang

74

30

48

160

40

Pada Tahun 2020 Sasaran strategis | terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja

dengan target dan realisasi sebagaimana daftar tabel diatas.

Capaian sasaran (Kategori sangat berhasil)=(3 x 92,5)/5 = 55,5

Capaian sasaran (Kategori tidak berhasil) = (2 x 27,5)/5 = 11

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis | adalah 66,5
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Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran | diketahui bahwa
nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 66,5 dengan kategori Cukup Berhasil.
Adapun realisasi indikator kinerja sampai dengan Tahun 2020 untuk sasaran
strategis | dengan 5 (lima) indikator tersebut telah melebihi dari target yang
telah ditetapkan pada Renstra Badan Kepegawaian pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

+ Sasaran Il : Meningkatnya Kualitas Pendistribusian Aparatur Sipil

Negara
Tabel 3.25
Pengukuran Sasaran Kinerja 1l
Capaian Tahun 2020 Target
No Indikator Kinerja Satuan s/d % Akhir
Tahun Target Realisasi | capaian | Renstra
2019 (2021)
1 Jumlah PNS Yang Orang 3017 700 391 55,86 500
ditempatkan
berdasarkan
kompetensinya

Pada Tahun 2020 Sasaran strategis Il hanya ada 1 (satu) indikator kinerja
dengan target dan realisasi sebagaimana daftar tabel diatas.

Capaian sasaran (Kategori sangat berhasil)=(1 x 62,5)/1 = 62,5

Capaian sasaran untuk sasaran strategis | adalah 62,5

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran Il diketahui bahwa
nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 62,5 dengan kategori Cukup Berhasil.
Sedangkan realisasi indikator kinerja sampai dengan Tahun 2020
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Renstra Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021
sangat jauh melebihi dari target yang ditetapkan.
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+ Sasaran lll : Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disiplin

Tabel 3.26
Pengukuran Sasaran Kinerja Ill

Capaian Tahun 2020 Target
No Indikator Kinerja Satuan s/d % Akhir
Tahun Target Realisasi capaian Renstra
2019 (2021)
1 Jumlah Kasus Kasus 5 20 5 25 20
Pelanggaran hukum
PNS yang diproses
berdasarkan
Paraturan
Perundang-
undangan

2 Jumlah Kasus Kasus 55 20 1 55 15
Pelanggaran disiplin
PNS yang diproses
berdasarkan
Paraturan
Perundang-
undangan

3 Terlaksananya Orang 0 5082 87 1,71
Kegiatan Sosialisasi
Tunjangan Kinerja
di Lingkungan
Pemkab Berau

Pada Tahun 2020 Sasaran strategis Ill terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja
dengan target dan realisasi sebagaimana daftar tabel diatas.

Capaian sasaran (Kategori sangat berhasil)=(2 x 92,5)/3 = 61,67

Capaian sasaran (Kategori tidak berhasil) = (1 x 27,5)/3 = 9,17

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis lll adalah 70,84

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran lll diketahui bahwa
nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 70,84 dengan kategori Cukup Berhasil.
Sementara untuk realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis Ill sampai
dengan Tahun 2020 dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada
Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

Tahun 2016-2021 melebihi dari target yang telah ditetapkan.
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+ Sasaran IV : Terwujudnya Sistem Rekruitmen yang ideal

Tabel 3.27
Pengukuran Sasaran Kinerja IV

Capaian Tahun 2020 Target
No Indikator Kinerja Satuan s/d % Akhir
Tahun Target Realisasi capaian Renstra
2019 (2021)
1 Jumlah Calon ASN | Formasi 79 160 157 98,13 50

yang berkualitas
sesuai dengan
kebutuhan
organisasi (Seleksi
Penerimaan CPNS)
2 Jumlah Pegawai Formasi 0] 300 16 5,33
PPPK sesuai dengan
kebutuhan OPD PPPK

CPNS

Sasaran strategis IV terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan target dan
realisasi sebagaimana daftar tabel diatas.

Capaian sasaran (Kategori sangat berhasil)=(1 x 92,5)/2 = 46,25

Capaian sasaran (Kategori tidak berhasil) = (1 x 27,5)/2 =13,75

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis IV adalah 60

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran IV diketahui bahwa
nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 60 dengan kategori Tidak Berhasil.
Sedangkan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis IV sampai dengan
Tahun 2020 dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Renstra
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun

2016-2021 melebihi dari target yang telah ditetapkan.
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+ Sasaran V : Terwujudnya Exellent Service Bidang Kepegawaian

Tabel 3.28
Pengukuran Sasaran Kinerja V

Capaian Tahun 2020 Target
No Indikator Kinerja Satuan s/d % Akhir
Tahun Target Realisasi capaian Renstra
2019 (2021)
1 Jumlah PNS yang Orang 381 120 151 125,83 100
menerima SK
Pensiun dan Kalim
Tepat Waktu
2 Jumlah PNS yang Orang 1129 100 171 171 200

menerima Karpeg,
Karis/Karsu, Taspen
3 Jumlah Orang 51 10 9 90 10
penyelesaian Izin
Perkawinan dan
Perceraian bagi PNS
4 Jumlah Piagam Orang 537 100 246 246 250
Penghargaan Tanda
Kehormatan Satya
Lencana Karya
Satya bagi PNS di
Lingungan Pemkab
Berau

5 Jumlah PNS yang Orang 3581 800 800 100 800
mengusulkan
Kenaikan Pangkat

Sasaran strategis V terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan target dan
realisasi sebagaimana daftar tabel diatas.

Capaian sasaran (Kategori sangat berhasil)=(5 x 92,5)/5 = 92,5

Capaian sasaran untuk sasaran strategis V adalah 92,5

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran V diketahui bahwa
nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat Berhasil.
Demikian juga dengan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis V
sampai dengan Tahun 2020 telah melebihi target yang ditetapkan pada
Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

Tahun 2016-2021.
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+ Sasaran VI : Meningkatnya Keakuratan dan Kemutakhiran database

kepegawaian

Tabel 3.29
Pengukuran Sasaran Kinerja VI

No Indikator Kinerja Satuan | Capaian Tahun 2020 Target
s/d % Akhir
Tahun Target Realisasi capaian | Renstra
2019 (2021)
1 Jumlah data PNS Orang 21055 6000 5047 84,12 6000
yang termutakhir
dalam SIMPEG
2 Jumlah Data Entry Orang 0 5400 4000 74,07
Sistem Tata Naskah

Sasaran strategis VI terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan target dan

realisasi sebagaimana daftar tabel diatas.

Capaian sasaran (Kategori berhasil)=(2 x 77,5)/2 = 77,5

Capaian sasaran untuk sasaran strategis lll adalah 77,5

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran VI diketahui bahwa

nilai rata-rata capaian sasaran sebesar

77,5 dengan kategori Berhasil.

Demikian juga dengan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis VI

sampai dengan Tahun 2020 dibandingkan dengan target yang ditetapkan

pada Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Berau Tahun 2016-2021 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.
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% Sasaran VIl : Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Program dan
Kegiatan BKPP

Tabel 3.30
Pengukuran Sasaran Kinerja VII

No | Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2020 Target
s/d Target Realisasi % Akhir

Tahun capaian | Renstra

2019 (2021)
1 Jumlah Dokumen | Dokumen 77 20 26 130 340

Perencanaan dan
Pelaporan yang
tersusun

2 Jumlah Kegiatan Dokumen 0] 4 4 100
yang dipantau dan
dievaluasi

Sasaran strategis VII terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan target dan
realisasi sebagaimana daftar tabel diatas.

Capaian sasaran (Kategori berhasil)=(2 x 92,5)/2 = 92,5

Capaian sasaran untuk sasaran strategis VIl adalah 92,5

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran VII diketahui bahwa
nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat Berhasil.
Namun demikian, untuk realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis VII
sampai dengan Tahun 2020 belum mencapai target yang telah ditetapkan
pada Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Berau Tahun 2016-2021.

3.3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah
dilakukan
Sebagaimana yang telah disampaikan pada sub bab sebelumnya

tentang capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, dan

perbandingan capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada
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Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau
Tahun 2016-2021.

Pada sasaran strategis | terhadap Indikator Jumlah Pejabat Eselon lI,
[l dan IV yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau dengan target 40 orang dan realisasi 20 orang, hal ini
disebabkan adanya pandemi COVID-19 sehungga pelaksanaan pelatihan
dilaksanakan dengan metode Distance Learning, kecuali untuk Pelatihan
Kepemimpinan Administrator Angkatan | dilaksanakan dengan metode
klasikal dan metode Distance Learning (Virtual).

Indikator Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Penyesuaian bagi ASN,
melebihi dari target yang telah ditetapkan pada DPPA BKPP Tahun 2020
dikarenakan banyaknya ASN yang sudah memenuhi syarat untuk kenaikan
pangkat tetapi belum mengikuti Ujian Penyesuaian, dan karena keterbatasan
anggaran sehingga target yang ditetapkan hanya 30 orang sementara realisasi
48 orang.

Kegiatan Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan indikator
jumlah PNS yang mengikuti seleksi JPTP dari target yang ditetapkan sebanyak
5 orang dan realisasi yang mengikuti 9 orang.

Indikator Jumlah CPNS yang mengikuti Latihan Prajabatan Golongan
Il dan lll/Pelatihan Dasar (Latsar) dengan target 200 dan realisasi 39,
disebabkan karena salah penulisan target pada saat penyusunan RKA dan
DPA kemudian pada saat penyusunan RKA Perubahan dan DPPA juga tidak
dirubah /diperbaiki. Selain itu juga jumlah realisasi 39 orang ini adalah sisa
CPNS formasi Tahun 2019 yang berjumlah 93 orang.

Pada sasaran strategis | untuk indikator kinerja kelima yaitu jumlah
PNS yang mendapatkan biaya Tugas Belajar ditargetkan 10 orang dan
realisasi 10 orang, karena penerima biaya tugas belajar pada tahun 2020 ini

merupakan kelanjutan dari tahun 2019.
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Pada tahun 2020 Sasaran strategis Il hanya ada 1 indikator kinerja
yaitu jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensinya dengan
target 700 orang dan realisasi 391 orang, karena keterbatasan anggaran
mengakibatkan tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan.

Pada sasaran strategis 11l dengan 3 indikator yaitu : Indikator kinerja
jumlah kasus pelanggaran hukum PNS yang diproses berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku degan target yang ditetapkan 20 kasus,
untuk tahun 2020 terealisasi 7 kasus, sebagian masih dalam proses
penyelesaian.

Demikian juga dengan Indikator kinerja jumlah kasus pelanggaran
disiplin PNS yang diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku degan target yang ditetapkan 20 kasus, untuk tahun 2020 terealisasi
12 kasus, sebagian masih dalam proses penyelesaian.

Sedangkan untuk indikator kinerja terlaksananya sosialisasi tunjangan
kinerja bagi ASN Kabupaten Berau yang ditargetkan dalam DPA Tahun 2020
adalah jumlah ASN di Kabupaten Berau yaitu 5082 orang, namun karena
adanya pandemi COVID-19 dan tidak memungkinkan untuk mengadakan
sosialisasi dan pertemuan dalam jumlah yang besar sehingga pelaksanaan
sosialisasi tersebut hanya diwakilkan oleh masing-masing pejabat yang
menangani atau yang mewakili di setiap perangkat daerah.

Sasaran strategis IV terdiri dari 2 indikator yaitu indikator jumlah ASN
yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dimana target yang
ditetapkan adalah 200 formasi CPNS dan yang terealisasi atau terpenuhi 157
formasi.

Sedangkan untuk indikator jumlah pegawai PPPK dari 300 formasi
yang ditetapkan sesuai usulan, hanya 16 formasi yang medapatkan
persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan

reformasi Birokrasi.
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Ada 5 indikator pada sasaran strategis V dan kelima indikator tersebut
memenuhi bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, hanya saja
untuk jumlah penyelesaian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS,
idealnya kurang dari target yang ditetapkan atau menurun dari tahun
sebelumnya namun kenyataannya terjadi peningkatan penerbitan surat izin.

Untuk sasaran strategis VI dengan 2 indikator hampir memenuhi dari
target yang telah ditetapkan yaitu masing-masing sebesar 83,73% dan
74,07%.

Sasaran strategis ke VI ada 2 indikator dan telah memenuhi target yang
ditetapkan pada DPA Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Berau Tahun 2020.

Pada tahun 2020 pencapaian kinerja sebagian besar sasaran strategis
kategori berhasil, meskipun masih terdapat sasaran dengan kategori tidak
berhasil, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dengan kategori
berhasil. Secara umum keberhasilan ini disebabkan antara lain :

a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing
penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah
ditargetkan.

b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan fokus pada apa yang akan
dicapai.

c. Telah dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik oleh
masing-masing bidang.

d. Penyebaran informasi melalui website, media sosial terkait pelaksanaan
kegiatan

e. Adanya sinergitas antara bidang dan sub bag penyusunan program.

Selain adanya faktor penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan

terdapat beberapa penyebab kegagalan antara lain :
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a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun
kuantitas dbandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

b. Terbatasnya alokasi anggaran

¢. Adanya pandemi covid-19

3.3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kab. Berau
Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan
program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya
dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya
dapat dihitung dengan rumus :

Realisasi Biaya
Persentase efisiensi biaya = 100% { x 100%
Target Biaya

Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp
5.257.924.473,- dan target biaya untuk semua program yaitu Rp
5.634.250.690,- Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase
biaya pada program adalah 6,68%, dengan demikian tingkat efisiensi
penggunaan sumber daya pada tahun 2020 adalah 6,68%.

3.3.6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua
sasaran strategis adalah sebanyak 5 program dan 36 kegiatan. Adapun
pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagai
berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPP Kab. Berau
Tahun 2020 212



Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan
anggaran sebesar Rp 1.416.495.800,- dengan realisasi keuangan
mencapai Rp 1.305.825.458,- atau sebesar 92,19% dengan hasil
persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik, dengan
dampak meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan
anggaran sebesar Rp 60.000.000,- dengan realisasi keuangan
mencapai Rp 54.300.000,- atau sebesar 90,50% dengan hasil
persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik
pada unit kerja internal, dengan dampak terselenggaranya
peningkatan sarana dan prasarana internal.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan
anggaran sebesar Rp 22.370.000,- dengan realisasi keuangan
mencapai Rp 20.772.200,- atau sebesar 92,86% dengan hasil jumlah
laporan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar, dengan
dampak meningkatnya capaian kinerja program dan kegiatan Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan
anggaran sebesar Rp 1.816.802.500,- dengan realisasi keuangan
mencapai Rp 1.675.739.368,- atau sebesar 92,24% dengan hasil
meningkatnya kapasitas dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan
dampak meningkatnya capaian kinerja program dan kegiatan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
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Untuk mewujudkan pelaksanaan program

dialokasikan

anggaran sebesar Rp 2.318.582.390,- dengan realisasi keuangan
mencapai Rp 2.201.287.447,- atau sebesar 94,94% dengan hasil

terwujudnya perencanaan kebutuhan pegawai dan pengembangan

karir

Aparatur

Sipil

Negara,

pembinaan dan pengembangan aparatur.

3.4 Realisasi Anggaran

Tabel 3.31

Realisasi Belanja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

dengan dampak meningkatnya

Tahun 2020
NO Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
1 BELANJA 11.473.920.690,- 9.939.384.600,- | 86,63 13.529.613.553,-
BELANJA OPERASI 11.380.920.690,- 9.855.769.600,- | 86,60 13.059.768.553,-
Belanja Pegawai 5.839.670.000,- 4.681.450.027,- | 80,17 5.267.457.984,-
Belanja Barang dan 5.541.250.690,- 5.174.319.573,- | 93,38 7.792.310.569,-
Jasa
BELANJA MODAL 93.000.000,- 83.615.000,- | 89,91 469.845.000,-
Belanja Modal 93.000.000,- 83.615.000,- | 89,91 469.845.000,-
Peratan dan Mesin
SURFLUS / (DEFISIT) | (11.473.920.690,-) (9.939.384.600,-) | 86,63 24.712.600,-
SISA LEBIH | (11.473.920.690,-) (9.939.384.600,-) | 86,63 24.712.600,-
PEMBIAYAAN
(SILPA))

Tabel 3.32

Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

Tahun 2020
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No Uraian Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Penyerapan
%

A Program Pelayanan | 1.416.495.800,- | 1.305.825.458,- 92,19
Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat 3.000.000,- 2.324.000,- 77,47
Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, 101.000.000,- 95.661.195,- 94,71
Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 113.303.000.,- 76.022.819,- 67,10
dan Perizinan Kendaraan Dinas
/ Operasional

4 Penyediaan Jasa Administrasi 132.936.000,- 117.936.000,- 88,72
Keuangan

5 Penyediaan Jasa Kebersihan 3.500.000,- 3.423.500,- 97,81
Kantor

6 Penyediaan Jasa Perbaikan 6.500.000.- 6.450.000,- 99,23
Peralatan Kerja

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.856.800,- 9.856.500,- 100

8 Penyediaan Barang Cetakan 7.400.000,- 5.048.600,- 68,22
dan Penggandaan

9 Penyediaan Komponen Instalasi 3.500.000.,- 3.492.500,- 99,79
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor

10 Penyediaan  Peralatan dan 33.000.000,- 29.315.000.- 88,83
Perlengkapan Kantor

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan 7.500.000.,- 6.480.000.,- 86,40
Peraturan Perundang-undangan

12 Penyediaan = Makanan dan 7.500.000,- 7.485.000,- 99,80
Minuman

13 Rapat - Rapat Koordinasi dan 130.000.000,- | 127.250.968,00 97,89
Konsultasi ke Luar Daerah

14 Rapat — Rapat Koordinasi dan 31.500.000,- 21.500.000,- 68,25
Konsultasi ke Dalam Daerah

15 Penyediaan Jasa Administrasi / 826.000.000,- 793.579.376,- 96,07
Tekhnis Perkantoran

B Program Peningkatan Sarana 60.000.000,- 54.300.000,- 90,50
dan Prasarana Aparatur

1 Penyediaan Kendaraan 60.000.000,- 54.300.000,- 90,50
Bermotor

C Program Peningkatan 22.370.000,- 20.772.200,- 92,86
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian 5.650.000,- 5.650.000,- 100
Kinerja dan lkhtisar Realisasi
kinerja SKPD

2 Sosialisasi  Kinerja ~ Program - -
SKPD

3 Peraturan dan Evaluasi 16.720.000,- 15.122.200,- 90,44
Penyelenggaraan Program
Kegiatan
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Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur

1.816.802.500.,-

1.675.739.368.-

92,94

Pendidikan  dan
Struktural bagi PNSD

Pelatihan

910.727.500,-

772.676.617,-

84,84

Pengiriman Latihan Prajabatan
Golongan Il dan Il / Pelatihan
Dasar (Latsar) CPNS

906.075.000,-

903.062.751,-

99,67

Program  Pembinaan  dan
Pengembangan Aparatur

2.318.582.390,-

2.201.287.447 .-

94,94

Seleksi Penerimaan Calon PNS

474.000.000,-

464.293.400,-

97,95

Penempatan PNS

170.452.500,-

157.102.600.,-

92,17

Pengurusan Kenaikan Pangkat
bagi PNS

222.500.000.-

207.823.256,-

93,40

Pembangunan / Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah

88.865.000,-

81.220.750,-

91,40

Seleksi Terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama

180.395.500,-

166.194.102,-

92,13

Pengurusan dan Penganugrahan
Tanda Kehormatan Bagi PNS
yang berprestasi melalui
pemberian Tanda Kehormatan
SLKS

45.000.000,-

44.377.988,-

99,59

Proses PenangananKasus - Kasus
pelanggaran Disiplin PNS

31.210.000.-

30.760.000.,-

98,90

Pemberian Biaya Tugas Belajar
dan lkatan Dinas Bagi PNS di
Lingkungan Pemkab Berau

472.579.000,-

470.644.234,-

99,47

Penyelenggaraan Ujian Dinas
dan Ujian Penyesuaian bagi
ASN di lingkungan Pemkab
Berau

77.000.000.-

76.014.500,-

98,72

10

Pengurusan SK Pensiun dan
Klaim Tepat Waktu

82.250.000,-

80.628.040,-

98,03

11

Penyelesaian Karpeg, Karis,
Karsu dan Taspen di Lingkungan
Pemkab Berau

45.500.000.-

43.772.451,-

96,20

12

Pelaksanaan PP No. 10 Tahun
1983 jo PP No. 45 Tahun 1990
Tentang lzin Perkawinan Bagi
PNS Kab. Berau

36.664.163.-

36.664.163,-

100

13

Pembangunan/Pengembangan
Sistem Tata Naskah

75.140.000.,-

65.753.760,-

87,51

14

Proses Penanganan Kasus-Kasus
Hukum PNS

57.850.000.,-

57.850.000,-

100

15

Pengadaan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

72.270.100,-

72.242.100,-

99,96

16

Sosialisasi Tunjangan Kinerja di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau

186.906.127,-

145.946.103,-

78,09
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Bab 11l Akuntabilitas Kinerja
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BAB IV
PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2020 ini dapat disimpulkan bahwa
secara umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Berau telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas
sasaran-sasaran strategisnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2020
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
BKPP Kabupaten BerauTahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Berau ini di susun sebagai bentuk tindak lanjut dari
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2020 ini
diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
kepegawaian yang melibatkan stakeholders, sehingga tercipta pemerintahan
yang baik, transparan dan akuntabel. Sebagai wujud upaya penguatan
akuntabilitas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Kementerian Negara
PAN dan Reformasi Birokrasi untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang merupakan tolak ukur

keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas,
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peran dan fungsi organisasi. Untuk itu sebagai langkah yang rasional untuk
menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi,maka Indikator kinerja
utama merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Capaian
indikator kinerja utama ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana
capaian kinerja sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diemban Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

TIM PENYUSUN
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PERJANJIAN KINERJA (PK)

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU

TAHUN 2020
No Sasaran Indikator Kinerja Target Satuan
1 Terwujudnya Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV di 40 Orang
Aparatur Sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang
Negara yang mengikuti Diklat
Profesional
Jumlah ASN yang mengikuti ujian penyesuaian 30 Orang
ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau
Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka 5 Orang
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan Prajabatan 200 Orang
Golongan II dan IIl / Pelatihan Dasar (Latsar)
CPNS
Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas 10 Orang
Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau
2 Meningkatnya Presentase kesesuaian penempatan jabatan 700 Orang
kualitas eselon
pendistribusian
Aparatur Sipil
Negara
3 Mewujudkan Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang 20 Kasus
Aparatur Sipil diproses berdasarkan Peraturan Perundang-
Negara yang undangan
disiplin
Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS 20 Kasus
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Sosialisasi Tunjangan Kinerja di 5082 Orang
Lingkungan Pemkab Berau
4 Terwujudnya Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang 160 Formasi
sistem berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi CPNS
rekruitmen yang | (Seleksi Penerimaan CPNS)
ideal
Jumlah Pegawai PPPK sesuai dengan kebutuhan 300 Formasi
OPD PPPK
5 Terwujudnya Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan 120 Orang
Exellent Service | klaim Tepat Waktu (Pengurusan SK Pensiun dan
bidang Klaim tepat waktu)
kepegawaian Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu 100 Orang
, Taspen
Jumlah penyelesaian izin perkawinan dan 10 Surat Izin

perceraian bagi PNS




Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan 100 Orang
Satya Lencana Satya bagi PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau
Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan 800 Orang
pangkat
6 Meningkatnya Jumlah data PNS yang termutakhir dalam SAPK 6000 Orang
keakuratan dan
kemutahiran Jumlah Data entry sistem Tata Naskah 5400 Orang
database
kepegawaian
7 Meningkatnya Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan 20 Dokumen
kualitas kinerja | yang tersusun
perencanaan,
pelaksanaan dan
pelaporan
penyelenggaraan
program dan
kegiatan BKPP
Jumlah Kegiatan yang dipantau dan dievaluasi 4 Program

Jumlah Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Berau Tahun 2020 sebesar Rp 5.257.934.573,- yang terdiri dari :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.305.835.458.-

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Rp 54.300.000,-
Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Rp 20.772.200,-
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Rp 1.675.739.368.-
Aparatur

5. Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur Rp 2.201.287.547,-



REALISASI PERJAN]JIAN KINERJA (PK)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU

TAHUN 2020
No Sasaran Indikator Kinerja Target| Satuan | Reali Ca_p aran
Kinerja
sasi %
1 Terwujudnya Jumlah Pejabat Eselon 1I, III dan IV di 40 Orang 20 50
Aparatur Sipil lingkungan Pemerintah  Kabupaten Berau
Negara yang yang mengikuti Diklat
Profesional
Jumlah ASN yang mengikuti ujian penyesuaian 30 Orang 48 160
ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau
Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka 5 Orang 9 180
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan 200 Orang 39 19,5
Prajabatan Golongan II dan IIl / Pelatihan
Dasar (Latsar) CPNS
Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas 10 Orang 10 100
Belajar dan lkatan Dinas bagi PNS di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
2 Meningkatnya | Presentase Kkesesuaian penempatan jabatan 700 Orang | 391 55,86
kualitas eselon
pendistribusia
n Aparatur
Sipil Negara
3 Mewujudkan Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang 20 Kasus 7 35
Aparatur Sipil diproses berdasarkan Peraturan Perundang-
Negara yang undangan
disiplin
Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS 20 Kasus 12 60
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Sosialisasi Tunjangan Kinerja 5082 | Orang 87 1,71
di lingkungan Pemkab Berau
4 Terwujudnya Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang 160 | Formasi | 157 98,13
sistem berkualitas  sesuai  dengan  kebutuhan CPNS
rekruitmen organisasi (Seleksi Penerimaan CPNS)
yang ideal
Jumlah Pegawai PPPK sesuai dengan 300 | Formasi | 16 5,33
kebutuhan OPD PPPK
5 Terwujudnya Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan 120 Orang 151 125,83
Exellent klaim Tepat Waktu (Pengurusan SK Pensiun
Service bidang dan Klaim tepat waktu)
kepegawaian Jumlah PNS yang menerima Karpeg, 100 Orang 219 219
Karis/Karsu, taspen ( pengurusan SK Pensiun
dan kalim tepat waktu )
Jumlah penyelesaian izin perkawinan dan 10 |Suratlzin| 17 170

perceraian bagi PNS




Jumlah piagam penghargaan Tanda 100 Orang | 221 221
Kehormatan Satya Lencana Satya bagi PNS di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan 800 Orang 800 100
pangkat
6 Meningkatnya Jumlah data PNS yang termutakhir dalam 6000 | Orang | 5024 83,73
keakuratan SAPK
dan
kemutahiran Jumlah Data Entry sistem Tata Naskah 5400 | Orang | 4000 74,07
database
kepegawaian
7 Meningkatnya | Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan 20 |Dokume | 26 130
kualitas kinerja | yang tersusun n
perencanaan,
pelaksanaan
dan pelaporan
penyelenggara [ 'jymlah Kegiatan yang dipantau dan dievaluasi 4  |Program | 4 100
an program
dan kegiatan
BKPP

Jumlah Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2020
sebesar Rp 5.257.934.573,- yang terdiri dari :

1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.305.835.458.-

2. | Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Rp 54.300.000,-

3. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian | Rp 20.772.200,-
kinerja dan keuangan

4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Rp 1.675.739.368.-

5. | Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur Rp 2.201.287.547 .-

Tanjung Redeb, 31 Desember 2020

Kepala BKPP Kabupaten Berau

MUHAMMAD SAID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19790723 200212 1 001







Rencana Kinerja Tahunan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

Tahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan | Target
1 Terwujudnya Jumlah Pejabat Eselon II, lll dan IV di | Orang 150
Aparatur Sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
Negara yang yang mengikuti Diklat
Profesional
Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan | Orang 200
Prajabatan Golongan Il dan Il / Pelatihan
Dasar (Latsar) CPNS
Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka | Orang 5
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas | Orang 10
Belajar dan lkatan Dinas bagi PNS di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan | Orang 30
ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di
lingkungan Pemkab Berau
2 Meningkatnya Jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan | Orang 700
kualitas kompetensinya
pendistribusian
Aparatur Sipil
Negara
3 Mewujudkan Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS | Kasus 20
Aparatur Sipil Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Negara yang disiplin
Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang | Kasus 20
diproses berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Tunjangan PNS 5082
Kinerja di Lingkungan Pemkab Berau
4 | Terwujudnya sistem | Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang | Orang 200
rekruitmen yang berkualitas sesuai dengan  kebutuhan
ideal organisasi (Seleksi Penerimaan CPNS)
Jumlah Pegawai PPPK sesuai dengan | Orang 200
Kebutuhan OPD
5 Terwujudnya Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan Orang 800
Exellent Service pangkat
bidang kepegawaian Jumlah piagam penghargaan Tanda Orang 100
Kehormatan Satya Lencana Satya bagi PNS
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan | Orang 120
klaim Tepat Waktu (Pengurusan SK Pensiun
dan Klaim Tepat Waktu)
Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Orang 100
Karis/Karsu , Taspen
Jumlah Usulan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP Surat 10
No. 45 Tahun 1990 tentang lzin 1zin

Perkawinan Bagi PNS Kab. Berau




Meningkatnya Jumlah data PNS yang termutakhir dalam Orang | 6000
keakuratan dan SIMPEG
kemutahiran
database
kepegawaian
Jumlah Data Entry Sistem Tata Naskah Orang | 5400
Meningkatnya Jumlah Dokumen perencanaan dan Doku 20
kualitas kinerja Pelaporan yang tersusun men
perencanaan ,
pelaksanaan dan
pelaporan
penyelenggaraan
program dan
kegiatan BKPP
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kinerja SKPD Kegiat 1
an
Jumlah Kegiatan Yang dipantau dan Doku 1
dievaluasi men

Tanjung Redeb, 16 Januari 2020

Kepala BKPP Kabupaten Berau

MUHAMMAD SAID, SH, MH

PEMBINA
NIP. 19790723 200212 1 001
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

KABUPATEN BERAU

TAHUN 2020




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU

TAHUN 2016-2021

Tugas:  Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di

Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai

Negeri Sipil (PNS)

Fungsi: 1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kepegawaian,

Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
pegawai negeri sipil

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian,

Pendidikan dan pelatihan

4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
5. Pelaksanaan UPTB
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Tujuan: 1. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional
2. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disiplin
3. Mewujudkan system recruitment yang mampu menghasilkan
calon ASN yang berkualitas
4. Meningkatkan kualitas pendistribusian pegawai
Mewujudkan excellent sevice bidang kepegawaian
No. | Sasaran Strategis Indikator Penjelasan/Formu | Sumber | Penanggu
Kinerja lasi Perhitungan Data ng Jawab
Utama
1 Terwujudnya Prosentase Jumlah Pejabat Rekapitulas | Bidang
Aparatur Sipil Negara | Pejabat structural yang i Pejabat Pengemban
(ASN) yang Struktural mengikuti Diklat Struktural gan/ Diklat
Profesional yang Kepemimpinan yang
mengikuti tingkat II, Il dan IV mengikuti




Diklat
Kepemimpinan
Tingkat II, 111
dan IV

dibandingkan dngan
Jumlah Pejabat
Struktural eselon I,
Il dan IV di
lingkungan Pemkab

Berau

Ddiklat
Kepemimpi
nan tingkat

ILIII dan IV

Prosentase Jumlah Pejabat Rekapitulas | Bidang

Pejabat Struktural yang telah | i pejabat Pengemban

structural yang | mengikuti uji structural gan

telah kompetensi jabatan yang

mengikuti Uji eselon dibandingkan mengikuti

Kompetensi dengan jumlah uji

Jabatan Eselon | pejabatat structural kompetensi

yang ada jabatan
eselon

Prosentase Jumlah Pegawai yang | Hasil Bidang

Pegawai yang didistribusikan rekapitulas | Pengadaan

mengikuti disbanding kebutuhan | i mutasi dan Mutasi

tugas belajar pegawai antar SKPD | Pegawai

dan ikatan

dinas
Menurunnya kasus Prosentase Jumlah pelanggaran Rekapitulas | Bidang
Pelanggaran Disiplin Penurunan disiplin ASN pada ijumlah Pembinaan
dan Pidana penetapan tahun berjalan pelanggara

keputusan disbanding dengan n disiplin

pelaggaran pelanggaran tahun

disiplin lalu

pegawai

Prosentase Jumlah pelanggaran Rekapitulas | Bidang

penurunan ASN terkait dengan ijumlah Pembinaan

penetapan pidana pada tahun pelanggara

keputusan berjalan n pidana

pelanggaran dibandingkan dengan | pegawai

kepegawaian pelanggaran tahun

terkait pidana | lalu
Mewujudkan Prosentase Jumlah data pegawai Rekapitulas | Bidang
Excellent service data yang dimutakhir i Data Pengadaan
bidang kepegawaian kepegawaian dalam Simpeg dan kepegawaia | dan mutasi
oleh BKPP Kabupaten | yang SAPK dibandingkan nyangada | pegawai

termutakhir dengan jumlah dalam




Berau

dalam Simpeg

dan SAPK

pegawai keseluruhan | SAPK
yang ada di
lingkungan Pemkab

Berau

Tanjung Redeb, 10 Maret 2016

Mengetahui,
Kepala BKPP Kabupaten Berau

Drs. H. Abdul Rifai
Pembina Utama Muda
NIP. 19591030 199407 1 001




RENCANA AKSI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2020

Sasaran Strategis Program/Kegiatan
No
Uraian MMHH Indikator Target Anggaran
Satuan Uraian Program/Kegiat| Sat
an Tw IV
1 2 3 4 13 14 15 22 24
1|Terwujudnya |Jumlah Pejabat | Orang Program Pendidikan dan | QOrang 0 Rp  910.727.500
Aparatur Sipil |Eselon I, Ill dan Peningkatan |Pelatihan
Negara Yang |IV di lingkungan Kapasitas  |Struktural bagi
Profesional Pemerintah Sumberdaya |PNSD
Kabupaten Aparatur
Berau yang
mengikuti Diklat
2 | Terwujudnya |Jumlah Usulan Surat Program Pelaksanaan PP | Surat 0 Rp 36.664.163
Excellent |PP No. 10 Tahun| lzin Peningkatan |No. 10 Tahun Izin
Service Bidang | 1983 jo PP No. Kapasitas |1983 jo PP No.
Kepegawaian |45 Tahun 1980 Sumberdaya |45 Tahun 1990
tentang |zin Aparatur Tentang lzin
Perkawinan Bagi Perkawinan Bagi
PNS Kab. Berau PNS Kab. Berau

Tanjung Redeb,

. ~___Pethbink
"NIP. 1979072§

30 Desember 2020

200212 1 001

26
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RENCANA AKSI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2020

Sasaran Strategis Program/Kegiatan
No
Uralan Indikator Sasaran Target Target Anggaran Keterangan
Strategis Satuan Uraian Indikator Program/Kegiatan| Satuan
Tw 1 Tw i Twill | TwiV Twi [Twlil] Twlill | Tw iV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13| 14 15 17
1 Terwujudnya |Jumlah Pejabat QOrang 0 0 0 40 Program Peningkatan |Pendidikan dan Pelatihan Orang 9 0 11 0 Rp  910.727.500
Aparatur Sipil |Eselon |1, Il dan IV di Kapasitas Sumberdaya |Strukiural bagi PNSD
Negara Yang |lingkungan Aparatur
Profesional Pemerintah
Kabupaten Berau
yang mengikuti Diklat
Jumilah CPNS Yang Orang o 0 0 200 Pengiriman Latihan Orang 39 1] 0 0 Rp  906.075.000
mengikuti Latihan Prajabatan Golongan |l dan
Prajabatan Golongan 11l / Pelatihan Dasar (Latsar)
T |Wdan Il / Pelatihan CPNS
Dasar (Latsar) CPNS
Jumiah PNS yang Orang 0 0 o 5| Program Pembinaan |Seleksi Terbuka Jabatan Orang 0 0 9 0 Rp  180,395.500
mengikuti Seleksi dan Pengembangan |Pimpinan Tinggi Pratama
Terbuka Jabatan Aparatur
Pimpinan Tinggi
Pratama
Jumlah PNS yang Orang 0 0 0 10 Pemberian Biaya Tugas Orang 1 5 4 0 Rp  472.579.000
mendapatkan Biaya Belajar dan lkatan Dinas Bagi
Tugas Belajar dan PNS di Lingkungan Pemkab
|katan Dinas bagi Berau
PNS di Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Berau
Jumlah ASN yang Orang 0 1] 1] 30 Penyelenggaraan Ujian Dinas| Orang 1] 1] 34 15| Rp 77.000,000
mengikuti ujian dinas dan Ujian Penyesuaian ljazah
dan ujian Bagi ASN di Lingkungan
penyesuaian ijazah Pemkab Berau
bagi ASN di
lingkungan Pemkab
Berau
2 Meningkatnya |Jumlah PNS yang Orang 0 0 0 700 Penempatan PNS Orang 0 255| 133 3| Rp  170.452.500
Kualitas ditempatkan
Pendistribusian |berdasarkan
Aparatur Sipil |kompetensinya
Negara
3| Mewujudkan |Jumlah Kasus Kasus 0 0 0 20 Proses Penanganan Kasus- | Kasus o] ] 12 o Rp 31.210.000)
Aparatur Sipil  |pelanggaran Disiplin kasus pelanggaran Disiplin
Megara yang |PNS Berdasarkan PNS
disiplin Peraturan Perundang
undangan




(Pengurusan SK
Pensiun dan Klaim
Tepat Waktu)

Jumlah Kasus Kasus 20 Proses Penanganan Kasus- | Kasus 0 2 3 2 Rp 57.850.000
Pelanggaran Hukum kasus Hukum PNS
PNS yang diproses
berdasarkan
Peraturan Perundang
undangan
| Terlaksananya Sosialisasi Tunjangan Kinerja ] 0 0 87 | Rp 1B86.906.127
Kegiatan Sosialisasi di Lingkungan Pemkab Berau
Tunjangan Kinerjadi | PNS 5.082 PNS
Lingkungan Pemkab
Berau
Terwujudnya |Jumiah Calon Seleksi Penerimaan Calon 157 1] a 0 Rp  474.000.000
Sistem Aparatur Sipil Negara PNS
Rekruitmen Yang |yang berkualitas
Ideal sesuai dengan Orang 160 Orang
kebutuhan organisasi
{Seleksi Penerimaan
CPNS)
Juiilah PegaiiE Fengadaan Pegawai a a 1] 16 Rp 72,270.100
PPPK sesuai dengan | Orang 300 Pematnn n_m_:mmz Orang
Kebutuhan OPD Perjanjian Kerja (PPPK)
Terwujudnya Jumlah PNS yang Pengurusan Kenaikan 400 50 | 3s0 o Rp  222.500.000
Excellent Service |mengusulkan Orang 800 Pangkat Orang
|Bidang kenaikan pangkat
Jumlah plagam Pengurusan dan 0 0| 198 23 Rp 45.000.000]
penghargaan Tanda Penganugrahan Tanda
Kehormatan Satya Kehormatan Bagi PNS yang
Lencana Satya bagi Orang 100 berprestasi melalui Qrang
PNS di Lingkungan pemberian Tanda
Pemerintah Kehormatan SLKS
Kabupaten Berau
Jumilah PNS yang Pengurusan SK Pensiun dan 35 17| 36 63 Rp 82.250.000
menerima SK Klaim Tepat Waktu
Pensiun dan klaim
Tepat Wakitu Orang 120 Orang




Jumlah PNS yang Orang 100 Penyelesaian Karpeg, Orang 2 26 | 101 90 Rp 45,500,000
menerima Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen di
KarisfKarsu , Taspen Lingkungan Pemkab Berau
Jumlah Usulan PP Surat Izin 10 Pelaksanaan PP No. 10 Surat Izin 4 8 7 Rp 36.664.163
No. 10 Tahun 1983 jo Tahun 1983 jo PP No. 45
PP No. 45 Tahun Tahun 1990 Tentang lzin
1990 tentang lzin Perkawinan Bagi PNS Kab.
Perkawinan Bagi Berau
PNS Kab. Berau
Meningkatnya |Jumlah Data PNS Orang 6.000 Pembangunan / Orang 1.752|436| 1.432| 1404 | Rp 88.865.000
Keakuratan dan |yang termutakhir Pengembangan Sistem
Kemutakhiran |dalam SIMPEG Informasi Kepegawalan
database Daerah
Kepegawaian [Jumlah Data Entry Crang 5.400 Pembangunan / QOrang 1.545 | 300 | 1.245 810 | Rp 75.140.000
Sistern Tata Naskah Pengembangan Sistem Tata
MNaskah
Meningkatnya |[Jumlah Dokumen Dokumen 20 | Program Peningkatan |Penyusunan Laporan Dokumen 0 15 4 1|Rp 5.650.000
Kualitas Kinerja |Perencanaan dan Pengembangan Sistem |Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Perencanaan, |Pelaporan yang Pelaporan Capaian |Realisasi Kinerja SKPD
Pelaksanaan dan |lersusun Kinerja dan Keuangan
Pelaporan
Penyelenggaraan | Jumiah Kegiatan Kegiatan 1 Sosialisasi Kinerja SKPD Kegiatan 0 0 0 0 Rp -
Program dan |Sosialisasi Kinerja
Kegiatan BKPP |SKPD
Jumlah Kegiatan 1 Peraturan dan Evaluasi 0 1 2 1 Rp 16,720.000
yang dipantau dan Dokumen Penyelenggaraan Program Dokumen
dievaluasi Kegiatan
Program Peningkatan |Penyediaan Kendaraan Uit 0 0 0 3 |Rp  60.000.000
Sarana dan Prasarana |Bermotor
Aparatur
Program Pelayanan |Penyediaan Jasa Surat Bulan 3 3 3 3 Rp 3.000.000
Ad istrasi Menyurat
Penyedizan Jasa Bulan 3 3 3 3 Rp  101.000.000
Komunikasi, Sumber daya air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Unit 4 4 4 4 Rp  113.303.000
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Bulan 3 L] 3 3 Rp  132.935.000
Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan | Bulan 3 3| 3 3 [Re 3.500.000
Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Bulan 3 3 3 3 Rp 6.500.000
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan 3 3 3 3 Rp 9.856.800
Penyediaan Barang Cetakan Bulan 3 3 3 3 Rp 7.400.000
dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Bulan 3 3 3 3 Rp 3.500.000

Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor




Penyediaan Peralatan dan Unit 0 0 0 5 Rp 33.000.000

perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan |Eksemplal 120 120] 120 120 | Rp 7.500.000

dan Peraturan Perundang- r

undangan

Penyediaan Makanan dan Bulan 3 3 3 3 Rp 7.500.000

Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan | Bulan 3 3 3 3 Rp  130.000.000

Konsultasi Luar Daerah

Rapal-Rapat Koordinasi dan | Bulan 3 3 3 3 Rp 31.500,000

Konsultasi Dalam Daerah

Penyediaan Jasa Bulan 3 3 3 3 Rp  826.000.000

administrasi / Teknis

Perkantoran

Jumilah Rp 5.634.250.690
Tanjung Redeb, 30 Desember 2020
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